UNIVERSITAS INDONESIA

PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK
YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ALTERNATIF DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

TESIS

Oleh;
EDITA ELDA
706174902

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULE 2008

AS INDONESIA

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009




UNIVERSITAS INDONESIA

PENGATURAN PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK
YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ALTERNATIF DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

TESIS

Dinjukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hakum

Oleh:
EDITA ELDA
706174902

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULX 2009

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semus sumber baik yang dikotip maupua dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Narna :EDITA ELDA

MNPM + 706174902

Tanda Tangan f
/

Tanggal : 15 Juki 2009

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini digjukan oleh

Nama :EDITA ELDA

NPM : 706174502

Program Studi : Iimu Hukum

Judul Tesis : Pengaturan Pidans Mati Sehagai Pidana Pokok yang Bersifat
Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitsb Undang-
Undang Hukum Pidana.

Telah Berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Peaguji dan diterima
sebagal bagian persyaratam yang diperlukan untuk momperoleh gelar
Magister Hukam pada Program Studi Hma Hulkum, Fakultss Hukem
Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof H. Mardiono Reksodiputre, S.H. MA.
{ Katun Sidang/Pengwi )

Dir. Surasting Fitriasih, S.H., M.H.
{ Pembimbing/Pengnji }

H. Topo Santoso, S.H, MH., PhD.
{ Penguji )

Ditetapkan di © Jakarta

Tanggal 15 Juli 2009

i

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



KATA PENGANTAR

2

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas Derkat dan rahmat-Mya, penulis dapat menyelesaikan lesis  berjudul
“Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidans Pokek yang Bersifat Khusus dan
Alernatif Dalam Rapcangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Penulisan
tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah sats syarat untuk mencapai
gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Dengan sepala kerendahan hati yang tutus, penulis mgm menyampaikag
rasa hommat, terima kasih dan pengharsaan yang setinggi-tingginya kepads kedua
Orang Tua tercinta, Tounda Dra, Blismawati, M.pd. dan Ayahanda Darmius S.H.,
kakakku Frima Elda, $.K.M. dan kedua adik-adikku tersayang, Tresia Elda dan
Utari Eida, beserta sefuruh keluarga besarku, “Terima kasih atas segala curahan
kasih sayang dan dulangannya yvang tiada hentl Tesis ini sebagal wujud rasa
bakiikt yang mendalam. Dos kalian menguatken lanskah-langkshku, karena
tanpa dukuingan kalian, aku bukanlah aps-apa”, '

Penulis menysdari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai
piliek dari masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini, sangatlah sufif bagi penuiis
untuk menyelesaikannya, Oleh karena in, penulis mengncapkan terima kasih
kepada:

1. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., selaks dosen pembimbing yang telah
menyediakan wakhy, tenaga dan pikiran dalam membenkan arahan, kritikan
dan koreksi kepada penulis selama bimbingan, demi kesempurnaan penulisan
tesis m;

2. Prof Dr. der. Soz. Drs. Gumilar Rusliva Somaniti, selaku Rektor Unjversitas
Indonesis;

3. Prof. Safri Nugrshs, §H., LLM, PhD, sslaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Indonssia,;

4, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., MH, selaku Ketug Program Pascasarjans
Fakuitas Hukum Universitas Indonesia;

iv

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



3. Prof. H. Mardjeno Reksediputro, S.H., M.A., seleku Kefus Konsemrasi
Hukum dan Sistems Peradilan Pidana Falaltas Hukum Universitag Indonesia;

6. H. Topo Santoso, S.H., MH, PhD, selaku dosen pengujl yang felah
memberikan koreksi dan saran kepada penulis demi kesempurnsan penulisan
fesis m;

7. Direktur Upaya Hukum Eiksekusi dan Fksaminasi (Uheksi) Pidana Umum
Kejaksaan Agung RI, Bapak Sudibyo SH, Sekretariat Uheksi, Bapak
Kamaruddin 8.H., Kasubdit Oharda, Bapak A. Kadircen, 5. H., M.H. ;

8. Kepala Biro Analisis Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Ibuk Basaria
Panjattan, S.H., M.H. beserta Staf, Bapak Amold Damatk 8H. ;

9. Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Bapak Ssmsul
Hidayat, SH. ; j

10. Paniter» Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, Bapak Suhadi S.H,
MH.;

i1, Kepala Bagian Biro Hukum Sekretariat Negara RI, Bapak Bigman T

12. Kepala Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
RI, Bapak Ir. Edi Yunarto, M.Si;

13, Direkrur Perancangan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-
Undangan Hukum dan HAM R1, Bapsk Dr. Suhanyons AR, S H, MH. ;

14. Nerasumber Akademisi, Bapak Prof. (Em) Dr. 1E. Sshetapy, SH., M.A,,
Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah $.H., Prof Muladi S.H., terima kasih atas
kesediaan waktunya di tengah-tengah kesibukan dapat berdiskusi dan bertukar
pendapat dalam menjawab scluruh pertanyaan yang penulis ajukasn;

15, Staf’ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia vang teleh mendidik
penulis selama menimba thow di kampus ind, terima kasih uatuk semus ilma-
ilmunya yang bermanfaat bagi penulis untuk masa mendatang;

16. Staf Biro Akademik Kemahasiswaan Fakultas Hukum Untversitas Indonesia,
terimma kasih atas segals bastuan dan kemudahan uryssn admintsirasi kampus
kepada penulis selama ini;

17. Teman-teman terdekat penulis vang fidek dapat disebutkan satu-persatu,
khususnya kepada rekan-rekan $2 Hulkum kelas Pidang 2007 Universitas

¥

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



Indonesia, terima kasih atas semua kebersamaan dan persababatan yang indah
sepanjang waktu, sungguh svatu keberuntungan dan kebanggaan bagi penulis
dapat mengenal dan bersahabat dengan crang-orang hebat seperti kalian
semua. Sampai bertemu lagt di masa mendatang dengan kesuksesan yvang ki
capai, semoga persahabatan kita abadi selamanya.
Alkhiv kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maba Esa membalas
sentua kebaikan pihak-pihak yang teleh membantu penulis dalam penyelesaian
tesis ini. Semopa tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilimu

pengetahuan di masa mendatang. Terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2009

Penulis

Vi

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : EDITA ELDA
NPM : 706174902
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaturan Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok yang Bersifat Khusus dan -
Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data {darabase), merawat dan
memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuatdi  :Jakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2009

Yang Menyatakan,

iy

e

(EDITA ELDA)

vii

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



ABSTRAK

Edita Fida, Magister Ilmu Hokum, “Pengaturan Pidana Mali Sebagai Pidana
Pokok yang Bersifat Khusus dan AMematif Dalam Rancangan Kitab Undang-
Undang Hukem Pidana”.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunda yang masih menerapkan
pidana mali (refentionist couniry), berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permacalahan
dalam (esis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati
dalam Rancangan KUHP; 2} Bagaimana konsekuensi rumusas unsur-unsur Pasal
89 Ayat (1) Rancangan KUHP dan 3} Apa yang meniadi dasar pertimbangan
adanya perbedaan peiabat yang barwenang dalam mengubah pidana mati menjadi
pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dalem Pasal 89 Ayat (2) dengan
Pasal 50 Rancangan KUHP. Metode penelitian yang digunskan adalah yuridis
normatif, dengan menggunakan dats sekunder dan primer. Hasil penclitian
memperlibatkan bshwa: 1) Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati
merupakan pideny pokok yang bersifal khusus dan selalu disncamkan secama
alternatif vang bertujuan sebagat upays terakhir untuk mengayomi masyarakat
sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan individn. 2} Konsekuensi rumusan
Pasal 89 Ayat {1} Rancangan KUHP diterapkan secara alternatif, bukan kumulatif,
33 Dasar pertimbangan perbedaesan wewenang dalam Pasal (88) Ayat (2) dengan
Pasal 90 Rancangan KUHP vaitu, Pasal 85 Avat (2), perubahan pidana mati
disebabkan karena adanya reasa percobaan dan pejabat vang berwenang adalah
Menteri Hukum dan HAM, karena perubahan tersebut sama dengen remisi. Pasal
99, perubahan tersebat disehabkan karena pidana mail tidak dilaksanakan selama
10 (sepulub} tahun setelats grasi ditolak den pejabat yang berwenang adalh
Presiden melali Keputusan Presiden. Saran pemulis, 1) Hakimy barus
mempertimbanghan alasan penjatuban pidana mati didasarkan pada perindunpan
masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila dalans persidangan,
salah satu dart hakim {idak sepakat dengan penjatuhan pidana mati, maka
scbaikoya jenis pidana yang diputus adalah pidana altersatif berupa pidana
seumur hidup atau pidana poling lama 20 (dua poluh) fahun, 2) Rumusan Unsur-
Unsur Pasal 89 Ayat (1) Rarcangan KUHP harus diatur dengan jelas dan juga
ukuran dan sisi yapg berwesang untuk menilai unsur masing-masing, juga harus
ads unsur suara masyarakat di dalamnya 3) Harus ada pengaturan lebih jelas agar
tidak tegjadi tumpang-tindih kewenangan dalam mengubah hukuman mati menjadi
seumur hidup atau 20 (dva puluh) ahon antara Pasal 89 Ayat {2) dengan Pasal 90
Rancangan KUJHP. Perubashan hukuman dari seumur hidup menjadi 20 (dus
puiuh) tahun dalam Pasal 33 Ayat {2) scharusnya menjadi kewenangan Presiden
dengan Kepufusan Presiden. Dalam memutuskan grasi, Presiden sehamsnya juga
mendengarkan pertimbangan Menteri Hokum dan HAM sebagal eksekutif yang
membawahi Lapss. Dalam SPP juga hams ada koondinasi berhubungan dengan
data administras] mengenat proses hukum terpidana.

Kata Kunel: Pidana Mati

wiil
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ABSTRACT

Edita Elds, Magister of Law, “Arrangement Of Death Penalty As Main
Punishment Which Having The Character of Special and Alfernative In Draft of
Indonesian Criminal Code®.

Indonesia represent one of the state in the world that stil apply the death
penalty (retentionist country), based on Article 10 KUHP, Problems in this thesis
are: 1) How is the concept and purpose of the death penalty in the draft of KUHP;
2} What consequences formula elements Ariicle 89 Paragraph (1) draft of KUHP
and 3) What is the basic consideration of differences in the authorized officials in
the death pesally for life t@ be criminal or 20 {twenly) years in Article §9
Paragraph (2) with Article 90 dmft of KUHP. Research method used was the
juridical normative, with the primary and secondary data. Resuits of research
show thatt 1) In Agtick 66 diaft of KUHP, desth penalty represent main
punishment which having the character of special and is always menaced in the
alternative that is aimed as a last effort to protection of society as society and
individuals. 2} The consequence of Article 89 Paragraph (1) draft of KUHP apply
in the alternative, not cumulative. 3} Basic considerations difference of authority
in Article (89) Paragraph {2) with Asticle 90 draft of KUHP, Article 82 Paragraph
{2), death due to changes in criminal trial because of the anthorities and officials is
the Minister of Law and Homan Rights, because the changes is equal to remist,
Article 98, the change was due fo criminal death is not implemented for 10 {ten). .
years after grasi refused and officials denied that the President is authorized
throngh a Presidential Decree. Author suggestions, 1) The judge-must consider the
reasons of relied on death penalty fallout based on the protection of society and
individual ponished. If in the trial, one of the judges did not agree with death
penalty fallout, the criminal who should be the type of crime is an aliernative
punishment for a lifetime or 20 {twenty) vears. 2) Elements Article 85 Paragraph
{1) draft of KIUHP have to be arranged clearly in article to assess each element,
alzo there must be voice sociely in i€ 3) Amrangement thete must be clearer in
order not to happened overlap authority in chenging death pemaity decision
become for a lifetime or 20 {twenty) vears among Article 89 Paragraph (2] with
Article 30. Change of punishment from z lifetime become 20 ( twenty) years in
Article 89 Paragraph (2) having 10 with Decision of President. In deciding prasi,
president should be listen consideration of Minister Punish and Human Rights. Tn
criminal justice system there must be coordination related to administration data
order concerning process punish to be punished.

Keyword : death penalty
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BAB1
PENDAHULUAN

1. § Latar Belakaug

Pidana mati merupakan jenis sanksi pidana terberst vang betlako
dalam hulaun pidana di dunis. Dilihat dari seiarahnya, jenis pidana ind felah
dikenal datam hukum bangsa-bangsa di dunia sejak dehulunya, Pidana mati
dijatubkan dengan cars menghilangkan nyawa ssseorang yeng terbukti seoara
sah dan mevakinkan menurut hukum telah melakokan suatu tindak pidana
vang terdapat ancaman hukuman mati di dalamnys. Apabila pidane mati telah
ditaksanakan, maka bemkhirlah riwayat si terbukosm,' Berlaku atau tidaknys
pidana mafi dalam hukum positif di suatu negara, tergantung dengan kondisi
sasiologis dan sejarah suatu bangsa®

Di dunia internagional, ada sekitar 71 (tujub puluh satu) negara
yang termasuk dalam kelompok refentionist couniry, yaitu secara de jure dan
de facto mempertahankan pidana mati untuk berbagai jenis kezjahatan
termasvk ordinary crime” Kelompok tersebut di antaranya, Indomesia,
Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Afrika. Sementars it ada sekitar
129 {seratos dus pulnh sembilan) negara yang merupakan kelompok negara
abalisionis, yaitu negara vang telsh menghapuskan pidana metl, fermasuk
disntaranys Belanda (sebagai pewarts KUHP Indonesia).

Seiring dengan perkembangan, banyak dari negara-negara di dunin
sudah mulal menioggslkan pidana mati sccara perlaban-lehan. Di negara-
negara Eropa pada umumnya, mereka telah mengganti pidana matl dengan
pidana lainnya yang berlaku di negars tersebut. Seperti contoh Belanda, yang
mengpant pidana mati menjadi pidana penjara untuk jangkes waktu tertentu

' Neorwahidah (1994), Pidans Mati dalam Hukum Pidana Istam, Surabaya: Al
ikhdag, hal 8.

it abiblecenter or.idfindex.cfmTfuseaction=kegiz
S&bhs-ing, Pelaksanaan Fukuman Mati of Indonesia : Relevans
Diakses pade Tanggal 26 Mei 2008,

htip:swww habibiecenter.or.id/index.cfm? fuszacti
Sd&bhs=ing, Op., Cit,

*hitp:f Jwkumonline com/detall asptid=1 S.cl=Berit Terikat
Konvensi Internasiongl, Fukuman Maii Mesti Jalan Terus Putusen MK, Diskses pads
Tanggal 5 Apustus 2008,

itfe

| dan Signiftkansinya.
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atau pidana penjara seumur hidup berdasarkan undang-undang tanggal 17
September tahun 1870 Sth.162, Akan tetapi, untuk hukum pidana militer,
jenis pidana mati masib telap diperishankan, khususnya untuk kejahatan-
kejahatan berat yang dilakukan pada masa perang. Hal ini dikaitkan pada
kepentingan keamanan negara.’

Meskipun beberspa negarm telab menghapuskan prekiik pidana
mati, Indonesia masih tetap mempertehankannys. Hal ini disebabkan karena
secars normatif, undang-undang masih mengatur tentang pidana mati. Secarm
vuridis, keberadaan pidans mat] i Indonesia telah memperoleh landasan
dasar hukom yang kuat. Ketentuan mengensi pidana mati diatur dalam Pasal
10 () (1e) KUHP Jo. URJ No.2 PNPS 1964 tentang pelaksanaan pidana mati
darl gantung meniadi tembak. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana
mati termasuk salah satn jenis pidana pokok yang beslaku di Indonesia’
Pidane mati merupakan pidana pokok terberat dalem stelsel pidana i
Indonesia,’

- Pidana mali- telah . dikennl di Indopesia jauh sebelum penjajah
datang ke Indonesia.® Pada awalnya, ketentuan tentang pidana mati terdapat
di dalam hukum adat, bahkan pade zamam Majapshit {abad 13-16} sudah
dikenal adanya pidans meii dalam undang-undang dan dikategoriken juga
sebagai pidana pokok di samping pidanz potong anggota badan, denda dan

penggantian keragian’ Tata cara pelaksanaan pidana mati berbeda-buda

hpenglivinfo.org, Bafier Negora don Huksman Mafi, Diakses pada
Tanggal 3 Agustug 2008,

© Pasal 10 KUHP: Hukwman-hukumzn ialah:

Hukuman-hukuman pokok:

&. Hukuman mati:

b. Hukuman penjara;

¢. Hukuman kurungan;

d. Hiskurnan denda,

Hukeman-hukurean tambahan:

a. Pencabaton beberapa hak yang tertenty;

b. Perampasan barang yang terlentss;

. Pengumuman keputusan hakin,

? Akhiar Salmi (1983}, Eksiscensi Pidona st Jakarta: Aksara Persads, hal. 29,

¥ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu (1983}, Pidana Mati di indonesio df Masa
Latu, Kini dan & Moza Depan, Jakarta: Ghalia Indonesis, hal. 56

¥ Budiario (2001), Pidana Mati Dealom Perspektif Pembentikon Hukum Pidana
Nasional (Mokuiuh Pada Comtimving iepel Educolion-BPHYN, lakarla: Depariemen
Kehakiman dan HAM, hal. 6.
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afitara setiap daerah. Dalam hukum adat, menurut plakat tertanggal 22 April
1808, pengadilan diperkenankan untuk menjatubkan pidana;'®

Dibakar hidup pada satu tiang,
Dimatikan dengan menggunakan keris;
Dicap bakar;

Dipukul;

Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Sistem pemidanasa dalam plakat tersebut masih berlangsung
hingga Tahun 1848. Pada Tahun 1848, lahir peraturan hukum pidana dengan
nama Intermaire Strafbepalingen LNHB 1848 Nr.6.'! Ketontuan dalam Pasal
1 menyebutkan:

"Peraturan inl meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada
sebeluns tahun 1848, terkecuali bebemsps perubaban dalam
penitensier. Perubshon mendasar dalam peraturan ini adalsh
teplang tala cams pelaksanaan pidane mafi yang tidak lagi
dilaksanakan dengan cars yang ganas sepert menwrut plakat 22
April 1808, tetapi dengan pidana gantung”,

Setelah KUHP mulai diberlakukan di Indonesia, maka jenis- jenis
hukuman sebagaimana terdapat dalam plekat adat tanggal 22 Aprdl 1808
sudah tidak berfaku lagi. Jenis hukuman sah yang dapat dijatubkan oleh
hakim adalah berdasarkan Pasal 10 KUHP. Hakim pidana pada pengadilan
negara tidak depat meniakai hbukum pidana sdat dau istiadat sebagai dasar
untuk memidana."? Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (13 KUHP yang
menyebutkan “Tiada sustu perbuatan boleh dihukum, melpinkan ztas
kekuatan ketentusn pidana delam undangundang yang ada terdahulu dari
pada perbuatan itu”, Ketentuan ini kemudian dikenal dengan asas legalitas.

KUHP yang berlaku di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942
berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederiondsch-Indie (Sth 1915 No
732), berdasarkan Pasal 11 Aturan Perslihary Undang-Undang Dasar 1945
(sebelum amandemen).” KUHP merupskan copy dori KUHP Belanda

halP o gl

¥ Andi Hamzah dan A, Sumangelipu, Op. Cit., bal, 47.

W ibid., bl 48.

2 1bid,

" Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945 (Sebelum Amandemen):

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku , szlama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*.
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berdasarkan asas konkordansi (asas kesamaan)."* Pada mulanya, pelaksanaan
pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cata digantung. Hal inf diatur
dalam Pasal 11 KUHP.' Sciring dengan perkembangan, kefentuan
pelaksannan pidana mati dengan cama digantung tidak diberlakukan lagi.
Ketentuan tersebut digant dengan cama ditembak sesusi dengan adanys
Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan oleh
Presiden Sukamo pada tanggal 27 April 1964.'°

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mendapat keitikan dari
beberapa negara, terutama negara Eropa. Kritikan itu dilihat dari sisi pantas
atau fidaknya mempertahankan pidana mati di Indopesia dikaitkan dengan
hak asasi manusia (HAM).!” Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Mabkamah
Agung pada masa itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa stelsel pidans
Indonesin berbeda dengan beberapa negara lain vang ada di dunia.'® Menurut
Yusril Thza Mahendru, memvonis pidang meati masih relevan untuk
ditaksanakan di Indonesia. “Di dalam Al Qur'an pun mengenal pidana mati.
Jadi, bila. ada sekelompok terfentu tidak setuju dengan pidana tersebut, itu
hanya sebush fenomens kepentingan di masyarakat”.”® Menurut Nicolaus
Pira Bunga, pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana Kupang,
pidana mati dalam sistem hukum Indonesia (KUHP) masih sangat diperiukan

¥ Akhiar Salmi, Op.Cit, hal 13,

" pasal 11 KURP;

"Hakuman mati dijalankan oleh aigoic & lempal pongrantungan, dengan
mengpunaken sshuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan lferal itu pads
fiang pengeaniungan San menistuhkan papan tempat orang ito berdin™,
Penjelasan Pasel 11 KUBP (Kisab Undang-Undang Hulam Pidona (XKUHP)

Serta  Komeniar-Xomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasel. Cet. VI

Diteriemahkan Oleh B. Soesifo. Bandang: Karya Nusantars, 1983, hal. 37!

“Karena katendnan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam
pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan seria jiwa revolusi

indonesia, maka dengan Penpres No. /1964 pelaksamasn pidana mati
dilakukan dengan ditembak sampai mati di suate lempat dalar dagrab hukem
Pengaditan yang men]atuhkan putusan dalam lingkat pertama®,

% penpros Mo, /1964:

“Pelaksannan pidana mati dilekukan dengan ditembak sampai mati di suatn
tempat dalamn daersh hukum Pengadilan yang menjaiuhkan putusan datam
fingkat pertama”.

"7 Hartan Padang Ekspres, Eksekusi Maki dan Hak Asasi Manusia, Senin, 25 Juli

2008, hal. 4.
'® Harian Media Indonesia, MA Abaikan Kecamun Bkselusi Mot Sabty, 7
Agustus 2004, hal, 1.

' Harian Singgalang, Pidana Mati Masih Relevan, Minggy, 15 Februari 2003,
hal. 3.
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untuk diberlakukan di negara ini. “Sudah ada aturan pidana metl saja orang
masih melakukan pembunuban, apalagi tidak ada pengaturan hukum tentang
pidana mati, ini justru lebih berbahaya lagi. Tanpa adanya aturan hokum
tersebut, orang bisa seenaknya menghilangken niyawa orang lain™*"

AR hukunt dari Universitas Sumatera Utata Mahiud Mulyadi
mengalakan bahwa untuk kondisi Indonesia, masih diperlukan hukuman
mati, akan tetapi kejahatannya harus selektif dan benar-benar membabayakan
masyarakal. “lndonesis sendini hingps sast ini behwn punva fujuan
pemidanaan yang jelas, spakah untuk efek jem, balas dendam ateu pemuliban
{restorative justice)”.” 1a memandang Rancangan KUHP mengakomodir
tejuan pemidangan yang cenderung menganut Wwjusn pemuliban, Namun
restorative justice tidak bisa diterapkan pada semua jenis tindak pidana,
termasuk kejahatan yang diangpap membahayakan masyarakat”* Pendapat
senada juga disampaikan cleh Muladi yang mengatakan bahwa vonis pidana
mati masih relevan untuk dilaksanskan di Indonesia, karena pidana itu telah
diatur-dalam sistern huker nesional vang masih berlaku™ Akan tetapi,
meskipun pidana mati berlaku dalam hokum positif di Indonesia,
pelaksanasnnya hanya dapat dilakukan jika proses peradilan sudah bersifat
final dan akirat ¥ )

Di sist lain, pihak vang menolak atau kontra dengan pemberiakuan
pidana mati di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH
berpendapat bahwa pidana mati melanggar nilai-nilai hidup manusia, “Yang
berhak untuk mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Hanya Tuban vang
dapat menentukan hidup matinya seseorang”?® Selain itu, menurut IE
Sahetapy, membebankan hukum pidena terutama dalam perspektif pidana
sebagal antisipasi agar pidana matl dapat membuat yang jehat takut hingga
tidak sampai melakukan kejahatan, adalsh merupskan sustu cita-clis yang

¥ Harian Haluan, Pidong Mati Masih Tetap Diperlikan df Indonesia, Rabu, 5
Jult 2005, hal. L.

M fhid,

2 mid.

B Harlan Kompas, Pemerintah Mest Tegas Soal Pidana Mati, Rabu, 23 Agustus
2006, hal. 4.

® Ibid.

# akhiar Salmi, Op, Cit., hal. $9.
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terlaly mulak, “Hukum pidans tidak bertujusn wntuk mengubah atau
momperbatki hidup manusia. Tugasnya melainkan haoya untuk mengatur
apar manusia berjalan dalam jalur lalu lintas hukwm yang sudah diatur dan
ditentukan, berdasarkan notma dan nilai yang dikehendaki oleh masyarakat
sendiri dan atau oleh penguasa. Peranan inilah vang hares dominan dan
dilaksanakan secara meyakinkan® %

Pada tanggal 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi menclak njf
materi hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika yang dimohonkan oleh ekspatriat asal Australia yang tersangkut
kasus Bali Nine, yakni Aundrew Chan, Myuran Sukuroaran dan Scott Anthony
Rugh*’ Mahkamah dalam putosannya menyatakan bahwa bukumen mati
dalam UL Narkotika tidak berienisopsn dengan hak hidup yang dijamin
UUD 1945 karens jaminan hak ssasi snanusia dalam UUD 1945 tidak
menganut asas kemutlakan, Menural Mahkamah, bak asasi yang dijamin
Pasal 28A hingga 281 UUD 1945 sudah dikunci oleh Pagal 287 UUD 1945%
. yang berfungsi sebagai batasan, Hak asasi dalam konstitusi harus digunakan

dengan menghargal dan menghormati hak asssi oramg lain  demi
berlangsungnya ketertiban wmnm dan keadilan sosial, Dengan demikian, hak
“asasl manusia harus dibatasd dengan instramen Undang-Undang, “Hak untuk
hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleb pengadilan”?

Pandangan ahli menyatakan bahwa pidana mati bertentangan
dengan filosofi pemidanaan di Indonesia yang menganut paham rehabilitasi

% Im Sehetapy {1878}, ducoman Pidane Muti Terhudop Pembunubhon
Bergnoana, %mﬁmg Alurad, izal 263

335 303 it 3 MK

A }’z:fzassz Ifomnms:aﬁaﬁrax {{tsz:mae: Man, Dlakse.s pada Tia.nggal 31 Agustus 2008.

“ Pasal 28 7 UULY 1945:

Avat (1) :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi wanusia orang lain dalam teriih
kehidupan bermasyarakad, berbangsa dan bernegara™,

Ayat (2}

"Dalam menislankan hak dan kebehasannys, setiap orang walih funduk kepada
pembatasan yang dilefapkan dengan undang-undang deagan maksud semaele-
mate uptuk menjamin pengakuan seria penghormatan stas kak dan kebebasan
orang lain dan unluk memenuhi tuntulan yang adil sesuai dengan perimbanpun

moral, nilainilal sgoma, keamanan dan keletliban umum dalam suatu
, ;nasyaraka{ demokralis”,
htip:/f . :

erita, Op.Cit.
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dan reintegrast.®® Menurut MK, pandangan tersebut hanya berlaku pada
kejahatan-kejahatan tertentu dafam kuafitas tertentu yang masih mungkin
untuk dijaladkan rehabifitasi dan reintegrasi sosial pada pelskunya”® Salah
saty alasan pertimbangan putusan menolak uji matertil disebabkan karena
Indonesin telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan
psikotropika yang telsh diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Dengan demikian, menurut ME,
Indonesia justre berkewaiiban menjaga dard ancaman jaringan peredaran
gelap narkotika skala interpasional, salsh satunva denpan menerapkan
hukuman vang sfektif dan maksimal ™

Dalam konvensi itn, Indonesia telah mengakui kejabatan markotika
sebagai kejahatan luar bissa serius terhadap kemanusiaan {extra ordinary)
sehingga penegakannys bufuh perlekuan kbusus, efektif dan maksimal.
Menurut MK, salah sate perlakuan khusus antara lain dengan cara
menerapkan bukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan
hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serivs seperti narkotika,
MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional ana pun,
termasuk Konvensl Interpesionsl Hsk SipH dan Politik (Frtermational
Covenant on Civil and Political Rights atau lebih dikenal dengan ICCPR}
yang menganjurkan penghapusen huluman meti. Bahken MK menegaskarn,
Pasal & Ayst (2} HOCPR memperbolehikan masth diberiskukannya hukoman
mati oleh negara peserta, khusugs uptuk kejahatan yang paling serius,*

Menurat MK, keputusan  pembuat  Undang-undeng  uniuk
menerapkan hukuman mati telah sejelan dengan Konvensi PBB 1960 tentang
Narkotika dan Konvensi PEB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Markotika dan Psikotropike dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, >

* Ibid,

M totd,

= 1hid,

* Pasal 6 Ayat (2) ICCRR:

“In countrivs which have not abolished the death penalty, semtence of death may
be impased only for the most serious crimes™.

Terjemahan:

“Di negara-negars yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hakoman
matt h:tnya dapat dzjatuhkan tcrhadap bcbcrapa kcjahataa yang paling sering”,
* nhto e iuka . =1 Rerita, Op.Cit.
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Hal ini disebabkan karena anicaman hukuman mati dalam UU Narkotika telah
ditumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua
tindak pidana narkotika yang dimuat dalam UU tersebut. Pidana mati hanya
diancamkan pada produsen dan pengedat gelap yang terbatas pada golongan
1, seperti patija dan heroin. Sedangkan untuk pengguna tidak dikenakan
hukuman mati.® MK juga mempertimbangkan kehati-hatian pengenaan
pidana mati dalam U Narkotika yang dengan tegas mengharuskan
pengenaan pidana mesti disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga
pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukt yang sangat kuat.*®

Lebih lanjut, melihat pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM,
MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi
seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum.
Dalam hal ini, MK beranggapan bahwa hukuman mati merupakan bentuk
pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban’’
Dalam pandangan MK, penghapusan pidana mati belum menjadi pandangan
-motal -yang universal dari masyarakat.intemasional, meski. kecenderungan
saat ini menunjukkan bertambahnya negara yang menghapus pidana mati
dalam kebijakan hukum nasionalnya. Tanpa mengabaikan realitas
perkembangan hukuman mati di berbagai negara, MK juga memandang
dinamika hukum internasional seperti ICCPR, Rome Statute of International
Criminal Court, dan deklarasi HAM Eropa, ternyata masih memungkinkan
diterapkannya hukuman mati.*®

Dalam sidang pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika, MK juga mendatangkan sejumlah ahli dari tim perumus
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(Rancangan KUHP), agar terlihat jelas arah pemidanaan pidana mati di
Indonesia. Menurut salah seorang saksi ahli, Mardjono Reksodiputro,
perdebatan mengenai pidana mati sudah berlangsung sebelum tahun 1993,
saat penyerahan Rancangan KUHP kepada Menteri Kehakiman pada waktu

3 Ibid.
8 1bid.
¥ Ibid.
8 Ibid.
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itu yaitu 1smael Saleh. Dalam Rancangan KUHP, pidana mati merupakan
pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara altetnatif,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 87.* Mardjono
mengatakan, Rancangan KUHP masih mengadopsi hukuman mati.
“Hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. Ia harus

*? Pasal 65 Rancangan KUHP 2008:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

a. pidana penjara;

b. pidana tutupan;

¢. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosijal.

{2) Uruten pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat

ringannya pidana,

Pasal 66 :

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu
diancamkan secara alternatif®.

Pasal 87 :

“Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk
mengayomi masyarakat®.

Pasal 88:

(1)} Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpldana sarnpa1 mati oleh

regu tembak; -

(2) Pelaksanaan pidana mati scbagalmana dlmaksud pada ayat (l) tidak
dilaksanakan di muka umum;

(3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa
ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa
lersebut sembuh;

(4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bapi
terpidana ditolak Presiden.

Pasal 89:

(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10
(sepuluh) tahun, jika:

a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;

b.Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk
diperbaiki;

¢, Kedudukan terpidana dalam penyertaan lindak pidana {idak lerlalu
penting;dan

d. Ada alasan yang meringankan,

{2) lika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati
dapat diubah menladi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 20 {dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertangpung
jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Jika lerpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada
harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas
petintah Jaksa Apung.

Pasal 90:

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) {ahun bukan karena terpidana melarikan
dird, maka pldana mati lersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup
denpan Keputusan Presiden”.

Unlversltas Indonesia

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



i0

meuajadi pidana khusus yang diterapkan secars  hati-hat], selektif,
dikhususkan pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh
majelis hakim™ %

Pada tanggal § September 2008 yang lalu, Mahkamah Konstitusi
(MK} jugs memutus perkars ujl materiil yang digjukan oleh terpidana mali
Amrozi cf', terkait pengujian atas UU 2/Pops/1964 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pidans Mati, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai
Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang. Dalatn
UU ini, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cars  ditembak,
menggantikan ketentuan Pasal 11 KUHP. Ada dua hal yvang menjadi itk
fokus dalam wil materiil UU 2/Pnps/1964 tentang Tata Cars Pelaksansan
Pidana Mati oleh pemohon. Pertama, menurot Amrozi os sebagai pemohon,
tata cara ini dianppap menimbulkan kerugian berupa penvikssan vang
bersifat khusus {gpesifik) berupa derita dan nestsps fisik dengan cara
diternbak sampai mati, Kedua, secara formil, pembentukan ULl 2/Pnps/1964
tentang Tata Cara Peizksanaan Pidana Mati menurut pemohon merupakan
undang~undang yang pembentukennya tidek memenuhi ketentuan UUD 1945
karenz pembentukannya didasarkan pada Penetapan Presiden RI dan disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.*

Amar putusan ME aomor 2VPUU-VI2008 menolak keselurahan
pengujian formil mavpun pengujian matedil Amrozi s, Mabkamah dalam
kesimpulannys berpendapat bahwa berbagei alternatif tentang fata cam
pelaksanaan pidana mati selain cam ditembak, seperti digantung, dipenggal
pada leher, disetnum Hstrik, dimasukkan ke dalam ruang gas dan disuntik
matl, semuanya menimbulkan mss sakit meskipun kecepatan kemntisnnya

berbeda-beda. Selain ity, juga tidak ada satu cara pun menjamin tisdanys rasa

Herlta, RUL KUHP

Masth Berlakukan Hedomon Matt, Diskess Tanggal 5 A ﬁgusfus 2008,
N Armroxi, Al Gufron alias Muklas dan lmam Samudra lelah dieksekust pada

tanggal 9 Nevember 2009 sekitar pukul 00.15 WIB. di lembah Lebay vang beriarak dua
kilometer dari Lapas Hata Nusakambangan.

# Kutipan Putusan Mahkamah Kenstitusi RI, Putusan Nomer 21/PULL-VI/2008,

Dimual dalat Konstitusi, Rerila Mahkamah Konstitust, No, 25, Edisi Oktober-November
2008,
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sakit dalam pelaksanaannya. Namun, hal itu bukan merupakan penyiksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I UUD 1945, sehingga UU
2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan
oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer tidak
bertentangan dengan UUD 19454

Akhir Januari lalu, Kejaksaan Agung telah melayangkan surat
kepada pengacara Gunawan Santoso. Dalam surat itu, Kejaksaan Agung
memberikan waktu satu bulan bagi pengacara untuk mengajukan PK. Jika
tidak, Kejaksaan segera mengeksekusi Gunawan yang menjadi terpidana mati
karena pembutuhan bos Asaba.*® Menurut Kepala Pusat Penerangan dan
Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, hingga saat ini
sudah ada 31 (tga puluh satu) orang terpidana mati yang masih menunggu
waktu eksekusi. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung berharap agar MA segera
mengeluarkan pernyataan sik:apnl},'a.'“5

Mahkamah Agung sedang merampungkan fatwa mengenai waktu
yang tepat dalam melaksanakan eksekusi pidana mati. Fatwa eksekusi pidana
mati ini khusus mengatur pelaksanaan bagi terpidana mati yang tidak
mengajukan peninjavan kembali dan grasi. Ketua Mahkamah Agung, Harifin
‘Tumpa mengatakan fatwa tersebut dimohonkan Kejaksaan Apung yang saat
ini beremcana akan mengeksekusi terpidana mati Gunawan Santoso.
“KUHAP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan bisa dilakuken
eksekusi apabila tidak mengajukan PK atau grasi”."’

43 pasal 28 1 UUD 1945:

Ayat(1): - .

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun”

“ Ibid.

S Ipid.

45htll:a:J',"aulc;s.t:akv.e'z.cu'le.c:cnm."'iru:lexipl'l|;nr'l?.eadSl0r)-;)'2CI"[}94"I.‘I.‘5;r‘{)S,‘ 1/198855/1/jadeadl

ine-ma-30_hari-terbitkan-fatwa-hukuman-mati, J4 Deadline MA 30 Hari Terbitkan Fatwa
Hukuman Mati, oleh Yudis Thea Marga Tuasamu, Diakses pada tanggal 5 Maret 2009.
l”'http:‘r‘.-"nasicmal.\r'i\wanve:\a.rs.c0n-u'ne.-ws;:"rt'.-zu:b";i§519ma segera terbilkan fatwa eks

ekusi_mati, Fksekusi Mati, oleh Ila Lismawati F. Malau dan Eko Huda S, Diakses pada
tanggal 5 Maret 2009,
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1.2 Rumusan Masalah

Dalam perangkat tujuan pemidanaan, tercakup dua hal, yaitu
pertama, menampuhp aspirasi masyaraka! yang menuntut pembalasan
schagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua,
tercakup tujuan pemidansan berupz memelibara solidaritas masyarakat,
pemidanaan harus dismabkan uptik memeliham dan  mempertahankan
kesatuan masyarakat.’® Meskipun pidana mati secara hukum memiliki dasar
vang kuat untuk dilaksanakan menurat undang-undang sebagaimana
tercantum dalam Pasal 10 XUHP, namun hal tersebut tiduk menjadi alagan
yang muflak bagi hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa,

Prospek pidana matl untuk pembaharvan hukum pidane ke depan
dalam Rancangan KUHP telah mengalami perkembangan, Pidana mati tidak
fagi diancamkan schagai pidana pokok, akan tetapi telah bergeser kepada
pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Pengaturan ini mungkin
akan menimbulkan permasalahan baru terkait bagaimane pemerapannya di
lapangan. Pertanyasnnyd adatah, mengapa pidana mati dalam Rantangan
KUHP dikategorikan sebagal pidana pokok yanp diancamkan secara khusus
altematif, tidak lagl sebagai pidena pokok, bagsimans Konsep serla
penerapannya. '

Selain itu, permasalahan yang muagkin Geobul kemudian adalah
terkait remusan Pasal 89 Rancangan KUHP, dengan adanya masa percobaan
terhodap pidana mati. Mengapa pidana mati ity perlu diancamkan dengan
cara adanya masa percobsan sccars bersyarat selama 10 (sepuluhb) tzhun
terlebih dahuly, bagaimana konsekuensi dari rumusan posur-unsur dalam
Pasal 89 ayat (1) terscbut sehagai syarst dapat diberlekukannya masa
percobaan. Perubahan pidans mati menjadi pidana seumur hidop atan 20 (doa
pulul) tehun juga terdapat permasalaban karena adanya tumpang tindih
perbedaan pejabat yang berwenang sebapgaimana tercantum dalam Pasal 89

~ ayat (2) dengan Pasal 90. Dalum Pasal 89 ayat (2), perubahan pemidanaan
tersebut dapat divhah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

‘ig ,Z i

: aniidownicad/Tivpid-syabenddinndf, Pidang Mati Menurut
Hukum Pidana indonesto, oleh Syshruddia Huseln, Diakses pada Tanggal 29 Juli 2008,
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Manusia. Di sisi lain dalam Pasal 90, perubasban pemidanaan liu dilakukan
dengan Keputusan Presiden,

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah, pehulis

merumuskan beberapa permasalahan di alas dalam bentuk perfanyaan secara
terperinei, yaitu:

L.

1.3 Tajuan Penelitian - . S

Bagaimana konsep dan tujuen pengaturan pidana mati sebagai pidana
pokok yanp bersifat khusus dan selalu diancamkan alternatif dalam
Rancangan KUHPY?

. Bagaimana kenseluensi tumusan unsur-unsur Pasal 89 ayat (1) Rancangan

KUHP sebegai syerat dapat diberlakukannya mase percobaan terhadap
terpidana mati?

. Apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang

berwenang dalam mengubah pidapa mati menjadi pidana seumur hidup
dalam Pagal 89 ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP?

Berkaitan dengan permasalaban penerapan pidana mati sebagal

pidana pokok vang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan KUHP,
maka berdasarkan rumusan nmasalabh yvang telah dikemukakan di atas, tujuan
yang hendak pennlis capai dalam penelitian adalab sebagai herikui:

i

Untuk dapat mengetshui konsep den fujuan pengaturan pidaps matl
sebagar pidanzs pokok vanpg bersifat khusus dan selal: diancamkan
alternatif dafam Rancangan KUHP;

. Untuk dapat mengetahui konsekuensi terpenuhinya unsur-unsur syarat dari

pidana mati dengan masa percobaan sehagaimana tercanturn dalam Pasal
89 ayat {13 Rancangan KUHP;

. Unfuk dapst mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbaogan adanya

perbedaan pejabat yang berwenang dalam menpubah pidana mati menjadi

pidana scumur hidup dalam Pasal 89 ayat (2} dengan Pasal 90 Rancangan
KUHP,
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1.4 Manfaat Penelitien

Manfaat dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat
dikelompokkan atas 2 {dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibarapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan
berkaitan dengan permssalahan dan sturan hukum mengenal penerapan
pidana mati scbagai pidana pokok yang bersifet khusus dan alterpatif
dalam Renpcangan Kitab Undang-Undang Hukuin Pidana sebagai suatu
usaha pembabaruan bukum pidana di Indonesia di masa mendatang,
terutarna bagi (kalangen akademisi) dan pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfuat Praktis
Bagi praktisi hukum seperti pepcgek bhukum, hasil pepelitian ind
dibarapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka
menyelesaikan kasus-kasus terkait pada masa mendatang.

1.5. Kerangka Teori
Dalam filsafat hukum, tejuan hukuman terdiri atas*

1. Teori pembalasan (Vergeldings-theorie) oleh E. Kaot, bahwa
hukuman adalabt stustu pembalasan berdasarkan atas pepatah
kuno: “siapa membunuh harus dibunuh™;

2. Teori memperiakutkan (dfchrilfings-theoriey dikemukakan
oleh Feurbach bahwa huluman harus dapat mempertakutkan
supaya jangan berbuat salab;

3. Teori memperbaiki {Verbeterings-theorie) bahwa hukuman
bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang tetah berbuat
kejahatan;

4. Teori gabungean, disebutkan bahwa dasar penjatuban hukuman
adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lafemys tidak
diabaikan yaitu pencegaban mempertakutian, memperiabankan
tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah
berbuat jahat,

% JE Sahetapy, Op. Cir., hal, $73.
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Menurut Muladi, teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran
dan tujuan pidana), dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:*
1. Teori absolut/pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).
Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatv pembalasan
kepada orang yang melakukan kejahatan, Jadi dasar dari pembenaran dar
pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Immanue] Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law”

seperti dikutip oleh Muladi sebagai berikut:*’

»... Pidana tidak pemah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku
itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal
harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah
melakukan suatu kejahatan™.

Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatief”,
yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan
kejahatan. Pidana bu.kan n-lerup;akan s:uatu-alat untuk mencapai suatu
tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de

gerechtigheid). Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan

kesusilaan.*?

2. Teon relatif atau teori tujuan (Utilitarian/doel theorieen)

Menurut teori ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat,
Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak
pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est’ (karena
orang membuat kejahatan), melainkan "me peccetur” (supaya orang
jangan melakukan kejahatan).

50 Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Bandung: Alumni, hal. 10.

51 fbid., hal. 11.
52 1pid., hal. 11-12.
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Menurut Karl O.Christiansen seperti dikutip oleh Muladi, ada
terdapat perbedaaan ciri-cirl pokok atau karakteristik antara teori retribidive
dan teord utilitarian, yaitu:”

1. Teoti Retribution: .

8. Tujvan pidana adalzh semata-mata untuk pembalasan;

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di  dalamnya tidak
mengandung sarang-sarana untuk tujuan laio misalnye untuk
keselohteraan masyarakat;

Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
Pidans harus disesuaikan dengan kesalahan i pelanggar;

e. Pidana melilat ke belakang; 2 menupakean pencelaan yang mumi
dan  hijusnnye  Hdak unik  memperbaiki, mendidik  atan
memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teor Utilitarian:

8. Tujuan pidana ndalah pencegahan (prevention);

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebik tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

¢. Hanya pelanggaran-pelanggaran hulum yang dapat dipersalahkan
kepada si pelaku saja (misal karena sengaja/dolys atau latai/cuipa)
yang memenubi sysrat untuk adanya pidana;

d. Pidana harus ditetapkan berdasar iujuannya sebagal alat untuk

" pencegalion kejabatan;

e. Pidana mebhat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan mavpun
unsur pembalasan tidak dapat diterima spabila tidak membantu

poncegahan  keishatan  untuk  kepentingan  kesgjahiersan
magyarakat.

e

Herbert 1. Packer sebagaimana dikutip oleh Jan Remmelink dalam
bukunya, menyatakan pidana itu menjadi penjamin yvang uvtams {prime
guarantor) apabila digunakan dengan cermat, hati-hati (providemtly) dan
secara manusiawi (humanly). Akan tetapi sebaliknys, pidana bisa menjadi
pengancam yang membahayaken {prime threatener) apabila digunakan
secara indiscriminately dan coercively.™ Dalam mencari alasan pembenaran

terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan

“ 1bid., hal, 19,

* Remmelink, Jan (2003). Hukum Pidana Komenwar Atas Pasei-Posol
Terpenting duri Kitab Undang-Undang Hukum Pidane Befands dan Padenannya dalam

Kitab Undang-Undung Hukwm Pidana Indonesia. Diterjemahkan oleh Tristan Pascal
Mosliono. Jakarta: Gramedia Pustaks Utama, hal. 600,
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dalam hukwmn pidana, ada terdapat tiga teord pembenaran pemidanaan,
yaitu:ss

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergeldings Teorie)

Menurut teori ini, pidana merupakan keniscayaan yang terlepas
dari dampaknya di masa depan (res absoluta ab effecty futuro}.
Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatubkan hukuman,
karena telah dilakuksn dosa {quia peccatum). Ini berarti pidana
dipakai untuk melskukan pembalasan. Pidana itu dimaksudkan
untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan
nestaps bagi orang tersebut.

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (Doel Theorie)
Menurat teori ini, pidana dipandang sebagai upaya atau sarana
pembelaan diri. Pidana merupakan alat ustuk mencapai tujuan,
yaitu unfuk mencegah adanya kejabatan.

c. Teori Gabungan (Gemende Theorie)

Salah satu penganut ajamn ini adalah Huge Grotius. Menunut feori
ini, siapa yang berbuat jahat, ia akan terkena derita. Penderitaan
adalsh sesuatu yang wajar ditanggung olch pelaku kejahatan,
pamun dalam batasan apa yang ditanggung pelaka tersebut,
kemanfaatan sosizl skan menetapkan berst-ringannya derita yang
layak dijatublkan (puniendis nemo est ultra meritum; intra meriti
vero modion magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate).
Dasar peniatuhan hukuman itu adalah pembalasan, ekan tetapi
maksud  laindainnya  tidak  digbsikan  yaitlu  pencegahan
memperiakutkan, mempertahankan fata tertib kehidupan bersamas,
memperbaiki orang yang telah berbuat juhat.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Alrlangga, Didik Endro
Purwoleksone, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, tujuan pidana
dapat dibagi atas 4 (empat), vaitu™

1. [Reformation, yang berarii memperbaiki atau merchabilitasi
penjabat menjadi orang baik berguna bagi masyamkat;

2. Restraint, yang bemri mengasingkan pelanggar dad
masyarakat;

3. Retribution, yang bersrti pembalasan terhadap pelanggar
kerena telah melakukan kejahatan;

4. Daterrence, vang berarii menjera atau mencegah schingga, baik
terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial
menjadi penjahat aken jem atau takut untuk melalokan
kejahatan depgan melihat pidana yang dijatubkan kepada
terdakwa.

% Ibid.

¥ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (2009}, Konrroversi Hukuman Mati
Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Jakarta: Kompas, hal. 251,
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Masih menurut Didik Endro Purwoleksono, sebagaimana dikutip
oleh Todung Mulya Lubis, fingsi hukum pidana ada dua yaitu:>’

1. Pungsi khusus, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas ataw kegiatan yang
membahayakan;

2. Fungsi umum, yaitu untuk mengatur  kehidupan
kemasyarakatan.

Kenentingan hulum dapat dibagi atas tiga, yaituw:™®
1. Kepentingan hukum terhadap negars
: Negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan atau
aktivitas atau tindakan yang merongrong, merendahkan,
membahayakan, mengpulingkan Pemerintahan vang sah,
termasuk  perbuatan yang  dapet  membahayakan
kelangsungan hidup berbangsa dan bemegare.
2. Kepentingan hukum terhadap masyarakat
Masyarakat hams dilindongt dard setisp omang yang
melakukan perbuatan atau aktivitss stau tindskan yang
membahayakan kehidupan masyarakat.
3. Kepentingan hukum terhadap individu
: Individu haros diberi perlindungan stes perbustan atau
aktivitas alau  tndaken dard scHap omng  yang
membahayakan kepentingan hukumnya.

Pidana vang akan diterapkan adalsh pidana yang diharapkan dapat
mentuniang fercapainya tufuan, Tujven dar kebijakan mengtapkan suatu
sanksi pidana tidek dapat dilepaskan dari wiuan politik keiminal dalem arti
keseluruhannya  yeitu  “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai
keseinhteraan, Meoumt Barda Naweawi Aref, pidana #u mempunyai dua
sisi™

1. Untuk pedindungan masyarakat;

2. Untuk perlindungan individu.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “suatu
reorientast dalam hukum pidana” sebagaimana dikutip oleh Muladi,
dikemukakan bahwa pada hakikatnya ada dus poros yang menentukan garis-
garis hukum pidana yaitu:%®

37 ibid., hal. 248-250.
# hid.

“ Muladi dan Barda Nawawi Atief, Op. Cit., hal. 91.
 thid., hal. 22.
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a. Segi prevensi, yailu bahwa hukum pidana adalah hukum
sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian
hidup bersama dengan melakukan pencegaban kejahatan;

b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukem pidana sekaligus
metupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan
reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak bukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya pidana adalah  selalu
perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan yang
melawan hukum Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa
pidana mengandung hal-hal lain, vaitu bahwa pidana diharapkan sebagai
sesuatu vang akan membawa kerukunan dan pidana adalab suatu proses

pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam
masyarakat &L

Bisman Siregar dalam karyanya yang berjudul “Tentang pemberian
pidana” pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang
tahun 1980, sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyatakan antara lain:%

“... yang pertama-fama patul diperhatikan dalam pemberian
pidana, bapaimana caranya apar hukuman badaniah mencapai
sasaran, mengembalikan kescimbangan yang telah terganggu
akibat perbuatan §i tertudub karena tujuan penghukuman tiada lain
mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia™.

Menurat B. Acef Sidharta, agar sanksi pidana  dapat
dipertanggungjawabkan antara Yain. %

1. Sanksi pidana haras merupakan persyaratan secara konkrit
tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatan  yang
dilakukan oleh terpidana; babhwa perbuatan #u buruk menindas
martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi magyarakat
manusia vang sehat (cerminan dari ketidaksetujuan masyarakat
atas perbuatan itu},

2. Sanksi pidana haros merupakan peringatan agar orang
menjaulhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan
pidana #tu {(pencegahan urnum);

3. Pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana
agar mengakivalisasikan nilai-nilai kemanusizannya sehingga

* Ibid.

52 Ibid, hal. 33-24.

% B, Arief Sidbarta (1982}, Asnalisz Filosofis Terhadap Hulmman Mati Di
Indonesia, Prasarana Pada Simposium Tahuz 1980 di Universitas Diponegore (Simposium
Hukumazn Mafi 8cbagai Sanksi Pidana, Kerjasama Antara Kejaksaaz Agung Rl dengan FH
UNDIP di Bemmarang, 5-6 Novernber 1982.), hal. 59.
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akan matnpu mengendalikan kecendrungan-kecendrungan yang
negatif (petcegahan khusus berupa rehabilitasi atau
memperbaiki diri).#

Menurut Todung Mulya Lubis, ada terdapat dua pembenaran
wmum pengpunaan sanksi pidana:®

1. Ketika seseorsng melanggar hukum dan merugiken orang

lain atau masyarekat dengan melanggar peraturan, ada suatu
ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan yang
hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada
pelaku pelanggaran. Biasanya pelaku pelanpgaran tersebut
dihulom sesuai dengan berat rinpannya pelanggarman yang
dilakukan olehnya.
Tajuan dari pembenaran hukuman adalah untuk memulihkan
keseimbangan keadilan dalam masyarskat. Setiap benfuk
hukuman sebanding dengan besar kecilnya kerugian vang
ditimbulkan oleh pelangparan  hukum temsebut  Ind
dimaksudkan unfuk mensosialisasikan kepada mmsyarakat
tentang keterkaitan antara tindakan-tindakan keishatan dan
kerugian, setla kewajiban-kewajiban moral masyarakat untuk
memulihkan keseimbangan ketika kerugian mbul,

2. Tujuan sanksi pidana adalah bersifst pemaniiaian dan serana
pengendali unfuk meminimalisasi kemungkinan bahwa
pelaku pelanggaran yang sama skan menspulangi kejshatan,
Selain itu, masyaraka! yang lain akan melihat bahwa tindakan
kejahatan mendatangkan sanksi-sanksi pidana, sehingga
dibarapkan mercka akan menghindari tiodakan pelanggaran
huknm yang sama afau yang lebih buruk.

Tujuan dari pernbenaran yang kedua adalah sebagai sarana
pencegahan masyarakat secars ¥mum {prevens: umum},

Penjatuhan pidana mati menurut Prof. Sudarto, SH mempunyai dua
arti:%
I. Unmum ialah menyangkut pembentuk undang-undang vaitu

menetapkan stelse! sanksi hukum pidana (penjatuhan pidana
secara fn abtracto) (arti legislasi);

“ Menarut B. Arief. Sidharta, sankst pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan
scbagai Dalasan atas perbustan yang dilarang oleh hukum, untuk memperlihatkan bahwa
perbuatan ihe depat berskibal bunuk dalam masyarakat. Oleh karena itw, penjaluban sanksi
bertuuan untel memberi peringatan bahwa perbuatan itu adalah perhuatan yang dilarang,
agar masyarakat ataupur pelaku menjachi atan tidak mengulangi perbuatan terlarang itu lagi
i muasa yang akan datang.

8 Todung Mulya Labis dan Alexander Lay, Op. Cir, hal. 236-238.

% Dioke Prakeso dan Nurwachid (1984), Pidana Mat & Indonesia Dewasa ini,
Jakarta: Ghslis indonesia, hal, Pengantar. .
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2. Khusug {alah menyangkut berbagai badan atau jawaten yang
kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi
hukum pidana it (arii eksekusi).

Menurut Cesare Beccaria seperti dikutip oleh Muladi, hukum

scharusnya hanya ada unhk melindungi/mempettabankan  keseluruhan
kemerdekaan yang dikotbankan terhadap perampasen kemerdekasn yang
ditakukan oleh orang fain.%’ Becearia tidak yakin dengan pidana yang berat
dan kejam. Alasan utema dari penjatuhan pidana adalsh untuk menjamin
kelangsangan hidup masyarakat dan untuk mencepah orang melakulkan
kejahatan, Pencegahan akan datang, tidak dari pidans vang berat, akan tetapi
dari pidana yang patut (appropriate), tepat (prompt) dan pasti {(inevitable) %

Beccaria berpendapat babwa pidans mati tidak depat mencepah

dan hal ity merupakan kebrutalan (brutality and vicleace). 1a mengemukakan

bahwa®

“Pidana mati menyia-nyiakan sumber dayve manusia yang
merupakan  modal utama  bagi  negara.  Selanjutys, da
mengemukakan bahwa pidana mati meoggoncangkan sentimen
moral padn umumaya. Kenyataan kegoncangan itz diperlihatkan
oleh kebencian umum daripada pelaksana pidana mati dan hasilnya
melemahken moralitas hukum yang seharusnys dipertahenkan /
diperkuat oleh bukum®™

Lebih lanjut Becoaria menolak pidana mati berdasar ajaran kontrak

sosial, Ia mengermukakan bahwa:”"

“Tidak seorang pun mempunyai hak alami menyerahkan /
menghentikan / mengorbankan kehidupannya sendiri, Oleh karena
ity, tidak seorang pun demgan perjanjian dapat memberikan hak
hidup dan ma# atss dirinya pade raja / pengussanya; oleh karena
itu kontrak sosial §dak dapat membenarkan pidana mati”,

Alasan Becearia tidak setuju dengan pidana mati yaitu:™

& Pidana mati Hdak dapat mencegah seseorang melakukan tindak
pidana dan merupakan tindakan yang brotal serta kejam;

b. Pidana matl menyia-nyisken sumber daya manusia yang
merupakan modal atama suatu negara;

#? Muladi den Barda Nawawi Arief, Op. 1., hal. 2830,
" Ihid.

® Ihid.

7 i,

™ thid., bl 41.
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¢. Pidana mal mengpohcanghan rasa susila masyarakal, yang
sebenarmya oleh hukum justry barus diperkuat;

d. Berdasarkan dokirin kontrak sosial, maka tidak seorang pun
yang mempunyai hak alamiah akan menyerabkan jiwanya dan
tidak seorang pun dengan kontrak sosial dapat dianugerahi hak
untuk hidup dan mati.

1.6 Kerangka Konseptust

Straf merupakan penderitean yang ditimpakan kepada seseorang
olsh undang-undang pidana, dikaitkan dengan ielah terjadinys pelanggaran
ierhadap susty norma yang dengan pulusan hakim telah dijatuhkan bagd
seseorang yang bersaiah.” Penjatuhan pidana adalah meropakan salah satn
penderitasn vang dijatubkan terhadsp seseorang vang melakuksu suatu
pelangparan bukum dengan tujuan menetralisic adanys kefidakeseimbangan
individu dan masyarakat,

Sanksi pidans merupakan salah satu bentulk dari sanksi hukum,
vaite akibat tertenta yang dapat dikenakan kepada seseorang karena
perbuatm;nya telah memennhi larengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
kaidah hukum pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu
pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat reanusia,”
Qleh karena itw, sanksi pidana (biasa disebut hukuman) adalah merupskan
pengenaan penderitasn atau bal yanp dirasakan sebagai hal vang tidek enak
{merogikan) bagi yang dikenai. Pengenmaan penderitasn kepada seseorang
cleh negara menuntut pertanggungjawaban.

Pidana mati adalah pidana yang dijatubkan terhadap orang yang
terbukti secara sah dan meyskinkan menurut hukum telah melskukan tindak
pidana dengan cara menghilangken nyawa orang tersebut, sesual dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku.” Menurut Pasal 11 KUHP, dikatakas
bahwa huluman mati dilakukan oleh algoio pada tempat gantungan dengan

" Tim Penyusun (2002, Diktar Hukum Penintesier, Padang: Fakultas Hukum
Liniversitas Andalas, hal, 12,

P Jurnal Legisiasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indoresia, Jakattw: Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM R, Vol4 Nod
Desember 2007, hal, 26.

™ ibid,
% Akhiar Salmi, Op. Cit,, bat, 47
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miengeratian tali yang terikat di liang gantungan pada leher terpidana,
kemudian menjatubikan papan tempat terpidana terdird. Akan tetapi, keteatuan
tentang pelaksanaan pidana mati tersebut telah diubah dengan Penpres Nomor
2 Tahun 1964, yaitu dengan cara ditembak. Pasal | Lembaran Negara Hindia
Belanda Nomor 123 Tahun 1945 menyebutkan bahwa hukumas mati yang
difaksanakan terhadap difi oreng-orang sipil, kecusli ditentukan lain, akan
dilaksanakan dengan menembsk (dengan peluru) terhadap orang vang
bersangkutan.”®

Pengertian pidana mati menurut Hugo Adam Bedaw:™

“The death penalty is the only punishment proportionate io the
gravity of the offense. The death penalty is the only punishment
where by the murdered can expiaie his crime. The death penalty is
more humane than life imprisonment In capital punishment the
state indulges the very lust for vergeance it denies to ity citizens,
capital punishmen: violates the sonctity of human fife, life
imprisonment Iy more humane than capital punishment, neither
abolionist por refentionist has any monopoly on these non
empirical arguments”.

Terjemahan bebas penulis:

“Hukuman mati adalgh satu-satunya hukuman yang sebanding
dengan beratnya kesalzhan pelaku dan kejahatannya dapat ditebus
dengan membunub si pelaku, Hukuman rati lebih  baik
dibandingkan dengan hukuman penjars seumur hidup. Akan
tetapi, menurvt kaum abolisionis, hukuman mati melanggar
kesucian hidup manusia, dan beranggapan behwa hukuman
penjara seumur hidup lebih baik dibanding hukuman mati”.

Menurut hukum lIslam, pidana mati diartikan dengan Qishaash,
yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana
sebagaimana fa melakukannys (terhadap korban), Jika seseorang membunuh
orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberiken kak untuk
mentintul pernbalasan melalul bakim untuk membunuh pelaku pidana tersebut,
(ishaash hanya tertuju pada kejabatan yang menyanghut nyawa atau anggofa

badan seseorang”.”®

" Hitman Hadikusama {1992}, Bahase Hidam Irdonesia, Bandung: Ahumni,
hal 118

7 Huge Adsm Bedau (1978}, The Courts, The Comstitwion And Copimi
Prpishment, Toronio: Lexington Books, hal, &,
® Hikman Hadikasuma, Op. Cif,
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Dalam Alguy’an, Sutat An Nissa ayat 93, disebutkan:

"Barang siapa dengan senpaja membunuh oreng mukmin, maka
apcaman hukumannya adalah nemka jahanam, Allah akan
memurkainya, menputukinya dan menyiksanya dengan berat”.

Dalam Surat Al Bagarsh ayat 178 juga disebutkan:

“Tetapi juga bagl orang beriman diwajibkan unbulc melakukan
kisas (balasan yang sama dengsn perbuatan) sebsb membunuh
omng.

Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda: execudie,
Ingpris: execniion), yasg artinya adalah pelaksanaan, melaksanakan putosan
atau hal melalarkan hukuman. Hal melakssnaksn potusan dalam perkara yang
pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksaannya
dilaksanakean atas perintah dan dengan pimpinan hakim ketva yang
mermeriken perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasat 193 ayat (1) HIR).”

1.7 Metode Penelitian
Untuk  memperoleh  hasil  penelian yang  dapat
éiéegaﬁgguggias;;&ékan secara ilmiah, maka penolis menetapkan suah
metode penelitian untnk mempersieh  data-data vang relevan dengan
permasalaban yang dikaii. Metode penelitisn secara rinei terdin dard
sistematika scbagal berikui:
1. Metode Penelitian
Mengacs padda permasalahan penshitian yang telah penulis
kemukalkan di atas, metode yang digunakan dalam penelition ini adalsh
vuridis normatif, ysitu pendekaslan masalah melalui penelitian hukoum
dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum terkait, berops rancangan
peraturan  perundang-undangan, peraturan-peraturan  hukum  terkait
lainnya, teoti-teori bulaum dan pendapat para paker hukum serta didukung
dengan wawancars.

® Ibid., hal. 185.
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2. Sumiber data:

a. Date sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penclitian pusiaka dari
berbagai literatur mengenal masalah yang berkeltan dengan pidana
mati. Literatur vang digunakan dalam penulisan inf diperoleh dari buku-
buke, peraturan perundang-undangan serta babanebaban  ilmish
pendukung fainnya dari internet.

b, Data pritner yaitu data yaog diperoleh melalui penelitian di lapangan,
yakni melakukan wawancare dengan pihak-pibak yang terkait dengan
penelitian ini, yaitu: Biro Analisis Bareskrim Masbes Polr, Bagisn
Upaya bukum Eksekusi dan Eksaminasi Pidapna Umum Kejaksaan
Agung, Kepala Bidang Pembinean Lembaga Pemasyarakaian Kelas 1A
Cipinang {penulis memilih lokasi Lapes Cipinang karena Lapas
Cipinang merupakan sslah satu barometer Lapas terbesar di Indonesia,
sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi lembaga pemasyarakatan
secara umumj, Panitera Muda Bagian Pidana Khusus Mahkamah
Agung Rl, Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara RI, Direktorst
Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hakum dan Hak Asasi Manusia,
Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undsngan Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pakar Holum Pidana.

3. Penyaiian don Anafisis Data

Data primer dan data sekunder vang telah diperoleh, disusun
secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif,
dibubungkan dengan permasalshan dan teori yang relevan sehinpga dapat

diperoleh pambaran kesimpulan yang uteh dari apa yaong telah penulis
bahas dan telit,
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1.8 Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsep pokok
permasalahan yang dikaji, maks dalam penulisan skan diuraikan menjadi
beberapa baglan yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan
Memuat uraien mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfast Pepelitian, Kerangka Tsori, Kerangka

Konsepsional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjavan Umum Tentang Pidana Mati Di Indonesia
Memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang pencrapan pidana
mati secara wmum di dunia dan di Indonesia, pengaturan pidana mati

dalam KUHP, Undang-Undang di luar KUHP dan Rancangan
KUHP,

BAB 1li Pidana Mati Sebagi Pidana Pidana Pokok Khusus dan Alternatif
Dalam Rancangan KUHP

Memuat uraian mengenai konsep dan tujuan pengaturan pidana mati

dalam Rancangan KUHP, konsekuensi rumusan Pasal 89 Ayat (1)

Rancangan KUHP serta perbedaan kewenangan perubahan pidana

mati menjadi seumur hidup atau 20 {dua puluh) tabun dalam Pasal

89 Ayat (2) dengan Pasal 90 Rancangan KUHP.

BAB IV Penutup

Memuat uraian mengenai kesimpulan den seran yang dipercleh dati

hasil pembahasan dan analisis dari penelitian vang penulis lakukan,

Unlversitas Indonesia
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TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI

2.1 Pidana Ma#i Secara Umum

2.1.1 Penerapan Pldanz Matl Di Dunia

Sebagaimana telah dikemukaken dalam Bab I secara sekiles, terdapat
4 (empat) jenis bagian pengelompokkan negara-negara di dunia terkait dengan
sikap mereka terhadap pidana mati, yaitu®
1. Menghapuskan pidana mati terhadap seluruh tindak piduna (ebolish for all

crimess;

2. Menghapuskan pidana mati

{abolitionist for ordinary crimes only);
3. Menghapuskan pidana mati dalam prakiek (ebolitionist in praciice);

4. Masih menempkan pidana mati {retentioniss).

terhadap  kejahatan-kejahatan

biasa

Tabel 2.1 Nepars-Negara Yang Megghapuskan Hulcoman Mati Techadap
Seluruh Tindak Pidana {abolish for all crimes)

No, NEGARA No. NEGARA No. NEGARA
1. 1 Albania 31.  Hai &1. | Paraguay
2. | Andoma 32. | Honduras 6. { Philippines
3. | Angola 33. | Hunpary 63. | Poland
4, | Ammenia 34, |iceland 64. | Portugal
3. 1 Australia 35. | Treland £5. | Romania
6. | Austria 15, | laly 66. | Rwanda
7. | Azechaijon 37. | Kiribati 67. | Samoa
g | Belgium 38, | Liberia 68. | San marino
9. | Bhutan 39. | Liechiemstein 69, | S8ao Tome And
Preincipe
10. | Bosnia- 40. | Lithusnia 70. | Senegal
Herzegovioa
11, | Bulgaria 41. | Luxembourg 71. | Serbia
12. | Cambodia 42, | Macedonia 72. | Seychelles

B tursal Legisiast Indonesia, Hukuman Mati D Indonesia, Op.Cit,, hat. 24-27,
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13. | Canada 43. | Malta 73. | Slovakia
14. | Cape Verde 44. | Marshall Islands | 74. | Slovenia
15. | Colombia 45. | Mauritius 75. | Solomon islands
16. | Costa Rica 46. | Mexico 76. | South Africa
17. | Cote D’lvoire 47. | Micronesia 77. | Spain
18. | Croatia 48. | Moldova 78. | Sweden
19. | Cyprus 49. | Monaco 79. | Switzerland
20. | Czech Republic 50. | Montenegro 80. | Timor-Leste
21. | Denmark 51. | Mozambique 81, | Turkey
22. | Djibouti 52. | Namibia 82. | Turkmenistan
23. | Dominican 53. | Nepal 83. | Tuvalu
Republic
24. | Ecuador, Estonia 54. | Netherlands 84. | Ukraine
25. | Finland 55. | New Zealand 85. | United Kingdom
26. | France 56. | Nicaragua 86. | Uruguay
27. | Georgia 57. | Niue 87. | Vamuata
28. | Germany 58. | Norway 88. | Vatican City State
29. | Greece 59. | Palau 89. | Venezuela
30. | Guinea-bissau 60. | Panama

Sumber : Jurnal Legisiasi Indonesia, Hukuman Mari Di Indonesia, Jakarta: Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM R],
Vol.4 No.4 Desember 2007, hal. 107-109.

Tabel 2.2 Negara-Negara Yang Menghapuskan Hukuman Mati Bagi
Kejahatan-Kejahatan Biasa (abolitionist for ordinary crimes only)

NO. NEGARA No. NEGARA
1. | Argentina 7. Fiji
2. | Bolivia Israel
3. | Brazil 9. Kyrgyzstan
4. | Chile 10. Latvia
5. | Cook Islands 11. Peru
6. | El Salvador
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Sumaber : Jwnal Legislosi hidonesio, Hulaonan Masi Di Indonesia, Jakatta: Direktorat

Jenderal Persturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI,
Vol4 Nod Desember 2007, hal, 109,

Tabel 2.3 Negara-Negara Yang Dalam Praktiknya Menghapuskau

Hukuman Mati {ubolitionist in practice}

No. NEGARA No. NEUARA Ne. NEGARA
1. | Algeria 11 | Kenya 21 | Papua New Guinea
2. | Benin 12 | Madagascar 22 | Russian Federation
3. | Brunei Darussalam 13 | Malawwi 23 | 8rilanka
4. | Burkina Faso 14 | Maldives 24 | Suriname
5. | Ceniral African 15 | Mah 25 1 Swacziland
Republic
6. | Congo Republic 16 | Mauntania 26 | Tanzania
7. | Gabon 17 | Morgceo 27 | Togo
8. | Gambia 18 | Myanmear 28 | Tonga
9. | Ghana 19 | Naw 29 | Tonisia
10, | Grenada 20 | Miger 30 | Zambia

x Sumber : Junal Lepistasi Indonresia, Hukuman Mati Di Indenesia, lakarta, Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-Undmmgan Depariemen Hukum dan HAM RI,
Vold No.4 Desember 2007, hal, 110,

Tabel 2. 4 Negara-Negara Yang Masili Menerapkan Hukuman Mat

{refentionist}
Ne. NEGARA No. NEGARA No. NEGARA
Afpanistan 23 | Guinea 45. | Palestinian Authority
2. | Anfigua And 24 | Guyana 46. | Qatar
Barbuda
3. | Bahamas 25 | India 47, | Saint Christopher &
Nevis
Bharain 26 | Indonesia 48. | Saint Lucia
5. | Bangladesh 27 | Iran 49, | Saint Vincent &
Cirenadines
6. | Barbados 28 |lIraq 50. | Sawch Arabia
7. | Belarus 28 | Jamaica 51. | Sierrs Leone
Belize 33 | Japan 52. | Singapore
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9. | Botswana 31. | Jordan 53. | Somalia
10. | Burumdi 32. | Kazakstan 54. | Sudan
11. | Cameroon 33, | Kerea{Nosth) 53. | Syria
12. | Chad 34, | Korea (South} 56. | Taiwan
13. | China 35, | Kuwasit 57. | Taikistan
14, | Comoros 36. | Laos SR {Thailand
15 | Congo 37. | Lebanon $9. | Trinidad Aud Tobago
15, | Cuba 38, | Lesoto &5, | Uganda
17, | Dominica 39. | Libya 61. | United Arab Emirates
18 | Bgypt 40. | Malaysia 62. | United States OF
Ametica
19. § Bauatonial Guinea | 41, | Mongolia 63. | Uzbekistan
28, | Buitrea 42. | Nigeria 64. | Vietnam
21, | EBthiopia 43. | Oman 65. | Yemen
22. | Guatemala 44. | Pakistan 66, | Zimbabwe
Sumber : Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Takarta: Direktorat

+ s ) GOWIEIAL. Peraturan Pemodang-Undangan Departemen Hukwurn dan HAM K,

Vol.4 No.4 Desember 2007, kal, 111-112.

i pegam-pegara  yang menganut  pidana  mat, ads  arsh
perkembangan atan gerakan untok memperiunsk pelaksaaaaw/eksekusi pidana
mati, vyaitzz:al
1. Melakukan Pomindaan pidens mali (suspended death penaity, suspended

execulion alau moraiorium}
1. Amerika
Di negara-negara bagian Amerika, penundaan pidana mati
atau moeratorium dimaksudkan sebagai penundaan atau penghentian
sementars waktu penjatuban pidana mati, sambil menunggu kajian
yang lebih mendalam dan tuntss mengenai sistem pidana mati yvang
ada. Penundaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan
Mabkamah Agung, dengan ‘executive order’ dari Gubermur atau

melalui badan legistatif. Negara-negara bagian USA, sebagian besar

# Burda Nawawi Arief (2007), Masalah Fidana Mati Dalam Perspektif Global dan
Perspektif Pembabarvan Hukew Pidana Di Indonesia, dalem Jurne? Legisias? Indonesta,
Hisewuman Mt 13 indonesia, Op.Ciz, bal. 3.
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menunda pelaksanaan pidana mati (suspension) sejak tahun 1972,
tetapi kemudian menghidupkantya kembali *

Tabet 2.5 Pldana Mati DI Negara-Negara Bagian Amerika

No.| Negara Baplan Diundangkan Tahun Pertama Penjatuhan
Kembaki Pidana Mati (Sejak

{Reenactment) Diundangkan Kembali)
1. | Alabama 1976 1983
2. 1 Asizona 1973 1962
3. | Arkansas 1973 199
4. | California 1974 1992
5. 1t Colorado 1975 1997
6. | Connecticut 1973 -
7. | Delaware 1974 1592
8. | Florida 1972 1979
9. | Georpia 1973 1983
10. | Idaho 1973 1994
11, 1 Ilinois 1974 1990
12. i Indiana 1973 1981
13, | Kansas 1964 -
14. | Kentucky 1995 1997
15. | Lousiena AN, LY ¥ e,
16. | Maryland 1975 1554
17. | Mississinni 1974 1983
18, | Missouri 1975 1939
19. | Montana 19574 1998
20. | Nebraska 1973 1594
21. | Nevada 1973 1979
22. | New Hamp-Shire 1951 -
23, 1 New Jemsey 1982 -
24, | New Mexico 1979 2001
25, | New York 1593; {2004 -

dinyatakon in-

konstutisional}
26. | North Carcling 1977 1984
27. | Ohio 1974 1950
28, t Oklabhoms 1573 1990
28. | Oregon 1578 1996
30. | Pennsylvania 1974 1995

131 | South Carolina 1974 1985
32. | South Dakots 1979 -
13, | Tepnessee 1974 2000
34, | Texas 1974 1982
35. | Utah 1973 1977
2 id. bl 4.
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36. | Virginig 1975 1982
37. | Washinglon 1975 1993
38. | Wyoming 1977 1992
39, | U.5.Government 1988 2001
40 | U.S.Military 1984

Sumber : Jurnal Legislasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesza Jakarta:

Direktorat Jenderal Pemturan Perundang-Undangan Departemen
Hukwn dan HAM RI Vei 4 No.d i}esembﬁr 2@(}? imi. 4-5, diolah

Berbeds dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China

lebih merupaken bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (serafmodus /
mode of sanction). Yang ditanda bukan penjatuban/penerapan pidana
matinya, akan letapi pelaksanaannys, sehingga lebih tepat disebut
‘penundaan pelaksanaen pidena mati’ atey ‘pidena mati terfunde’
{suspended death sentence/penafty). Pidana mali tertunds di China
diatur dalam KUHP China diatur sebagsi berikut:"

8.

Dalam bal 51 pelaku seharusnya dijatuhbi pidena mati, tetapi tidak
diperiukan cksekusi dengan segera {fmmediale execution is not
essential), maka penundaan cksekusi selama 2 {dua) tahun dapat
diputoskan pada seat penjatuhan pidana mati itu (Ariicie 48);

Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mull fertunda tidak
berkeinginan melalalan kejabatan gelama wekte penundaan, ia
dibert pengurangan pidapa penjara seuminr hidup; apabila ia
menunjukkan pengabdien yang berass, fa mendapat pengurangan
pidana tidak kurang dad 15 (lims belas) tehun dan tidak lebih dan
20 {dua puluh) tahun pidana penjare; apsbila ferbukti bahwa ia
melakukan keighatan dengan  sengajs, maka pidana mati
dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung {4rticle 50);

Waktw/lamanya penugdaan pelaksanaan pidana matj dihitung sejak
putusan hakim berkekuatan hukum tetap, Waktuwlamanya pidana
yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara
dalarn waktu tertentn, dihitung seiak tanggal berakhimya masa
penundaan (dréicle 51).

B bid, k. 6.
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Meskipun dalam Pazal 48, pidana mati tertunda dapat diberikan
apabile ‘immediate execution is not essentinl’, namun untuk kejahatan-
kejahatan terlenty, menurut Qi Shenghui penpadilan dapat meniatubkan
ha! itu karena adanya alasan-alasan hukum yang meringankan. Dengan
adanya Pasal 50 di atas, pidana mati tertunda di China dapat juga dikatkan
sebagai ‘pidana mati bersvarat' ¥

Contoh Kasus Pidana Mati Tertunda di China:
{. Pembunuhaa Oleh Orang Sakit Jiwa®

Seorang laki-laki salat jiwa di Propinsi Guangdong (Huang Wenyi, 34

tahun) dijatubi pidans mati tertunde untuk selarna 2 (dus} tahun dalam

kasus pembunuban § (lima} anggota keluarganya (ibu, anek, mertua,

saudaranya)] pada langgsl 28 Desember 2006 seielah ribut dengan

istrinya

2. Korupsi/Penynapan®
a. Cao Wenzhuang sclame mass jabatznnya (sebagai Kepala Bagian
_ Pendafaran Obat-Obatan} telah memberikan persetujuan terhbadap

obat-obatan dan perslatan medis yang diproduksi oleh 2 {dus)
nerusahaan farmast itu dan i felah menerima kebih dard 24 juta
yuaau,

b. Cac oigh Pengadilan Beijfing dipersalabkan telah melakukan
penerimaan suap dan melalaikan higas kewajibannya;

¢, Untuk tuduhan menerima suap, ia dijatuhi pidasa mati dengan
penundaan/penanggehan 2 {(dua) fahun {@ suspended death
senlence with a bwo-year reprieve) dan 7 (lujuh) tahuan penjara
untuk fuduhan melalsikan tugas kewajiban {dereliction of duty).
Semua kekayaannyé dirampas dan dicabut hak-hak politiknya
selama-lamanya.

i‘ Ibid., Qi Shengshui, Strike Harg, hetp:/fwwyw beer ore g him,
!b:d
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2. Menawatkan Pidana Mati Secara Allematiif (afternative fo death penalty)

Menwut B. A. Robinson sebagalmana dikutip oleh Barda
Nawawi Aref, bampir semua penilaian dalam penclitian (polling)
pendapat publik pada umumnya mengajukan perfanyaan sederbana,
apakeh anda setuju atau tidak terhadap pidena mati, Dalam pertanyaan
jarang diajukan/ditawarkan pidana mati secara alternatif. Dukungan publik
tethadap pidana mati sangat menuren, ketike ditawarkan ‘alternatives fo
the death penafty’. Pusat Informasi Pidapa Mati {The Death Penaity
Information Centre} melaporkan pada tahun 1993, bahwa poliing vang
dilakukan di California, Floridé, Georgig, Kentucky, Minnesota, Nebraska,
New York, Oklahoma, Virginia dan West Virginia menyimpulkan: orang-
orang lebih suka pada bermacam-macam jeniz alternatif pidena mati
(people prefer various alternative sentences to the death penalt).y’

Dalam  bebeapa  survey/penelitian/pengumpulan pendapat
{polling) di Ameriks, diajukan beberapa jenis allernatif pidana mati
sebagai berikut-*

1. A4 life semtence with no poessibility of parcle for 25 years,
combined with a restitution program requiving the prisoner lo
work for money with a restitution progran requiring the prisoner
to work for money that would ga to families of murder victims;
Life sentences without any chance of parole for 25 years;

Life imprisonment provision which exgiudes the possibility of
parofe at any time,

Tegemahan bebas penulis:

i, Hukuman tanps adanya kemungkinan pembebasan bersyarat
untuk 25 {dua puluh Ema} tehun, dikombinasikan dengan suatu
program penggantian kerugian yang menuniut narapidana ito
untuk bekerja mendapatkan uang untuk diberikan kepada
keluarga korban pemburuban tersebut;

2. Hukuman tanpa kesempatan pembebasan bersyarat untuk 25 (dua
puluh lima} tabun,

3, Keietapan hukuman penisra mengeluarken / meniadakan
kemungkinan membebaskan bersyarat pada setiap waktu.

bl

¥ Ibid., hal. 7, B.A. Rmbmsm, Alternatives o Capital Punishment (The Death

Penaity), bﬁpﬂwwwrh stoleranee orp
8 Ibid., hal. 8.
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Hasil sutvey/penelitian/pofiing tethadap alternatif di atas
betbeda-beda dan masth berubah-ubah, antara lain sebapai berikut:%

1. Pengumptilan pendapat yang dilakukan oleh Universitas Virginia
pada tahun 1989 mengajukan pertanyasn kepada responden
sebagai berikut:

a. Apaksh ande mendukung pidena mati untuk  pams
pembunuh?; dan

b. Apaksh ands lebih suks penphapusas pidana mati, apabila
alternatifnya adalah pidana seumur hidup tanpa kemungkinga
mendapatkan ‘pelepasan bersyamt (parole) selama 25 (dua
puluh lima) tehun dan digabung dengan program restitusi
{perbedan ganti rugi} yang mewajibkan kepada Nampidana
untuk bekeria mendapatkan nang yang akan diberikan kepada
korban pembunuhan? Hasil polling: kebanyakan responden
rmemilih altesnatif (b).

2. Hasil survey tahun 1997 oleh Unit pepelitian Fakuitas limu
Sosial dan Perilaku dari Ohio State University terhadap 805
orang responden (berdasarkan metoda randons: sampling). 59 %
mendukung alternatif pidana meti apabila altematifnya adalah
pidans sewmur hidup tanps kesempatan untuk memperoleh
pelepasan bersyarat {parele) dan dikenakan kewajiban kerja
sclama di peniamm dan usngnya diberiksn kepada keluvarga

- korban;

3. Polling pasional fshun 1997 *Apakah anda telap setify pidana
mati, apabila para pembunuh dikemakan pidana sewnur hidup
tanpa kemungkinan mendapatkan pelepasan bersyarat (parele)?.
Schagian besar responden (75,7 %) masih tetap memilik pidans
mati. Jadi mercka lebih suke “death penalty’ daripada ‘life
sentence without the possibility of parole’, Hasil survey ini Iebih
tinggi daripada srrvey nastonal tahun 1993 {hanyva 49 %),

Menurut penulis, dikaitkan dengan amh perkembangan pengaturan
pidana mati 4i atas, maka di Indosiesia arah petkembangan sebagaimana diatur
dalam Rancengan KUHP adalah mencakup kedua-duanya vaitu penundaan

pelaksanaan pidana mati das menawarkan piém‘ alternatif sebagai pengganti
dari pidana mati.

% mid
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2.1.2 Penerapan Pidana Matl Di Indonesia
Indonesia merupakan negata vang tnasih menerapkan pidana mati,
baik dalam Undang-undang maupun dalam prakteknya (recentioniss).
Penerapan pidana mati tentunya tidak terlepas dari masalah pro den kenirs.
Secars unnmm, ada beberaps alasan mengaps pidans mal v harus
dipertahankan atau dihapuskan:™
1. Memypertahankan (refentionisi)

a.
b.

<.

d.

e,

Untuk kejahalan-kejahatan tertenty, hukuman mati adalah
yang paling sesuai dan tepat;

Hukuman mati bersifat menskutkan dan mempunyai daya
mencegah;

Mereka yaog melakukan tindak pidana tectentu yang kejam,
harns dapat dihukum maf denl uniuk melindungi
masyarakat umumnya;

Hukumaen mati lebih ekonomis daripada hukuman seurur
hidup;

Pidana mati masih tercantum dalam perundang-undangan,

2, Menghapuskan (abolitionise)

a.

Ancaman pidana mati secara historik tidsk bersumber pada
pansacile, karena KUHP vang digunakan sdslah warisan
Belands, bahkan Belanda sendid termasuk szlah sat
negars yang telah menghapuskan pidana mati;

Pelaksanaan pidana mati dengan upaya dan untuk kejakatan
apapun, adalah kejam, tidak berperikemanusiaan dan hine;
Pidana mati (pada dasamyas pembunuhan berencana)
merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang
bersangkutan tidak bersalah. Tidaklab mungkin diadakan
suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati;
Tidak terdapat bukti yang meyakinkar bahwsa pidass mul
bergifat dapat mencegah perbualan keiahatan dibandingkan
dengan hukuman penjara;

Mereka vang menentang pidana mati menghargai nilai-nilaj
pribadi, martabat kemanusiaan wmumnya dan mengahrgai
pribadi, martabat suatu peadekatan ilmiah untuk memahami
motif-motif yang mendasari setiap tinglah lako manusia,

"M A, Karim Nasution, Hhdaman Mati Ditinjaw dari Segt Pencgok Hukum,
Prasarana pada Simposium Tahon 1980 di Universilas Diponegoro, hal. 98,
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Dari segi falsafsh Pancasila dan UUD 1545, fuga terdapat bebermpa
perbedaan pendapat di kalangan ahli hulaun mengenai pro dan kontra pidana
mati, antarz lain vaitu:

a. Setuju pidana mali:
1. Bambang Poernomo

Menurutnya, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan
dalam negara Pancasila yeng diwujudkan sebagai perlindungan
individu sekatigus juga melindungi masyarskai domi fercipfanya
keadilan dan kebenaman holom berdasarkan Ketuhunan Yang Maha
Bsa®  Berdasarksn pertimbangan hasil  pemelitien  prakiek
pelaksannannys, pidens penjare yang didenia dalam wakty yang
cokup fama oleh sekelompok narspidana dif Nusskembangan dan
landasan filosolis Pancssilz yang tidak menutup pintu terhadap
eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan babwa
masih periu ancaman pidena keras dengan pidana wati, ferutama
terhadap kejahatan berat, kejahatan makar, kejahatan korupsi dan
kejahatan penyelundupan.™

2. Didik Endro Purwoleksono

Menuruinys, ancaman pidana mafl tidak berlentangan
dengan U112 1945 dan tetap perlu dipertabankan dengan alasan demi
kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, sudah merupakan
kewajiban negars untuk melindungt tumpahb darah warganya dari
tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mersok, membabayakan
kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa den negara Republik
Indonesia, vang bertentangan dengan UUD 1945, seperti contoh
narkotika, karenas narkotike mempakan jenis tindak pidans yang

sangat serius. >

:' Jurnal Legistasi indonesia, Hukuman Mari Di Indonesia, Op.Cit., hal. 28-30.
* Ibid.
3 Todung Mubya Lubis dan Alexander Lay. Op. Cir., hal. 259,
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3. M. Arief Amsutiah

Menurubnya, untuk  melindungi  kepentingpan  hukum
nasional yang lebih besar sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945, pidana mati bertujuan untuk menegakkan tertib hukum
dan melindungi masyarakat hukum. Dengan dijatubkannya pidana
mati kepada seseorang pelaku tindak pidans, maka calon korban
(potential victim} akan menjadi terlindungi. Apabila dikaitkan dengan
kouvstitusi Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 1 UUD 1945, terkait
dengan pengaturan hak asasi manusia {HAM) vang tidak boleh
dilangger, menurut belian, dalam Pass] 28 ] UUD 1945 sudah
mengakomodir ketentuan mengenai pengecushian tersebut”

b. Menolsk pidana mati
1. Roeslan Saleh

Menurtnya, ada dua hal mengapa ia tidak setuju dengan pidana mati,
yaity:
*a. Kalau ads kekelisuan putusan hakim, apabila hukiman mati itn
siglah dijalankean, maka tdak dapat diperbaiki lagi;
b, Mendaserkan kepada Falsafah Negara Pancasila, maka pidana
mati ite dipandang berfendangan dengan perikemanusiaan.

- 2. Soedaro ™

1. Manusia tidak berhak mencabul nyaws orang lsin, apalagi bila
dilngat bahwa hakim bisa salah dalam menjatobikan hukuman;
2. Tidak benar hukuman mati untuk menakat-nakutf agar orang tidak

berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan
ANCEMAN.

3. Yap Thian Hien
Menurutays, hukuman mafi secara pemidansan, menurut
falsafuh bukum modem, tidak untuk membalas dendam, fetapi untuk
mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. “Hukuman mati
hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidang”, ¥

¢ fhid., hal. 286267,

:‘;Jumal Lepistasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indenesia, Op,Cit., hal.30.
Ibid,

7 thid.
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4, Arief B, Sidharta
Menaruinyn, hukuman mati sebagal sanksl pidasa tidak
memenuhi aspek-aspek yang haris ada pada sanksi pidana. Hukuman
mati hanya mempunyai aspek untuk mendeter (menangkal) orang lain
agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabken pidana
dikenakan hukuman mati. Jadi pada hakikatnya, bukuman mati
‘menetepkan manusiz hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan
tertent, Ini berarti bahwa hukuman meti bertentangan langsung
dengan titik tolak dan fjuan dad hukum itu sendird, vakni
penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan
demikian, pada hakikatoya hukumen mati tidak mempunyai terpat
dajam gapgassn hukum berdasarkan Pandangen Hidup Pancasila

(kekeluargasn).”™

5. 1E. Sahetapy

Menurutnya, pideca mati tidesk sesuai dengan falsafah
* pancasila discbabken atas 3 (tiga) fakior, yaitw”™

1. Pidena mati merupakan bentuk penyikssan tersendis,
baik berupa tiwa meupus batin bagi si pelaky;

2. Pidana mati adalzh bentwk hukuman yang menakutkan
gun tidak mendidik;

3. Pidana mati mempertanibkan hati nurani, karena tidak
sesuai dengan keadilan berdasarkan kefuhenan Yang
Maha Esa,

® Jurnal Legisiasi Indonesia, Hubwman Mati D Indonesia, Op.Cit., bal, 24-27,
¥ 1B Sahetapy, wawancara dengan penulis pada harl Sslasa, 14 Aprit 2009,
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Perdebatan mengenai pro dan kontra pidans mati pada setiap wakiu
tertertu selalu muncul. Menurut Moehadi Zainal, terdapat 4 (empst) alasan
mengenai hal tersebut, yaitu:'®

a, Karena kesadaran hukum masyarskal selalu berkembang maju,
demikian pula rass keadilan masyarakat;

b. Karens semua orang pada dJasamyz ingin hidup rekun dan
tenteram, aman tanpa ada kejabatan, apalagi kejahatan-kejshatan
yang selain merampas hak seseorang berupa harta benda, juga
disertai dengasn perampasan {erhadap hak yang paling asasi ialah
nyawa atau pembunuhsn;

c. Karena orang selals menghendaki agar setiap pelaku kejshatan
diberi pembalasan yaug setimpal dengan perbuatannya, hingga
tertib masyarakat kembali normsl;

d. Karena pidana mati mempunyal pengaruh yang besar
kegunaannys dalam kesclurubhan sisiers hukum dan usaha
perlindungan ketenteramen hidup masyarakat.

Menurot Pakar bukum pidana Unlversitas Sumatera Utara, Mahmud
Mulyadi, sebagaimans dikutip dalem buku Todung Mulya Lubis, bahwa untuk
menilai apakah pidana mati beﬁantanga}l atau tidak denpsn Paocasila dan
UUD 1945, dapat dilihat berdasaskan tiga pendekatan, yaitu'®
1. Pendekatan Filosefis

Secara filosefis, penjatuhan pidana terhadsp pelaku kejahatan
berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalu
penetapan pemidanaan. Astinya, asas filosofis keadilan hendsk dicapai
melalui tujuan pemidanzan, Pidana mati tidek bersumber dari falsafah
balas dendam, melainkan bersumber dani proporsionalitas antara perbuatan
pelaku deogas hukuman yang laysk diterima oleh pelaku tindak
pidana‘kejahatan tersebut.

B Moehadi Zainal, (1984) Pidona Mati : Dikapuskan otae Dipertahankas,
Yogyakaria: Hanindlls, Celakan Pertama, hal. 1-2.

¥t Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. Op. Cit, hal. 272296,
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2. Pendekatan Yuridis

Secara yuridis, penjatuhan pidana mall selalu dikaitkan dengan
Pancasila dan UUD 1945, Beskaitan dengan Pancasila, sila pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedus Kemanusiaan Yang Adil dan
Bemadab, membuktikap bahwa negars menjamin kehebasan ustuk
memeluk agama bagi vetiap warga negaranya. Sehingpa, pidana mati jika
dikaitkan dengan Pancasila selalu dilihet dari perspektif agama. Sementara
itu, apabila dikaitkan dengan UUD 1943, pidana mati selalu diperdebatkan
terkaif dengan hak hidup yang merupakan hak asasi manusia sebagaimans
distur dalams Pasal 28 A sampai Pasal 28 1 UUD 1943, Akan tetapt,
ketentuan dalam Pasal tersebut telah dijawsbh melalui Pasal 28 § ULUD
1945,

3. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiclogis merupakan keadsan yang tedadi dalam
mugyarakat secara nyata dan berkembang. Seperti comfoh kejahatan
parkotika, merupskan tindak pidana yang diancam pidana mati karena
dipandang sebagai suatu kejahatan yang telsh menghancurkan kehidupan
masyarakat Indonesia. ‘

Menurut Andi Hamzah, pidana mati terbagi atas 5 {lima) kelompok
berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang disneamkan:'®
1. Pidana mati bagi tindak pidana umum;
2. Pidana mati terhadap pelenggaran HAM berst dan terorisme;
3. Pidana mati yang dihapuskan gecara keseluruban;
4. Pidana mati yang berlaku secara hukum, akan tefapi ditunda
: indonesia termasuk dalam kelompok ini, scbapgaimana diatur
dalam Ranoangan KUHP,
5. Pidana mati yang berlaku secara hukum, akan telapi dihapuskan
secar de facto. ’

B wawaneara deagan Andi Hamzab pada hari Selasa, 28 April 2009,
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Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis,
untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, ada 4 (empat) kelompok
pandangan mengenal pidana mati, yaitu:'%

1. Pandangan universal absolut, melihat HAM sebapai nilai-nilai
universal. Kelompok ini tidak menghargai profil sosial budaya vang
melekat pada masing-masing bangsa;

2. Paudangen universal relatif, melihat personlan HAM sebagai masalah
universal, telapi juga ada pengecualian veng didasarkan atas asas-asas
bukum internasional. Sebagai confoh terdapat dalam ketentusn Pasal
29 Ayat {2} Universal Declaration of Humaon Rights;

3. Pandangan partikularistik absolut, melihat HAM sebagai persoalan
masing-masing bangsa, fanpa memberikan alasan yang kust dalam
melakukan  penciakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen
internasional;

4. Pandangan partikularistik relatif, memandang HAM di samping sebagai
masalah universal, juga sebagai masalah nasional masing-masing
bangsa. Betlakunya  dokumen-dokumen  internasiomal  harus
diselaraskan, diserasikan dan discimbangken sera memperoleh
dukungan dan terfanam dalam budaya bangsa.

Berdasarkan keempat pandangan di atas, menurat Muladi, Indonesia
.meoganut pandangan  pactikularistik relatif Pengeturay pidans masti di
Indonesia adalal dengan berusaba menemukan titik dialogis antara keempat
pandangan iorsebul atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa

.mengesampingkan  substansi  dokumen-dokumen  internasional tentang
HAM.'

2.2 Pengaturan Pidana Mati
2.2.1 Pidanz Mati Dalam KUHP

Di dalam kefentuan KUHP, terdapat jenis-jenis tindak pidana yang
mengandung ancaman pidana mati di dalamnya, yaitu kejahatan-kejahatan
yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan vang amat berat. Kejahatan-
kejahatan yang diancam pidana mati tersebut di dalam KUHP yaifu:'®
1. Makar, membunuh Kepala Negara (Pagel 104 KUHP),

7. Mengajak nepars asing untuk menyerang Indonesia (Pasal 111 XUHP
Ayat (2));

i:; Todang Maulya Lubis dsn Alexander Lay, Op, Cir,, hal. 269.
bid.
' Alddsr Salmi, Op. Ci., hal 29-34,
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3. Memberi pertolonpan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan
petang (Pasal 124 Ayat (3) KUHP);

4. Pada waktu perang menpanjurkan huns-hara pemberontakan (Pasal 124 bis

KUHPY;

Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 KUHP Ayat (3))

Pembunuban vang direncanakan terlebih dabulu (Pasal 340 KUHPy;

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (4) KUHP);

Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 Ayat (2) KUHP),

Pembajakan di laut, pesisiy, pantai dan kali {(Pasal 444 KUHP};

10. Kejahatan penerbangan dan kejahaten terhadap sarana / prasarana
penetbahgan (Pasal 479 K Ayat (2}, Pasal 479 O Ayat (2) KUHP).

A

2.22 Pidana Mati Dalam Undang-Uadang di Luar KUHP

i samping diatur di dalam KUHP, pidana mati juga diatar di dalam
undang-ondang pidana khusus di fuar KUHP dan kefentuan pidana dalam

~ undang-undang non pidena di luar KURP. Ketentuan poraturan perundang-
undangan, baik undang-undang pidana khusus maupun uedang-undang yang
ada ketentusn pidana di dalamnya, memberikan ancaman pidans mati ferhadap

pelaku tindak pidana ‘tertentu. Tindak pidana tertentn di luay KUHP vang

memuat ancaman pidana mati yaite'*

1. Undang-Undang Nomaor 12/DRT/1951 tentang Senjats Api {Pasal | Ayat
(1) yang merubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Stb 1943
Nomer 17}

2. Penetapan Presiden RI Nomog 5 Tabun 1959 tentang Wewenang Jaksa
Agung/lakss Tenmtara Apgung dan Tentang Memperberal Ancaman
Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayskan Pelaksanaan
Perlengkapan Sandang-Pangan (Pesal 2);

3. Peraturan Pemetintah Pengganti Undanp-Undasg (Perpu) Nomor 21
Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terbadap Tindak
Pidana Bkonomi (Pasal 1 Ayat (1));

158 Ihid,, 3441,
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4. Undang-Undang Nomor 11I/ENPS Tahun 1963 tentang Pembemntasan
Kegiatan Subversi;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubaban Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Terkait Kejahatan Tethadap Sarana Penerbangan
{Menambah Bah XXIX A, Pasal 479 (a) sampai dengan Pasat 479 ());

é. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoriika (Pasal 80 Ayat
{1} huruf (), Ayat ) hunuf (8}, Ayat (3) huruf {s), Pasal 81 Ayat {1)
huruf (), Ayat (3} huruf (2), Pasal §2 Ayat (1) huruf (), Ayat 2 huruf (a),
Ayat (3} hurof (a});

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pasal $9
Ayat (2));

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
(Pasal 2 Ayat (23}

8, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 fentang Penpadilan Hak Asssi
Manusia (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41).

10, Undang-undang Nomor, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal
8% Avat (1))

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
{Pasal &, Pasal &, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18);

2.2.3 Pidana Mati Dalan Rancangan KUHP

KUHP yang berlaky seheaang di Fadonesia memipakan wansan dan
gaman Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum  juga
mengalami perkembangan, Oleh karena itu, dilakukan ussha pembazhaman
hukum pidana nasional unhuk mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia.
Pembaharuan hukem dilakukan untuk menuju kehidupen yang berkeadilan
sesuai dengan nilai-nilei dan budaya bangss. Pembaharvan hukum pidana
yang menyeluruh meliputi hukoum pidana materiil, huloam pidana formil secara
bersama-sama ustuk dapat menfamin tercapainya keadilan dan kepastian
T

%7 Sudarto (1986), Pembakaruan Huwon Pidana di frdonesia, dalam Simposivm
Pershaharuan Hukum Pidana Nasional, hal. 26,
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Dalam Rancangan KUHP, pidaua mati tidsk terdapat dalam urutan

pidana pokok.'™ Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendini untuk
menunjukkan bahwa jenis pidana tersebut benar-benar bersifat ihusus sebagai
upaya terakhir untuk mengayomi masyarzkat. Dalam Pasal 66 disebutkan
bahwa pidana mati merupakan pidana pokek yang bersifat khusus dan selala
diancamkan secara zhtematif. Pidana mati diatur secam altemnatif dengan masa
percobaan selama 10 (sepufub) tahun. Pidana mati ialah pidana yang paling
berat dsn harus selels diancamkan secara sllematil’ dengan jenis pidana
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 {dua pulub) tabun.

Tindak pidana yang disncam dengan pidsma mati di dalam

Rancangan KUHP yains:

[.  Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden: Passl 213;

2. Pengkhianatan Terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara:
Pasal 228 Ayat 2

3.  Tindsk Pidana Sabetase dan Pada Waktu Perang: Pasal 237 Avat (3);

4.  Timndsk Pidana Terorisme: Pasal 242; :

5. Terorisme Dengen Menggunakan Bahan-bahan Kimia: Pasal 244;

6.  Penggerekan, Pembenan Bantuan dan Kemudahan Untuk Terorisine:
Pagal 247,

7.  Perbuastan Yang Membahayakao Kesalamatan Penerbangam: Pasal 262
Ayat (2);

8.

Makar Terhadap Kepala Megara Sahebat: Pasal 269 Ayat (2);

108 Penjelasan Umam Rancangan KUHP 2008:

“Pidana mati fidak ferdapat dalam wrstan pidana pokok. Pidans mati ditentukan
datam pasal tersendisl uniuk menunpukkan bahwa jenis pidans ini benar-bonar
bersifal khusuy spbagat upays lorakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana malj
adalah pidans yang paling bherst dan harvg selafe diancamnkan secace sliernatif
dengan jeais pidana seomyr hidup atau pidans senfara pating lama 36 {dus subuly)
fahun, Pidura mati dapet dijatuhkan pule secara borsyarat, dengan monsberikan
masa percohaan, schingea dalam ienggang waktu masa percobaan tersebut
torpidana diharapkan dapal memparbaiid didd sehingpa pidanz matl tidak perin
dilaksanakan, dan dapat digantl dengan pidans permmpasan kemerdskaun™,

Penjelzsan Pasal 66 ¢

“Pidena mati dicantumkan dalan pasal tersendiri untuk menunjukkan babwa jenis
pidana inl bena-benur bersifa Xhusus, Jike dibandingken denpan jonis pidane
yang lain, pidana matl merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena iy,
harus selalu diamcamkan secara altermaif dengan jenis bidana lalonya yakni
piduns peniara sensmer hidup stau pidana penjara valing lama 26 Qahun)y?
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$.  Tindak Pidana Genosida; Pasal 394 Ayat {1);

10. Tindak Pidana Kemanusiaan: Pasal 395 Ayat (13;

11, Tindak Pidana Dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata: Pasal 396
sampai dengan Pasal 399;

12,  Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Pasal 509;

13.  Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikottopika: Pasal 515;

14. Tindak Pidans Terhadap Myawa, Pembunuban Berencana: Pasal 372 ;

15.  Tindak Pidana Kotupsi, Penyalahgunaan Wewenang Yang Merugikan
Kevangan Negara: Pasal 684

Dengan melihat pada pengaturan atas tiga undang-wdang di atas
mengenai pidana mat, vaitu dalam KUHP, Undang-undang khusus di luar
KXJHP baik undang-undang pidana khusus maupun undang-undang yang ada
ketentuan pidans di dalamnya serta Rancangan KUHP, dapat dilibat adanya
perbedaan jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati.
Rancangan KUHP mengakoniodir ienis tindak pidans yang selams ini tidak
termasuk dalam ketentuan KXUHP. Meskipun ada penambahan tindak pidans
dalam Rancanpan XKUH?P yang mengakomedir ketentuvan undang-imdang di
fuar KUHP, ternyats ads jenis tindak pidana dalam KUHP yang dihilangkan
sebagai tindak pidana yang dancamkan pidana mati, yaitu;

1. Pencurian dengan kekerasan;
2. Pemerasan dengan pemberatan;
3. Pembajakan di laut, pesisir pantai dan kali.

Dalam Rencangan RKUHP, ienis pidars wmum yeng masih
dipertahankan dengan ancaman pidasa mati adalah persbunuhan berencana.
Menurut penulis, adanya pengurangan pasal pidena mati dalarn KUHP ke
dalam Rancangan KUHP adelah untuk menusjukkan kehati-halian bahwa
pidana mat vang berlaku di Indonesia untuk masa ke depan nantinya, adaiah
benar-benar jenis tindak pidana yang diketegorikan berat atau suatu kejahatan
yang diangpap bersifat luar biasa dan mempunyai dampak vang luas. Penulis
menggolongkan kejahatan tersebut dalam 5 (lima} bagian sebagai berikut:
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1. Tiadak pidana terhadab negara (makar, pengkhiatan terhadap negars
serta tindak pidans dalam masa perang),

Tindak pidana umun terhadap nyawa (pembunuban berencana);
Tindak pidana narkotika/psikotropika;

Tindak pidana terorisme/pelanggaran HAM berat;

Tindak pidana korupsi,

A o

Selain adanya perbedaan jenis pidana yvang diancamkan pidana mati
antara KUHP desgan Rancangan KUHP, perbedaan pringip yang mendasar
atas kedua pengam tersebut adalsh berlakunya masa percobaan selama 10
{(sepulub) tahun secara bersyarst fterhadap pulusan pidapa mati vang
dijatehkan oleh pengadilan. Dslam Rancapngan KUHP, pidana mati
diancamkan secara altematif dengan pidana penjars seumur hidup atau dengan
pidana selama-lamanya 20 {dus puluk) tahun. Dengen adanya ancaman pidana
alternatif, maks hakim tidak selalu menjatuban pidana mati bagi kejahatan-
keizshatan yang disncam depgan pidana mati, Berdasarkan prinsip itw, hakim

' bebas dalam-memilik dan mempertimbangkan apakah -akan menjatuhkan
pidana penjara seumur hidup staupun pidana penjara paling lama 20 {dua
pulub) ahun. _
' Apabila Rancangan KUHP telah diberlakukan menjadi KUHP, maka
ketentuan undang-ondang lain di lusr KUHP harus berpedoman pada KUHP,
Hal ini sebagaimang diatur dalam Buku Kesatu Ketentuan Penutup, Pasal 211
Roncangan KUHP yang menyebutkan:

“Bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V, buka Kesatu
berlaku juga bagi perbuatan-perbuatas yang dapat dipidana menurut
peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut
peraturan perundang-undangan tersebut”.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang menjadi penghubung
berlakunya daya mengikat peraturan-peraturas fain di luar KUHP terhadap
Rancangan KUHP sebagai pedoman apabila Rancangan KUHP ini telah
diberlakukan menjadi KXUHP nantinya.

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009
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BAB 111
PIDANA MATI SEBAGAI PIDANA POKOK KHUSUS DAN
ALTERNATIE DALAM RANCANGAN KUHP

3.1 Konsep dan Tujuan Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancanpan KUHP
3.1.1 Latar Belakang Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP, pidans mati tidek termasuk dalam jenis-
jenis pidane pokek. Pasal 60 menyebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana
pokok vang bersifat khusus dap selelu diancamkan secgra altemaiif. Menurut
Mardjono Reksodiputro setaku ketus Tim Perumus Rancangan KUHP tshug
1987 sampai tahun 1992, sekitar akhir tahun 1970an sudab ada perdebatan di
Indonesia mengenai apakeh kita masih memerivkan pidans meti atau tidak.
Perdebatan itu menjadi alesan pidana matl tidek lagi dikateporikan sebagai
pidena pokok. ™ Menurat beliau, ada dua alasan untuk berargumentasi mengenai
masih diperiukannya atan tidak pidana matis* ¢
. Pendapat idak setyju pidana mati:

{1) Pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), karena
HAM menyatakan bahwa jiwa manusia itu selalu harus dilindungi dan ini
dizalsirkan bahwa manusia tidak boleh mengambil nyawsa manusia lain;

(Z) Sudal banvak negara yang menghapuskan pidana mati dengan alasan
dari negars-negara itu, bahwsa kalau tefjadi kekelirnan peaerapan hukum
{miss-carried of justice) dan orang itu kemudian dihokum mati, maka
tidak ada cara untuk membatalkannya.

2. Pendapat setuju pidana mat:

{1) Pidana msti masih dibutubkan karena pidana mati dapat merupakan
ancaman, penangkalan (deterrence) terhadap kejahatan yang kejam/sadis.
Pelglor kejahatan ity yang telah melakukan suatv perbustan yang amat
sangat mengganggy rasa keadilan di dalam masyarakat, misalnya seorang

suami membunub isterinya afau anaknya atay yang serupa dengan itu,

:’:Z Wawancara dengan Mardiono Reksodiputre pada tanggal 13 Mei 2009,
fhid, -

Unlversitas Indonesia
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maka si pelaku sebenamya sudah kehilangan haknya untuk dilindungt
atau dengan kata lain pantas untuk dihukum mati;

{2) Dikemukakan oleh mereka yang beragama Islam vang menyatakan
bahwa hukoman mati diperkenankan oleh kitab suei Alqur'an, Oleh
karema ini adalash firman Tuhan, maka tidak dilarang manusia
menghukom mati manusis lain yang bersalah,

Perdebatan mengonal pro dan konira pidana mati tersebut terbawa
dalam Tim Perumus Rancanpan KUHP yang pada wakiu itu masih dipimpin
oleh Scedarto. Tim Hdak bisa menyelesaikan perdsbatan jtu, sehingga kemudian
tim mengambil jalan kompromi. Oleh karena itu, pidana mali tetap dimasukkan
dalam Rancangan KUHP, akan tetapi tidak lagi pada jenis pidana pokok.
“Paiklzh kita fetsp mencantumkan pidans matl dalam Rancangan KUHP
Nasional, namun kita akan menyatakan bahwa ancaman pidana mati ini adalah
suaty pidana khusus dan pldana khusus harus selalu disltermatifkan” !

Berdasarkan pemikiran di atas mengenai latar belakang dimasckkannya
pidana mati dalam Rancangan KUHP, menurst Mardjono Reksodiputro, ada tiga
hal muncul sebagai konsekuensi dari ketentuan tersehut, yaitm''2

{1} Karena dinamaken pidans khusus, maka tidak biss mssuk dalam
kelompok pidans gﬁ%ick, Jadi diberikan pasal khusug;

(2} Menurat tm, Indonesia tidak ingin mengikult model yang ada i
Singapura dan Malaysia terhadap pelaku findak pidans narkoba, Di
sang, pidana maft wajib dijatubkan. Apabila hakim beranggapan bahwa
sescorang/ terdakws sudah memenuhd unsur delik narkebs, maka tidak
atda alternatif lain sclain menjatubkan pidana maty

{3) Pidana khusus diterspkan dalam halshal vang luar biasa dan selalu
diterapkan alternatif. Ini juga untuk menghilangkan pandangan bahwa
hakim ito dikekang, tidak bisa berekspresi dalam menjatahkan pidana
mati atau tidak.

W mid,
W2 mhid,

Universiias Indonesta
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3.1.2 Konsep Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP
Menurut Barda Nawawi Atief, kedudukan/posisi pidana mali dan
pidana seumur hidup secara teoritik: '

“Pidana mati atau seumut hidup termasuk pidana absolut (absolute
punishment). Sifat pidaha yang demikian didasarkan pada asumsi
dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat
kemutlakan (absolute), yaitu: sudah melakukan kejahatan yang
secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada
kesalahan absolut (maksimal/fatal); dan si pelaku itu dianggap
secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Dilihat
dari sudut kebijakan penal, pandangan asumsi absolut yang
demikian patut dipermasalahkan.
Dalam kenyataannya, sulit menetapkan adanya kesalahan absolut
(100 % bersalah) pada diri seseorang, terlebih kerena faktor “kausa dan
kondisi” yang menyebabkan terjadinya kejahatan cukup banyak, sehingga
tidak dapat 100 % dibebankan pada kesalahan si pelaku. Kenyataan lain
menﬁnjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah
atau tidak bisa diperbaiki’/memperbaiki diri. Oleh karena itu adalah kurang
bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidena mati didasarkan pada
pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut itu.'*
Meskipun pidana mati tetap dipertahankan dalam Rancangan
KUHP, akan tetapi tidak berorientasi pada kebijakan/paradigma absolut
sebagaimana diuraikan di atas. Status pidana mati dalam Rancangan KUHP
tidak dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, tetapi sebagai pidana
khusus (eksepsional). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 Konsep 2000.
Namun, dalam perkembangannya, Konsep 2004 (Pasal 62), Konsep 2005
serta 2006, Pasal 66 (terbaru Konsep 2008) menyebutnya dengan istilah
“pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara
alternatif”.!'®

13 Barda Nawawi Arief (2007), Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan
Perspekiif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, dalam Jurnal Legislasi Indonesia,
Hukuman Mati DI Indenesia, Op. Cir., hal. 14,

™ Ibid,

' Bid., hal. 15.

Unlverslias Indonesla
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Berdasarkan ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat sefta
bertolak dari hasil penelitian'’®, maka Rancangan ietap mempertahankan
jenis-jenis pidana beral, yaitu pidena matl dan penjare seassur hidup. Namun
dalam kebijakantya jugs mempertimbangkan perlindungan / kepentingan
individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai:''’

a, “Penundaan pelaksanasn pidana mati” ateu “pidona mati bersyarat”,
yaitu  apapila dalam masa percobaan (10) tahwen  terpidana
menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi
pidana penjara seumur hidup atau penjary 20 (dus puluh) tahun (Pasal
82 Konsep 2000, Pasl 86 Konsep 2004, Pasal 89 Konsep 2005 &
2006);

b. Dapat divbahnya pidana penjars seumur hidup menjadi penjara 15
(lima belas) tahun apabila terpidana telah menialani pidans minimal
10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik {Pasal 65 Xonsep 2000;
Pasal 67 Konsep 2004). Dalam Pazsal 70 Konsep 2005 & 2006
minimalnya divbah, *telah menjalani paling kurang 17 {rjuh belas)
tabhun”. Dengan adenya ketentwan ini, dimungkinkan terpidana
mendapatkan “pelepasan bersyarat” (conditional release/parole).

Konaep pidana mat dalam Rancangan XUHP adalah pidana pokok
vang bersifat khusus dan selalu diancamkan secars slteniatif, sebagaimana
diatur dalam Pasal 66 Rancangan KUHP. Maksud dari kekhususan pidana
mati adalah karena pidane mati Gdak lagi dimasukkan dalam pidana pokok,
dkan tetapi diatur dalam pasal khusus. Pidana mati vang dicantumkan dalam
pasal tersendini menunjukkan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana
yang bersifat istimewa dan hanya diancamkan pada jenis tindak pidana
tertenfu saja yang dianggap mempakan jenis pidana berat. Maksud
diancamkan aliernatif adalah, bahwz apabila suatu tindak pidana diancam
dengan pidana mati, oleh Jaksa Pepuntut Umum (JPU) tdak permah |
disncamkan secara berdivd sendin. Artinya, spabila JPU mengancambken
dengan pidana mati, maka harus ditketl dengen ancaman ‘atax pidans
seumur hidup ataw pidana penjara paling loma 20 (dua pululy ichun’.
Dalem menjatubkan putusan, hakim mempunyai kebebasan berdasarkan alat-

Y Laporan Penelition, Op. Cil, menvalakan bahwa pandangan yeng pro lerhadap

pidans mati berdasarkay dlasan “sarans lerakhir pedindungan masywraka®™ berjuminh 38, 831 %
{fumizh % terbanyek, penl

7 Buards Mawawi Arief (2007), Masalah Pidans Mati Dalam PerspektiF Global dan

Perspekiil Perabaharusn Hukum Pidena Di Indonesis, dolom Awnef Legislasi Tndonesiy,
Hidaaman Mati Di Indonesip, Op. 4., hel. 9-19.

Unlversttas Indonesha
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alat bukti dan fakta di persidengan seria keyakinan dan hati nurani untuk
menentukan spakah akan menjatahkan pidana mati atav pidana alternatif,

313 Tujuan Pemidansan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP
Konsep Rancangan KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok
pemikiran ysng secara garis besar dapat disebut ‘ide keseimbangan’. lde
keseimbangan ini aniara lain mencakup:' ™

a. Keseimbangan monodualistik antara ‘kepentingan umum / masyarakat’
dan ‘kepentingan individu / perorangen’;

b. Kessimbangan antarg perlindungan/kepentinpan pelaku tindak pidana
{ide individuslisagi pidana} dan korban tindak pidans keseimbangan
antara unsur/faktor ‘objektif® (perbuatan/lahiriah) dan ‘sobjektf
{orang/batinial/sikap batin); ide ‘daad-dader strafrech (kesempatan
bagi pelaku untuk berubah menjadi orang yang lebih baik},

¢. Keseimbangan antars kriteria *formal® dan *material® (berkaitan dengan
asas legalitas); :

d. Keseimbangan antara ‘kepastian hukum’®, kelenturan / elastisitag /
fleksibiitas’ dan *keadiian’;

e. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global / internasional /
usiversal,

Bertoluk dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan
pemidanasn menurut Rancangan diambkan pada dua sasaran pokok, yainu'*®

1. Perlindunpan masyarakaf;

2. Perlindungan/pembinaan individu.

Apabila dikeitlan dengan pidana mati, maka ide keseimbangan tersebut
adalah berkepaan dengan sasaran pokok sebagai ide dasar uotuk tujuan
perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Perlindungan masyarakat
yaitu berupa dijatuhkannya pidana mati terhadap peleku kejahatan dan
pertindungan invidy yaitw perdindungan terhadap pelaku kejahatonferpidana
mati untuk mendapaikan masa penundaan dan masa percobaan. '™

Mesurut Barda Newawi arief, tolak ukor dari pidana mati jika ditiniau
dati tujuan pemidanaan adaleh uniuk efek pencegeahan. Dalam pelaksannannys,

% fards Nawawi Aref {2007), Masalah Pidans Mati Dalam Perspektif Global dan
Perspeldtif Pembabarvas Hukum Pidars DI ldonesia, dalam Jurmal Legisiosi Indonesia,
Hukuman Mati Di indomesia, dkartw Direldorat Jendem! Perahman Perundang-Undaigan
Depariamen Hobum dan BARM Bl, Yol 4 Nad Desember 2007, hal. &,

" i,
5 mid.

Unlversitas ndonesta
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efek pencegahan itn tidak semuanya menjadi efektif. Akan tetapi banyak

dikaitkan, ada efek pencegaban untuk yang lain, maka bisa dijadikan tolak ukur

dengan dijatuhken pidana mati. “Apabila dilihat dari sisi pelaky, ada svatu nilai
pesimis untuk mengukur batiwa adanya efek jera” !

Dipertahankannya pidana met juga didasarkan pada ide menghindar
tuntutan/reaksi masyarakat vang bersifat balas dendam, smosional, sewenang-
wenang, fak ferkendali afau bersifat “extre-fegel exseution™*  Artinya,
disediakannya pidana mati dalam Undsng-Undang dimaksudkan ontuk
memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianye pidana mati
dalam Undang-Undang, tidak merupakan jaminen tidak adeoya pidana mati
dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karesa itu, untuk menghindari emosi balas
dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebik bijaksana
gpabila pidana matl felap tersedia dalam Undanpg-Undang. Dengan demikian,
diharapkan pencrapannya oleh bhakim akan lehih selekdif’ dan berdasarkan
pertimbangan vang rasionalfterkendali. Pidana mati dimeksudkan juga untuk
memberkan perlindungan individufwarga masyarakat dari pembalasan yeng
sewenang-wenang dan emosional dari korban ataw masyarakat.'?

Pola pemikiran di atas didasarkan pada pandangan teoritik
sebagaimana dikelompokikan 01@11 Barda Nawawi Arief, yaitw'**

1. Emile Duskheim, salah satu tjuan pidana ity adalah kemunglkinan untuk
melepaskan emosi ates tindak pidana yvang terjadi (To create a possibility for
the release of emotinns that are aroused by the crime);

2. Schwartz & Skolnick, tujvan pidana itu adalsh untuk menyalurkan atau
membeti akses atas reakst dari molif balas dendam (7o provide g channel for

the expression of retaliqiory motives).

2 thid.

2 1bid,

= i,

¥ Bards Nawawi Aricl (20003, Kebijakan Legislatif Dalem Penangpulangan
Keizhatan Dengan Pidens Penlara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP cetakan ke-3, hal. 37,
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Selain pola pemikian di atas, pidara mati jugs didasarkan pada
pertimbangan, bahwa expra-degal execution sangat ditentang oleh masyarnkat
dunia. Tindakan sewenang-wenang di luar hukum secara tegas ditentang oleh
kongres PBB ke.6 tabun 1980, Dalam resolusi ke-5 mengenai extro-fegal
execitions antara lain dinyatakan:'®

1. “Deplores and conderms the practice of killing and executing
political opponents or suspected offenders carried out by armed
Jorces, law enforcement-ar other governmental agencies acting with
the tacit or other support of such forces or agencies” Menyesalkan
dan mengutuk praktek pembunuhan dan pelaksanaan hukoeman mati
terhadap lawan-lawsan politik atau para tersangka pelanggar hukum
vang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan bersenjsta, penepak
hukum atay apambepamt pemerintzh lainnye stau kelompok-
kelompok vang bersifat kemiliteran atau oleb kelompok-kelompok
politik yang ditakukan secars diam-diam atae dengan dukungan lain
dari kekuatan-kekuatan atau aparat-aparat serupa itn).

2. “Affirm that such acts constitute g particulary ebhorrent crime the
eradication of which is a ligh international priority” (Menegaskan
bahwa tindakan-tindakan serupa itu merupakan svatu kejahatan yang

sangat menjijikkan yang pembasmiennya mempakan suatu pncmtas
internasional yany saogat utama},

Dikeluarkannye pidana mati dari komposisi/derctan pidans pokok
dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khususfeksephonal
disebablan hal-hal sehagal berikut:*®

1 Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan

sarana  utama/pokok  untuk  mengater,  mepertbkad  dan
memperbaiki individw/masyarakat. Pidana ma¥l hanys merupakan
sarana terakhir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan
“amputasifoperasi” di bidang kedelteran, yang pads hakikatnya
juga bukan sarans/obat utama, ietapi henya mervpaken upava
perkecualian scbagal sarana‘obat terakhir,
Oleh kavena itu ditegaskan dalam Konsep (Pasal 80/2000; Pasal
R4/2004; Pazal §7/2005-2006, terbam 2008) bahwa “pidana mat
secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya temkhir wstuk
mengayomi masyarakat™,

2. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan (sepedti dikemukakan
di ntas), kebanyakan responden (56, 63 % ) menyatakan perlunya
pidana mati diperiahankan sebagai “sarana terakhir” melindungi
masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi.'”’

5 i, bad. 113,
135 phid,

7 {aporan Penelition“Ancaman Hukuman Mali Dalam Sistem Pemidansan”,
Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP, 1951/1982, balaman 13,
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Terkait dengan tujuan Pemidanaan, dalam Rancangan KUHP diatur
dalam Pasal 54:'28

Ayat (1):

Pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana denpan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat;

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan

e. memaafkan terpidana.

Ayat (2):

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan
martabat manusia®.

Dikaitkan dengan kerangka teori mengenai sanksi pidana menurut B.

Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Todung Mulya Lubis, maka pidana mati

sebagai sanksi pidana yang dapat dipertanggungajawabkan, memenuhi dua
aspek, yaitu: '%°

1. Aspek penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan
oleh terpidana bahwa perbuatan it adalah perbuatan yang buruk,
menindas martabat sesama dan membahayakan eksistensi
masyarakat manusia yang sehat; -

2. Hukuman mati dimaksudkan untuk menangkal/ mencegah
(deterrence} orang lain agar jangan melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah terpidana lakukan yang menyebabkan ia
dihukum mati.

128 penjelasan Pasal 55 Rancangan KUHP:

Ayat (D)

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim
penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap fertuduh dalam kasus
tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu
sebagai sarana perlindungan masyarakal, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan
pandangan hukum adat, serta aspek psikologis unluk menghilangkan rasa bersalah
bagi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan marlabat manusia,

12% Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (2009), Kontroversi Hukuman Mati
Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, akarta: Kompas, hal. 236-238.
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3.1.4 Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Rancangan KUHP

Dalam Konsep Rancangan KUHP, bentuk pidana mati bersifat khusus.
Penpkhususan ini apabila diperhatikan bersifat total dan menyeluruh. Artinya,
konsep pidana mati itu secara total diusahakan sedemikian rupa, sehingpa ia
tidak mudah diterapkan dalam setiap kasus kejahatan yang diancam dengan
pidana mati."*® Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa dewasa ini pidana
mati dianggap tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat modem
karena menyerahkan ketentuan mengenai kehidupan individu manusia ke tangan
seorang hakim."'

Dalam penjelasan Rancangan KUHP, makna pidana mati merupakan
pidana pokok yang bersifat khusus maksudnya adalah bahwa pidana mati yang
dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini
benar-benar bersifat istimewa. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain,
pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu harus
diancamkan secara alternatif. “Ternyata dari penjelasan, kita tidak memperoleh
kejelasan apa makna khusus tersebut, akan tetapi yang ada adalah mengapa

ditempatkan pada bagian yang khusus dan tidak menjadi satu dengan pidana
pokok lainnya™.'*

Menurut Barda Nawawi Amnef, sebagaimana dikutip oleh Rudy
Satriyo:'*?

“,..pertimbangan utama digesemya kedudukan pidana nati itu
didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan
tujuan diadakannya/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu
sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial’’), pidana mati pada
hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk
mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati
hanya merupakan sarana perkecualian”. Jadi, kata khusus tersebut
tidak hanya seckedar menunjuk pada penempatannya yang khusus,
akan tetapi juga dengan mengingat dari sifat pidana mati yang

Y0 Jimly Asshiddigie (1996), Pembaharuan Hukum Pidana Indonesiz , Bandung:
Angkasa, hal. 228.

131 g5 ¢
Thid.
132 Rudy Satriyo Mukantardjo (2005), Rancangan KUHP Nasional Menghindari
Pidana Mali, dalam Jurnal Legisiasi Indonesia, Hukuman Mati Di Indonesia, Jakaria: Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Yol.2 No.l Mareta
2005, hal. 44.

133 pbid., hal. 45.
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“bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan
dan memperbaiki masyarakat”.

Makna ‘dan selalu diancamkan secara alternatif menunjukkan bahwa
sanksi pidana mati tidak pernah diancamkan oleh Jaksa Penuntut Umum {JPU)
secara berdiri sendirl. Artinya, kalau JPU mengancamksn atas tindak pidana
yang diancamkan dengan hukwman mati, harug diikuti dengan ‘atan penjara
seumur hidup atau pidana penfara paling lama 20 {dua puluh) tahun’. Semua
ini dengan msksud sebagaimana diatur delam Passl 80 (konsep terbaru 2008,
Pagal §7) bahwa “Pidana mati secara alternatif dijatubkan sebapai upays terakhir
untuk mengayomi raasyarakat”. Sampai dengan pesgsturan dan peniclasannya
Pasal 61 dan Pasal 80 (konsep terbaru 2008, Pasal 66 dan Pasal 87), maka
meskipun ada pengeakuan mengenai pidana mati dalam RUU KUHP Nasional,
namun dalam pelaksanaanmya menjadi sangat selekaf dan limitatif.'>

Meskipun pidana mati telap dipertahankan berdasarkan alasan
kepentingan umun (perlindungan masyarakat), namun di dalam pelsksanannya
jugas memperhatikan kepentingan/perlindungan individu (ide keseimbangan
monodualistik). Hal ini terlihat dard ketentuan sebagai berikut:'*

1. Penundaan pelaksanaan pidana mati bagl wanita hamil dan orang

sakit jiwa; .

2. Penundasn pelaksanaan pidana mat {(pidana matl bersyarat) dengan

masa percobaan;

3. Perubahan pidana mati dalam masa percobaan 10 {sepulukb) tahun

menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 {dva puluh)
tahun;

4, Penundaan pelaksanaan pidana mati sampai permchonan grasi
ditolak oleh Presiden;

5. Perubahan pidana mati menjadi seumur hidup apabils pidana mati
fidak dilsksanskan selama 10 {sepulul) tehun bukan karena
terpidana melarikan diri.

Pemundaan pelaksanaan pidana mati juga terlibat dalam Resolusi

Komisi HAM PBB 1996/61, meunghimbau pegara-negara vyang masih
- mempertahankan pidana mati untuk menetapkan “penundaan eksekusi pidana

toati” atau ¢ moraiorium on executions with a view to completely aboslishing the

3% 1htd., hal, 46,

Y% Parda Nawawi Acicf (2007), Masalah Pidena Msti Dalam Perspekiif Giobal dan
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidans D§ Iedonesia, dalam Joms! Legivlesi Indonesia,
Hukwenan Mati D Indonesia, Op. Cit, hal. 16
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death penalty™™ Pidana moti dap penjara seumur hidup menurut Konsep
Rancangan KUHP tidak dapat dijetubkan terhadap anak, Mennrut Pasal 119

Ayat (2) Konsep 2000 (menjadi Pasal 123/2004, Pasal 126/2005-2006, terbaru
Konsep 2008 Pasal 126 Ayat (3)):

“Jika tindak pidana yaog difakukan anak merupakan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau penfars seumur hidup, maka
pidana yang dijatubkan adalah pidena penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun™.

Dalam penjelasan Pasal 126 Ayat (3) RUU KUHP, dicebutkan bahwa
Ancaeman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatohkan
kepada anak, dengan barapan anak tersebut masih depat dibina untuk diperbaiki
baik budi pekerti maupun akhlakaya. Pidana penjara untuk anak paling fama 10

{sepuluh) tahun dianggap telah cukup uotuk membina anak demi kehidupan
selanjutnya.

Sedangkan ketentuan mengenai penundaan pidana mati bagi wanita
hamil atau orang sakit jiwa, dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 88 Ayar
&) i '

“Pelaksanaan pidans mati terhadap wanita hamil atau orang vang sakit
jiwa ditunda sampgi wanifa tersebut melahirkan atau omang yang sakit
jiwa fersehut sembul’”,

Mardjiono Reksediputro mempunysi psndangan tersendiri tentang
ketentuan mengenal orang sakit jiwa:'™" :

“Di Indonesia, ketentuan apakah seseorang itu mempunyai sakit iiwa,
ditentukan oleh saksi ahli yang adalah seorang dokter penyakit jiwa
(psikiater). Dalam Rancangan KUHP, ketentuannys memang sama
dengan KUHP kita yang sckarang berlaku, ada ketentuan babnwa
seseoratig yang sukit jiwanya, karena dia tidak bisa membedakan antara
salah dan benar, maka ia tidak pantas untuk dibukum, Tapi dalam
Rancangan KUHP Lita, Tim perumus juga sebenarnys memasukkan
sehush pasal tentang “herkurang rasa ianggung jawabnya”. Jadi dia
tidak sakit {iwa tolal atau gile, akan tetapi berkutang. Jadi ada
degradasi atau tingketan. Memang pada wakin dirumuskan tidek ada
perbincangan ini lebik mendalem. Akan tetapi, hakim harug percaya
saja pada dokter ahli jiwa”.

i3y -
Thid.
7 Wawaneara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 13 Mei 2009,
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Mardjono Reksodiputro mempunyai pemikiran bare terkait hal di

{1} Orang gila

Pada ssat seseorang ifu melakukasn pembunuhan, is sekit jiwa Jadi
pada seat itw, dia tidak sadar atau tidak bisa membedakan mana
perbuatan yang benar atau salah. Orang gila tidak dapat dimiota
pertanggungjawaban pidananya, sebageimana distur dalam Pasal 44
EITHP, sl ind jupa barus dikaltkan dengan presumption of innoncent
{praduga tidak bersalah). Pradupa tidak bersalah sering dipertentangkan
dengan praduga bersalah. Asasnya, aparal harus menerapkan praduga
tidak borsalah. Polisi atau penyidik selalu akan memakai praduga
bersalah, karena jika tidak dia fidak mungkin aken menangkap orang,
ini berkaitan dengen guilr. Pengertian guilt pada awal adelah legal
guilt, salah menvrut hukom yang hanya dapat diterapkan melalui
pengadilan sesuai dengan keputusan hukum tetap. Faktual guilr adalah
salah menurnt fakia, Seperti contoh, orang gila yeng membunub,
Secara faktnal guilt, ia bersalah karena secara fakta jelas menunjuklan
ia bersalah. Akan tetapi, secara legal guilt, in tidak dapat dipersalahkan.

{2} Tou hamil

Pada saat melakuken suatn tindak pidens, seorang ibu hamil
sehenarnya tidak dapat dijamin mempunyal pemikiran rasionsl, Alasan
tidak dapat pidana mati dijatubkan kepada orang gila dan jhu hamil,
karena puda sast diz meleskukan perbuatan o, tidak dapat
dipertangpungiawabkan. Tapi apabila dapat dibuktikan, hakim harus
mempercayal keforaogan saksi ahli dokier jiwa tersebut, dan dapat
menjatuhkan putusannya berdasarkan keyakinan, Pelaksanaan eksekusi
bagi ibu hamil yaitu setelah 40 {empat puluh) hari melabirkan.

(3) Pada saat melakukan tindak pidana, dia tidak sakit jiwa. Akan tetapi,

herikut:

pada saak dia dihukum, dia mengalami sakit jiwa,
Memurut  belisu, pelaksanaan eksekusi harus  menungen  sampai

terpidana terscbut sembub, meskipun korun waktunys tidak dapat
diukur,

Permikiran baru mengenai hal tersebut, dapat penulis simpulkan sebagai

1. Orang gila/sakit jiwa yang melakukan tindak pidana, pada dasamya
tidak dapat diminta pertangpungiawaban pidananys;

2. Ibu hamil vang melakukan todak pidana yang diancamkan pidana
mati, pelaksanaan pidana matinya ditundz sampal dengan 40
{empat pulub) bari setelah melahirkan;

9 b,
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3. Pelaku tindak pidana yang diancamkan pidana mali menjadi
gila/sakit jiws pada saat menjalani pidana sementara {setelah
selesal putusan hakim/proses persidangan), pelsksanaan pidana
matinya ditunda sampai orang tersebut dinyataken benar-benar
sembuh melalul dokter yang menangani kejiwaan.

Menurot penulis, sifat kekhususan dan selalu diancatnkan secam
slternatif dari penerapan pidana mati dalam Rancangan KUHP, dapat dirinei
sebagai berikut:

1. Sifai kekhususan

4. Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana {erfentu yang
dipandang sebagai suatu tindak pidana serius;

b. Berkaitan dengan adenya pemberlakuan syarat-syarat pidana perccbaan
selama 1{ {sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (1)
Rancangan KUHP;

¢, Adanya peaundaan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana ibu hamil
dan terpidana sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (3)
Rancangan KUHP.

2. Sifat diancamkan secara alternatif

a. Pidana alternatif dalam persidangail
: Dalam mntutan Jaksa Penunfut Umum (JPU) terhadap suatu perkara

yang diancamkan pidana mati, maka tuntutan pidana tersebut tidak

pemah berdiri sendiri/dakwaan tunggal. Tuntutan JPU harus selalui
difkuti dengan pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atan
pidana penjara paling lama 20 {(dua puluh) tahun;

b, Terpenuhinya syarat-syarat kekhusuan, berupa:

1. Adanya perubahan pidana mati menjadi seemur hidup atau pidana
penjara 20 {dua puluh) tahun disebabkan adanya masa percobaan 10
(sepulub) iahun sebagaimana distur dalam Pasal 89 Ayat {1}
Rancangan KUHP;

2. Adanya perubahan pidans mati menjadi seumur hidup atau pidana
penjara 20 (dua) tahun disebabkan karena eksekusi mati tidak
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dilaksanakan selama 10 {sepuluh) tahun setelah grasi ditolak Presiden
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Rapeangan KUHP,

Dengan demikian ancaman secera alternatif, merupakan konsekuensi
lanjutan dati sifat kekhususan pidana mati. Apabila sifat kekhususan pidana mati
tersebut telah terpenubi, maka dengan sendirinya pidana yang diterapkan adalah
pidana alternatif berupa pidana seumur hidup atau 20 (dua pulub) talwn, Dengan
demikian pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan

alternatif dalam Rancangan KUHP merupakan suatu kesatuan persyaratan yang
saling berkaitan,

3.2 Konsekuensl Berlakunya Masa Percobaan Dalam Rumusan Pasal 89 Ayat
{1} Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati diatur dengan adanya mase
percebaan. Dalem debat-debat tim penynsun Rancangan KUHP, ada yang
beranggapan, jangan sampai terjadi lagi kekeliruan hukum (menghukum orang)
sebagaimana dulu pemah terjadi dalam kasus sengkon-karta,'* Menurut Muladi,
sebagai saiah satu Tim Perumus Rancangan KUHP, memaparkan bahwa di Cina
sekitar tahun 1985, ada orang yang dihukum mati dengan masa percobaan,
Bercermin pada keadaan di Cina tersebut, Muladi beranggapan, kenapa kita
tidak memberlakukannya juga di Indonesia. Depgan memberikan masa
percobsan, dibarapkan agar dalam tenggang waktn masa percobaan tersebut
terpidana  dapat memperbaiki diri, schingga pidana mati lidak perlu
dilaksanakan, Pidena mati dapat diganti dengan pidana perampasan
kemerdekaan.

3% Kasus Sengkan Kariz, vaitu pelaku pembunvhan berencana yang diancam masing-
masing diancam wbwmen 12 [ua belas) t2hun dan 7 {uiul) 1abun cieh Pengadifan Neper
Bekasi pada fanpgal 28 CGkdober 1977 dengan nomor perkara 02/KTE/Bke/ 1977, Temnyala, dajam
proses hukum, ada temuan baro {rovien) bahwa bukan mereka pelakunya. Dalam Hingkatan MA,
mereks berdua dibebaskan dari semus tuduban, Kasus ind jups sebagal rule moding labimya
PERMA No | Tahun 1980 tenfang Peninjavan Kembali (PK).
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Syarat adatiya muasa percobaan dalam pidana mati diatur dalam Pasal

89 Avat (1)

Pelaksanaan pidena mati dapat ditunda dengan mssa percobasn selama 10
(sepuluh) tahun, jika:

A
b.

<.

d,

Reaksi masyatakat terhadap terpidana tidak terlaly besar;

Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaik;
Kedudukan ferpidana dalam penyertaan tindek pidana tidak terlalu
penting; dan

Ada alasan yang meringankan.

Apabila nantinya rumusan Pasal 8% Avat (1) ini benar-benar diterapkan

di lapsngan, menurit penulis, ke-4 (empat) unsurunsur di atas akan
menimbulkan permasalahan tersendiri. Untuk lebih lengkapnya, penulis akan

membahas unsor-unsur ind sccata lebih doci, vaitu:

A. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlaly hesar

Rumusan vnsur ini menimbulkan permasalahan barg, terkait dengan

hal -

L

Bagaimana cara menentukan bahwa reaksi masyarakat terhadap terpidana
‘tidak terlalu-besar’. Kriteria den ukuran-apa yeng dapat digunakan,
apakah hanya diletakken pada tingka! pemberitaannya di media massa
{cetak danfatzu elekironik). Bapaimana spabila sustu kasus pidsna mati
tuput  dasi pem%mriiaaa, apakah berarti terhadap terpidana  akan
memperoleh masa percobaan selama 16 (sepulul) tahun atau tidak;
Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; masyarakat
vang mana vang akan dijadikan pedoman, padahal kelompok masyarakat
itu terbagt dalam polongan masyarakast pro dan kontea,

Mardjono Reksodiputro sebagal akademisi dan juga Ketua Tim
Peranceng KUHP (tahun 1987 sampai dengan tehea 1992), mempunysi
pandangsn menanggapi dua permasalaban di atas. Menunit beliau, ada
dua permasalahan yang sangat mendasar terkait dengan hal tersebut:'

a. Permasalahan di pengadilan (yudikatif)

“® Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada langga 13 Mei 2009,
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Dalam persidangan  di  pengadilan, hakim mempunyai
keyakinan tersendiri terhadap kasus yang sedang ditangani berdasarkan
fakta persidangan. Hakim mempunyai kebebasan unhik memutus tanpa
adanya teksnan dari pihak manapun. Akan tetapi, pulusan hakim
kemungkinan juga dapat dipenganihi oleh magvatakat. Misalnya dalam
suaty perkara yang mendapat perhatian besar darf masyarakat. Dalam
hal ini sechenarnya secara fidak lanpsung hakim dipenparuki oleh
masyarakat, Akan fotapl, kelompok masyarakat yang mana yang harus
didengarkan oleh hakim, kategori tnasyarakat yang pro ataukah
masyarakat yang kontra terhadap hukuman mati. Ketika akan
memberikan putusan pads setiap kasus, hakim hams memutuskan
berdasarkan alat-alat bukti serta fakta persidangan dengan kevzkinan
yang berlandaskan atas hati surani. Dengan demikian, persoalan hakim
harus mendengar suara kelompok masyvarakat yang mana adalsh
merupakan suain pertanyaan vang sulit untuk dijswab. Haruskah hakim

. _mendengarkan suam. masya:;akaz._ Temyata. jawabannya ya.  Hakim
harss mendengar, tetapi tidak berarti harus mengikuti. Hakim
mempunyai kewenangan tersendiri tanpa adanya tekanan dan campur

tangan tari pihak lain dalam memutus perkara,

b. Permasalahan di penjara {eksekutif}

Uniuk menentukan penifaian dalam rangka memberikan
keringanan hukuman/remisi bagi setiap warge binsan {narspidana),
sebenamys jugs ada suara masyarakat yang harug didengar, Pembeian
remisi haros diputug oleh suatu panitia khusus dan harus ade
ukuran/patoken baku ketika akan memutuskan remisi, Masyarakat
harus mengetahni alasan, kenapa seseorang warga binaan it
mendapatkan remisi. Dalam hal ini, harus ada transparansi, akuntabel,
keterbukaan dan bertanggung jawab.
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Sementara ifu, menuny salzh satu sumber vang penulis temod dad
lembaga pemasyarakatan (lapas), Edi Yunarto, jesis penggolongan
masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat {1} poin (a),
dapat dikategorikan menjadi dua, yaits: "'

1. Masyarakat secara umim dan;

2. Masyarakat yang menjadi korban.

Sedangkan untuk mengukur apakah reaksi masyarakat ins bosar
atau tidak secara umum, ada terdapat (4) empat ularan yaitu:'

b, Pihak kotban sudah bisa menerima atau belum atas tindsk
pidana yang telah dilakukan, baik mempakan kotban secars
fangsung, ataupun msyérakaz yang berads di  sekitar
keiadian; J

2. Apakah ada demo atau tidak, meskipun dimval atau Hidak
dalam media masa;

3. Tetkait jabatan si pelaku, untuk kasus ferlentu, reaksi
maesyarakat berbeda, misalnys saje kasus korupsl yang
melibatkan seorang pejabat nepars  dibandingkan dengan
kasus pemcurian biasa yang dilakukan oleh masyarakat

* berbeda;

4, Ukuran pemahaman hukum masyarakat yang tidak sama
sntara satu dan lainnya.

Menurut Direkter Perancangan Perundang-undangan Direktorat
jenderal Perundang-Undangan iHukam dan Hak Asssi Manusia RI,
Suhariyonoe AR, kategori masyarakat yang dimaksudkan adalah
masyarakat yaog berhubungan langsung dengan lingkungan kejadian atan
yang terkena dampak secara langsung atan tidak akibat adanys tindak
pidana itu, tdak terfokus kepada masyarakat yang diekspos oleh media.
Untuk mengukur bagaimana reaksi masyarakat atas kejahatan yang terjadi
tersebut, maka menumt belian dapat divkur dari aparat desa atau petugas
yatg langsung turen ke lokasi dimans kejadian tersebut, Misalaya Lurah,

¥ Wawaneare dengan Edi Yunarto, Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi

DErektorat Jlgzzémzi Pemasyarakalan Departesmen Hulum dan HA M R, Selasa 5 Mei 2009,
Thid,
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dapat secara langsung menanyakan baik itu lisan kepada korban ataupun

keluarga kotban.'*3

Dari ketentuan Pasal 89 Ayat (1) poin (a) penulis menyimpulkan
bahwa ada dua permasalahan penting untuk dipertegas dalam rumusan
pasal tersebut, yaitu:

1. Jenis masyarakat yang mana;

2. Ukuran reaksi masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas, penulis
mempunyai pendapat tersendiri yang berbeda. Menurut penulis, ada 3
(tiga) jenis masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi,
yaitu: :

1. Masyarakat korban
Menurut penulis, yang dimaksud dengan masyarakat korban adalah
masyarakat yang langsung menjadi korban dari tindak pidana itu secara
langsung dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kejadian tempat
tindak pidana itu terjadi.

2. Masyarakat pelaku
Menurut penulis, yang dimaksud dengan masyarakat pelaku adalah
pelaku ataupun keluarga pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana
yang terjadi.

3. Masyarakat umum
Menurut penulis, masyarakat umum adalah kelompok masyarakat yang
secara umum tidak berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Apabila dikaitkan dengan ukuran untuk menilai apakah suatu
reaksi masyarakat tersebut besar atau tidak, maka menumnt penulis
sebenamya tidak ada ukuran pasti yang dapat dijadikan standar baku.
Pendapat yang dikemukakan oleh Edi Yunarto dari lembaga
pemasyarakatan berkaitan dengan 4 (empat) ukuran tersebut hanyalah
sebuah ukuran yang dikelompokkan secara umum. Ukuran itu dapat
dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan, bukan dasar untuk

1 Wawancara dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direktorat

Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Bapak Dr. Suhariyono A.R., S.H., M.H,
Kamis 30 April 2009,
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memutuskan penilaian. Untuk menilai ukuran reaksi masyarakat tersebut
besar atau tidak, penilaiannys dilakukan oleh hakim.

B. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada barapan untuk
diperbaiki

Rumusan unsur yang kedus ini juga menimbulkan permasalaban
tersendiri. Bagalmana caranya untuk menentukan bahwa terpidans telah
menunjukkan rasa menyesal. Apabila ditanyakan kepads terpidane apakah
mercks  menyesal felgh  melakukan findak pidapa  yang  berakibat
dijatubkannya pidana mati, maka dapat dipastikan merska akao menjawab
menyesal. Apabila ulowan yang digunaken adalah detigan melihat perilaku
selama di dalam lapas, warga binaan dalam setiap kesempatan bertemm
dengan petugas lapas pasti berperilaku untuk menuniukken penyesalan stas
perbuatannya. ?

Menurut Edi Yunarto dari Direkiorst Jendersl Pemasvarakatan,
untuk mengukur sikap dan prilaku nurapidana selama dibing dalam lembaga
pomasyarakatan, dintlal oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas
merupakan lembaga yang dibentuk dengan melakukan  penelitian
masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bapas adalah valid dan dapat
giipertanggungjawabkan. Untuk mentlai apakah terpidana menunjukkan rasa
menyesal atau tidak, penelitian dilekukan secara rutin per 3 (tiga) bulan'*
D samping ite, di dalam lapas jupa ada psikolog vang bertugas untuk
mendampingt narapidana dalam berkonsultasi. Litmas Bapas merupakan
salah satu bentuk balal pembinsan dalam yang ada dalam lapas.

Sementara ito, menurat Direktur Perancangan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM R1, Subariyono
AR, untuk mengulur apakah seorang nampidana berbuat baik atau dapat
menupjukkan rasa penyesalan, dapat dipantau atau dinilai oleh eksekutor,
dalam hal ini jajaran kelaksaan. Mal ini disebabkan karena parapidans ite
berada dalam lapas sdslab merupakan konsekuensi dari menjnlankan pulusen
hakim di persidangan, sehinggs untuk melibat perkembangannys, scharosnye

¥ Wawancars dengan Bdi Yunarto, Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentest
Direkiorst Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukem dap HA M RJ, Selasa 5 Mei 2009.
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juga tidak boleh dilepaskan dari instansi kejaksasn, meskipun sedang dibina
oleh lapas.'*

Menurat penulis, untuk menentukan spakah seorang warga
bingan/narapidana telah menunjukkan rasa menyesal, divkur berdasarkan
penilaizn yang dilakukan secara berkelanjutan dari Bapas dun adenya panitia
khuses, Dalam Lapas, tentunya seorang warga binaan dibina sesuai dengan
standar baku vang teleh ditentukan, dengan harapsn bahwa seorang warga
tinean itu dapat berbuat baik dan berfobat, sehingge nantinya dilwmrapkan
dapat dikembalikan kepada masyamkat apabila telsh selesai menjalani
fukuman. Terkait dengan terpidona mati, tentunya hampan ssorang warga:
binaan tersebut dapat berbuat baik dan menunjukkan rasa metiyesal adalah
berhubungan depgan masa percobaan. Apebils seorang ferpidans mati itu
menunjukkan rasa menyesal dan ada harspan untuk diperbaiki berdasarkan
perilaian yang dilakokan oleh Bapas, maka terpidana mati itu dapat
dipertimbangkan untuk mendapatken perubaban hukuman dari pidana mati
menjadi pidana seurnur hidup atau 20 (dua puluh) tahun.

Menurut penulis, dikarenakan Bapas mempunyal kewenangan
untuk melakukan pepilajan terbadap sikap dan perilaku terpidana sclama
berada di dalam Lapas, muaka standar penilatan vang dilakukan oleh Bapas
haruslah snatu penilaian yang objektif berdasarkan fakia di lapangan vang
benar-benar harus dapat dipertanggungjawabkan secara trapsparan. Penilalan
dari Bapas terkait dengen penifaian terhadap seorang terpidana mati, fersebut
nantinya dapat digunaken sebagai rekomendasi kepada tim/panitis khosus
yang dibentuk untuk melskukan perubshan putusan pidana mat menjadi

pidana seumur hidup atau 20 {dua puluh) tzhun berdasarkan kewenangan
Menteri Hokam dan HAM,

“ YWawancars dengan Direktur Perancangan Perundang-undangan Direkiorat
Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM Rl, Bapak Dr. Subariveno AR, S.M., M.H,
Kamis 36 April 2009
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C. Kedudnkan terpidana dalam penyertaan tiadak pldana tidak terlaln
penting
Penyertaan sehagabmana digtur dalam Pasgal 55 dan Pasal 56
KUHP, dalam penjelasan pasal dapat dikelompokkan atas 4 {cmpat) orang
bagian:
{. Orang yang melakukan (pleger)

: Orang ini ialsh sescomng vang sendirian telah berbuat mewujudkan

segala ansir atau elemen dani peristiwa pidans;
2. Orang yang menyuruh melakulan (does plegen)

: Pengertian orang disini ialah bukan orang itu sendint yang melakukan
peristiwa pidana atau kejahaton, akan tetapi in menyuwruh orang lain
untuk meiakukan kejahatan tersebut;

3. Orang yang turnt melakukan (medepleger)

: Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakuksn,

4. Orang vang denpan pemberian, salah memakai kekuasasn, memakai
kekerasan, dengan sengaje membujuk perbuatan ifu (uitfokher)

: Orang ini hares dengan senpaja membujuk orang lain atan dengen
pemberian untuk melakukan perbuatan pidana itu,

Menurut Rudy Satriyo, istilah penyeriasn pidana terkait dengan
aturan dalam KUHMFP Pasal 55 dan Pasal 36 (Pasal 21 Rancangan KUHP
2008). Dari sekian jenis penveriaan, maeka yang dimungkinkan unfuk
dikaitkan dalam persoalan percebaan sebagaimsna dalam Rumusan Pasal 89
Ayat {1) adalah:"¥
1. penyertean dalam bentuk ‘st serta melokukan tindak pidana’

(medeplegen) dan
2. ‘membantu melakukan tindak pidana (medeplichiing) tidek untuk
“menggerakkan melakukan tindak pidana’ (uitiokker).

Meskipun sama-sama dipidans ‘sebagai pelaky’, apabila tingkat
keterlibatan pelaku lebih rendah dengan pelaku lainnya, maka pidananya
tidak disamakan dengan pelaku tidak langsung (infeffeciual dader).’¥

15 pudy Satriyo Mukantardjo, Op. Cir., hal. 48-48.
" 1bid.
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Dalam penyertaan, pelaky dari tindak pidana adalah lebih dati satu
pelaku. Kaitan dengan turut serta tersebut, peranan dari setiap pelaku dapat
dibagi menjadi beberapa:

1. Pozisi terpidans yang satu dengan yang lainnya dominan astau

kecil;

2. Tempidana berperan dalam ‘membanty’ ferjadinya tindak

pidansg; atoy

3. Terpidana berperan dalam ‘turut melakukan’,

Dalam kaitan dengan penyertaan, peniliis sependapat dengan
pemaparan yang dikemukakan oleh Rudy Satriyo. Hal ini disebabkan karena
dalam setiap penyertaan tindak pidana tersebut, barus dilibat secara jelas dan
benar bagaimana kedudukan sntara ﬁasingnmasirig pelaku, apakah scorang
pelaku tersebut mempunyai tingkat keterlibatan vang dominan, kecil, atan
bahkan tdak terlibat sama sckali, Dalam hal ini, hakim harus jeli untuk
melihat tngkat keterfibatan ferpidana tersebut. Dengan demikizn, kedudukan
terpidana _yapg berhak dalam mendapatkan masa peicobsan sebagaimana
dirumuskan dalam poin (c), adalah kedudukan terpidana sebagai:

1. Orang yang turut melakukan (medeplengery;

2. Orang yang membujuk melakukan (uitfokker).

. Ada alasan yang meringankan

Sehubungan dengan wnsur alasan-alasan yang meringankan, apabila
yang dimaksudkan sebagai alasan yang meringankan dalam kelentuan ini
samma dengan isl di dalam Bagian Kesembilan Remisi Pasal 34 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1599 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binnan Pemasyarakatan, maka terdapat 3 (tiga) alasan untuk
metingankan, yaita:

1, Berbuat jasa kepada negara,
2. Melakukan perbustan vang bermanfast bagl negara atan kemanusiaan,
alap

3. Melakukan kegiatan vang membantu kegiatan Lapas.
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Melihat pada rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (13 Rancangan
KUHP, meskipun ada pengakuan mengenai keberadsan pidana mati dalam
Rancangan KUHP Nasional, vamun dalam pelaksanaannys menjadi sangat

selekif dan Iimitetif ditambah lagi mengalami waktu transisi yaitu adanya

masa percobﬁan,m

Dalam konsep Rancangan KUHP, ditumuskan hal-hal yang meringankan:

(1) Sescorang vang melakukan tindak bpidana dan pada wakiu i
berurmure 12 tahun ataw lebib, tetapi masih di bawah umur 18 taimz;;

(2) Seseorang mencoba melakukan atay membantu lerjadinya tindak
pidana;

(3) Seseorang  setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela
menyerahkan diri kepada yang berwajib;

{4} Seorang wanila bamil rmada melakukan tindak pidans;

(5) Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberi
ganti kerugian yang layak ateu memperbaiki kernsakan akibat
perbuatannya; i Ll :

(6) Seseorang melakuian tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang
sangat hebat sebagai akibat yang sangat berst dari keadaan pribadi
atau kehmrganya,

Menusot peonlis, glasan-alasan yang meringankan di atas yang akan
digunakan untuk mess percobaan scbagaimana dirumuskan dalam Pasal 89
ayat {1) poin {d) adalah yang sesuai dengan alasan-alagan yang meringankan
scbagaimana telah diatur dalam Rancangan KUHP, Ini harus dijadikan
standar baku untuk mempertimbangkan syarat dalam Pasal 8% Ayat (1)
tersebut.

M samping empat unsur-uesur di atas, temyats rumusan Pasal 89
Ayat {1} tersebut juga mmsih ada menyisakan permasalaban, yaitu sejsk
kapan mase percobaan dapat dibitung. Schubungan dengan unsur alasan-
alasan yang meringankan, kbususnya menyoroti kapan masa percobaan itu
dihitung, menurut Mardiono Reksodipufro, masa percobaan ity dihitueg
sejak putusan pengadilan itu sudah pasti atau berkekuatan hukum tetap (in

3 rhid.,
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kracht van gewijsde). Perubahan pulusan dati pidana mati menjadi pidans
seutnur hidup atau pidana 20 {dua puluh) tahun, menurut beliau tidak berlaku
secars olomalis, tetapi harus diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi, beliau
juga berpendapat fika harus kembali ke pengadilan maka hal tersebut dirasa
akan sulit, mengingat proses pengadilan yang panjang dan memakan waktu
vang lama, Menurut beliau, sebaiknya perubahan putusan ini dibicarskan
antara Menteri Hukumn dan HAM dengan Jaksa Agung. Mengenai hal ini
juga muneul persoalan baru. Ada svatu debat, spakah eksekutif dapat
memberikan perubahan putesan pengadilan, Menurut belisu, jike hal ini
dibenatkan oleh ULl kenspa tidak. Hal ini sama halnya dengan perubaban
reraisi,'*?

Ke-empat unsur rumusan Pasal 39 Avat {2} di atas, mepumt
Mardjono Reksodiputro haros dikeitkan dengan pedoman pemidansan
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Rencangan KUHP, yaitu:?

CAyat {1}
Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan ¢
a. kesalaban pembuat tindak pidana;
b, motif dan tujuan melakukan tindak pidanas;
¢. sikap batin pembuat tindak pidana;
d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

1% Wawancara dengan Mardjono Reksodipuire pada tangzal 13 Mei 2009,

% penistasan Pasal 55 Rancangan KUHP:

Ayat {13

Ketentuan nads ayal ini memuat pedoman pomidanaan vang sangat membanta hakim
datam mempertimbanpkan lekarsn siau berad ringannya pidans vang akan dilstubkan,
Deagan mempertimbangkan hal-hal vang dirinel dalam padoman tersebd dibarapkan
pidara yang dijstohisn bersifst proporsional dan dapat dipshasd btk oleh
masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam kefeshumn ind Hduk hereifat limitelif,
artinys hakbn dapst menambahkan periimbangsn huin selain yeng brcanium pads
ayst €1} k. Unger “berencans” sebagaimana dilemukan delam Kiteh Undang
Undang Hukum Pidana vang lama, tidak dimasukhan dalam ramusan Hndek pidana
yang dimust dalam pasal-pasal Bul Kedua, Tiduk dismoatays wnswe bnd Gdak berarti
bahwa unsur berencens tersebut ditiadakan, lelapl Iebik bijsksana jika dijelaskan
dalam penjelasan syal (1) inl, Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana
hakim harvs selsly memperhatikan enswr berencana, kesalnbon pembust tindak
pidana, motif, dan tujusn dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana,
dan sikap batin pembaat tindak pidana.

Ayat (2)

Kelentuan pada ayat Ini dikenal dengan asas rechterlijke pordon yang memberi
kewenanpan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseordng yang bersaiah
melakukan tindak pidana vang sifatnya ringan (Hdak serlus). Pemberian maaf inl
dicantomkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatekan behwa terdakws
terbukti melakukan tndak pidana vang didakwakan kepadanya,
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e. cara melakukan tindak pidana;

. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

g riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak
pidana;

h. pengarch pidana terhadap masa depan pemnbuat tindak pidana;

i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban,

j. pemaafan dari korban dan/atau kelvarganya; dan/atau

k. pandangarn masyarakat terbadan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2):

“Ringannya perbuatan, keadzan pribadi pembual, atau keadsan -
pada waktu dilakulcan perbuatan atau yang tegjadi kemudian, dapat
dijadikan dasar pertimbangan unfok tidak menjatuhkan pidana atau
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan
dan kemanusiaan™.

Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur yang terkandung

dalam Pagal 89 Ayat {1} Rancangan KUHP sebagai syarat terpenuhinya
masa percobaan adalah secara slternatif, bukan kumulatif. !

Menurut Rudy Satriyo, kefentuan Pasal 89 Awat {1} dapat

menggambarkan sedemikian ‘jauhnya’ realisasi dari sanksi pidana mati,
Adapun alasannya adslah karena adanya kesempatan untuk memasuld
masa percobaan 10 {sepulub) tahun dengen akibat hulum pidananya,
kemudian dapat berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana
penjara paling lama 20 (dua pubsh) tahun, Mepurut belion, ada beberspa
permasalahan terkait dengan rumusan pasal tersebut, yaitu: '

i,

Penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama

10 {sepuluh) tahun tersebut sifatnya adalah “dapal’, Penggonaan kata
‘dapat’ mempunyai arti yang tidak pasti. Dengan digunakannya kata
‘dapat’, ini dapat berarfi ‘va’ atau ‘Hdak’, sengat tergantung pada

vkuran yang juga tidak objektf dun sangat sulit untuk mencari
ukurannya, yaitu:

a.

b.

Reaksi mosyarakat terhadep terpidana tidek terlalu besar;
Terpidane menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk
diperbaiki;

Kedudukan ferpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak
terialu penting;dan

5t wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pads tenggal 13 Mai 2009,
2 pudy Satriyo Mukanturdjo, Op. Cit,, hal. 47,
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d. Ada alagan yang meringankan.

2. Khusus unhik ukuran unsur-unsur dalam Pasal 89 Ayat (1} poin (a8}
sampai {d} tersebut di atas, apsksh bersifid kamulalil stavkaeh
arltemnatif, dengan sdanya kata “dan” pada poin {c}, menurut Rudy
Satrivo, sepertinya Rancangan KUHP Nasional menghendeki adanya
sifat kumulatif. “Dapat dikatakan sangat selektif sekali dalam
pengaturan, pelaksanaan dan mungkin menjadi sangat sulit. sbgi
seorang terpidana mati untuk dapat memenuhinya, atau dengan kata
Iain sebetulnya Rancangan KUHP berprinzip sekali pidana mati
dijatuhkan, maks tidak aken terjadi perubahan”'®® Pendapat ini
berbeda denpgan pendapat yang dipaparkan oleh Prof. Mardjono
Reksodipuiro.

3. Pidana mati diterapkan secara alternatif. Terkait dengan adanya masa
percobaan selama 10 tahon, dirasa terlalu Jama.

4, Terkait masa percobasn, kapan evaluasi fersebut akan dilaksanakan.
‘Apakah sudoh Jimulai pada saat pelaku tindek pidana ditahan
ataukah setelah iz menjalani pidans. Bukankah proses ‘pembinasn’
dileksanakan selama statusnya sebagai ‘narapidana’.

Meaumut Dirckiur Perancangan Perundang-undangan Direktorat

Jenderal Perundang-Undangan Hukum dan HAM RI, Subarivono AR,

rurnusan Pasal 89 Ayat (2), konsekuensi ager dapat diterapkan masa

percobaan adalah secaza allernatif. Adanya kata “dapat” anlam poin (o)

dan (4}, definisinye bukan kamulagf™

Berdasarkan pemaparan di atas, sclain permasslaban dalam
Pasal 89 Ayat {1}, poin () sampai (4}, juga terdapat dua permasalahan
baru, yaitu:
1. Kapan masa percobaan dihitung;
2. Apakah rumusan Pasal 39 Ayat (1) dirumuskan secara
altemnatif atau kumulatif,

3 mid

" Wawancarm dengan Direktur Persncanpan Perundang-undangan Dirckinrat
Senderal Perundang-Undangan Hubum dan HAM RY, Bapak Dr. Subasivone AR, 8.H., M.H,
Karmls 30 Apri! 2009,
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Menurot penulis, ubtuk menphitung masa percobaan iu adalah
dimulal setelah putusan pengadilan berkekuatan hukun tetap (in kracht
van gewijsde). Sedangkan mengenai numusan Pasal 89 Ayat (1) apakah
bersifat sltematif atau kumulatif, menurut penulis adalah bersifat
alternatif. Ini dapat dilihat dari pemaparan Mardjono Reksodiputro dan
Suhariyono AR, schagai orang-orang yang mewakili Tint Perancang
KUHP. Dalam penjelasan pasal tidak disebutkan secara togas penerapan
secara aliernatif tersebut. Oleh karena itu, memwrut penulis, sebaiknya
ketentuan alternstif ini juga dicantumkan dalam penjelasan pasal,

3.3 Perbedaan Kewenangso Perubaban Pidans Mati Menjsdi Seamur Hidup
Dalam Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal 80 Ayat (2) Rancangan KUHP

Dalam perubahan pidana mati menjadi pidans seumnur hidup atan
pidana paling lama 20 (dua puluh) tzhun, terdapst dua kewenangan pejabat yang
berbeda, sebapaimans diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) dan Pasal 90 Rancanapn
KUHP, yait: nyY ¥ -

1. Pasal 89 Avat (2) Rancangan KUMP

: PJika terpidann sclama maea percobasn menunjukkan sikap baik dan
perbuatan yang terpufi, meka pidana meti yang diancamian kepada
terpidana tersebut, dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau
pidana pemjara paling lama 20 (dua pulub) tabun dengan Keputusan
Menteri yang berlanggung jawsb di bidang hukum dan hak asasi

manuaia®,
2. Passl 90 Rancangan KUHP

: "Yika permobonan grasi terpidana mati ditolak serta pidana mati tidak
dilaksanakan selama 10 (sepulul) tahun, maks pidana mati tersebut dapat
diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat disimpulken bahwa:
1. Pasal 89 Ayat (2) Rancangan KUHP, perubaban pidana mati disebabkan
. karena adenya masa percobasn dan pejabat yang benwenang dalam
merubah pidana mati menjadi pidans seumur hidup atau pidons paling
lama 20 (dua puluh) tahun adalabh Menteri Hokumn das HAM;
2. Pasal 90 Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena
pidann mati tidak dilaksanskan selama 10 (sepulul) tabun setelah grasi
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ditolak dan pejabat vang berwenang dalam metubah pidana mati menjadi
pidana seumur hidup adalah Presiden,

Menurut Mardjone Reksodiputro, selaku Ketua Tim Perancang KUHP,
terkalt perbedaan kewenangan dalam merubah putusan mati menjadi putusan
seumnur hidup atau 20 (dua puluh) tahun, antara Pasal 89 Ayat (2) dengan Pasal
90 Rancangan KUHP, ada dua petbedaan posisi:'*

a. Dalam Pasal 88 Ayat {2), perubaban pidana mati. menjadi seumur
hidup atau 20 (dua pulub} tabun dipandang zama seperti perubahan
pemberian remisi pads umumnya, oleh karema itu meropakan
kewenangan Menteri Hukum dan HAM;

b, Sementara dalam Pasal 90, perubshan putusan ife adalah melalai
grasi, sehingpn menjadi wewenang Presiden, oleh kasena itn dirubah
dengan Keputusan Presiden,

Menurut Direkier Perancangan Perundang-uadanpgan Direkiorat
Jenderal Perundang-Undaugan Hukum dan HAM RI, Subariveno A R.,'™
perbedaan kewanangah antam kedua pasal tersebut, sehamsﬁya tetap mengacu
pada pedoman pemberian remisi dan grasi. Dalam hal ini texdapat perbedaan.
Pasal 39 Ayat (2) kedudukapnya dianggap sama dengan pemberian remisi,
sedangkan Pasal 90 merupakan grasi vang dapat ditubah melalui Keputusan
Presiden. Adanya ketakutan tumpang tindih antara due peraturan tersebut,
menurut beliay itu adalah ketakutan yang wajar. Akan tetapi, kite sebagai rakysat
hanss n;embarikazz kepercayaan kepada eksekulif yang memutuskan tersebut.
tal lain, dalam pelaksaannoya nanti, kedua peraturan ini harus diasfur dalam
peratiran pelaksana secarz lebih tegas dan jelas,’™

1% Wawancara dengan Mardiono Reksodipatre pada tanggal 13 Mei 2009,
¥ wawancara dengan Direktur Perancangan Penindang-undangsn Direktomt

lenderal Perundang-Undangan Hukum das HAM Ri, Bapak Dr. Sohariyono AR, 8.H., M.H,
Kamis 30 ;}gril 2008,

? Ihid.
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331 Kewenangan dalam Pasal 8% Ayat (2) Rancangan KUHP
Dikaitkan dengan Remisi

Dalam Rancangan KUHP, pidana mati bukan sebagal salah satu
jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Kekhususan ind
ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhlan secara sanpat
selektif.  Dalam  hubungan  imi, bakim  pertama-tems  selalu
mempertimbangkan secara inendslam apakah dalam kasus yang dihadapi
dapat diterspkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara
20 {duz puluh) tshun”, Dalam hal masih terdapat keraguzn mengenai
kemungkinan penpgunaen salab satu pidana alternatif tersebut untuk kasus
vang bersangkufan, meka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan
bagi hakim untuk menjatubkan “pidana mati bersyarat™. Dalam hal syamat-
syarat yang lercantum doalam pasal ind dipenuhi oleh terpidana selama masa
pepundaan 10 {sepuluh) tabun, maka Menteri yang bertanggung jawab di
bidang hulaum dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah sate pidana
alternatif.

&éaﬁya kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam memibah
puiusan pidana matl menjadi pidace seumur hidup atae pidana paling lama
20 {dua puloh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Awat (2), menurut
Mardjione Reksodipufre sehagal Ketua Tin Perancang KUHP, adalsh
dischabkan karena perubahan tersebut  kedudukannya sama  dengan
perubahan putusas berupa kennganan hukumanfremisi. Dengan demikian,
Tim Persncang KUHP berpandangan babwa kewenangan dslam Pasal 8%
Ayat (2} tersebut berada di tangan Meateri Hukum dan HAM.

3.3.1.1 RBemisi

Pengertian remisi pada dssarmya adalah berups potongan atau
keringanan hukum atau peongurangan masa pidana yang diberikan kepada
seseorang yang sedang menjalani pidana, sesusi dengan ketentuan yang ada,
Dasar hukum pemberian remisi adalah Pasal 14 UUD 1945, Berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, dalam Pasal
I Ayat (2} discbutkan bahwa remisi diberikan oleh Menterd Hukum dan
Perundang-Undangan RI, Syarat bagi seorang warga binaan untuk
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mendapatkan remisi adalah apabila warga binaan tersebul berkelakuan baik

selamia tenjalani pidana. Bentuk-bentuk remisi terdid atas 3 (tiga), yaitu:

1. Remisi umum
Remisi wmum diberikan kepada warga binnsn pada had
perivgatan Proklamasi Kemerdekaan Rl, setiap fanggal 17 Agustus.
Besarnya remisi umum sebagsimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (I}
Keppres RI Nomor 174 Tahun 1995, terbapi atas 2 {dua), vaim:

a. 1 {satu) bulen bagi narspidanz dan apak pidana yang teish
menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 {dua belas) bulan,
dan

b. 2 {dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah
menjalani pidana selama 12 (dna belag) bulan atau lebib.

Dalam Ayat (2) discbutkan tentang pelaksansan pemberian remisi
urnim, yaita:
a. Pads twhun pertama dibeckan remist scbagaimana dimaksud
© dalam Avat (1) '
b, Pada lsbun kedua diberikan remisi 3 (ige) bulan;
¢, Pada tahun ketige diberikan remisi 4 {empat) bulan;
d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing dibenkan remisi
5 {liraa) bulan; dan
¢. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam
bulan) setiap tahun,
2. Remisi khusus
Remisi khusus diberikan kepads warga binaan pade hari besar
keagamazn yang dianut oleh scorang wargs bisaan fersebut. Apabila
suatiy agame mempunyai lebih dari satu hari besar keapamaan dalam
setabun, maks vang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh
penganut agama yang bersangkufan. Besamys remisi  khusus
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Keppres RI Nomor 174
Tabugn 1999, terbagi atas 2 {dua), yaitu:

Universiias indonesta

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



78

a. 13 {lima belas) hatd bagi narapidana dan anak pidana yang telah
menjalani pidana selama & {snam) sampai {2 (dua belas) bulan;
dan

h. | (saty) belan bapi narapidana dan anak pidana yang telzh
menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebib,

Dajam Ayat (2) discbutkan tentanyg pelaksanaan pemberian remisi
khusus, yaitu:

a. Pada tahon pertams diberikan remisi schagaimana dimaksudkan
dalam Ayat (1}

b. Pada tabun kedua dan keliga masing-masing diberikan remisi |
{(bulan);

¢. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi
1 {satu) bufan 15 (lima belas) hari; dan

d. Pada tabun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 {(dua) bulan
setiap tahur.

3. Remigl Tambahan
Selain remisi umum dan remist khusos, jugs dikemal adanys
remist tambzhan, Dalam Posal 3 Ayat (1) Keppres RI Nomor 174 Tabun
1999, seorang warga binzan mmé&gaii;;m remisi omgn dan remisi
khusus ditambah dengan remist tambahan apebila sclama menjalani
pidana

a. Berbuat jass kepada negara;

b. Melakukan perbuaian vyang bermanfaat bagi negara atau
kemanusiaan; atau

¢. Melakukan perbuatan yang membanty kegiatan pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 6 discbutkan, besarnya remisi tambaban edalah;

a. ¥ (sato perdua) dar remisi wmum yang diperoleh pada tabun
vang hersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat
jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat
bagi niegara atau kemanusiaan; dan
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1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun
vang bersanghkuian bagi narapidana dan anak pidana yang lelah
melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinsan di
Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemulka.

Ketiga jenis remisi di atas sebagsimana diatur dalam Pagal 11

Keppres RI Nonzor 174 Tahun 1999, juga dapat diberikan kepada:

a4

Narapidana dan anak pidans yang mengajukan permohonan grasi
sambil menjalankan pidananys;

b. Narapidana dan anak pidana wargs negara asing.

Pengecualian pemberian remisi sebagaimuna diatur dalam Pasal 12

Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 dilakukan apabila:

8.
b.

Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;

Dikenakan hukuwan disiplie dan didaftar pada buku pelanggaran
tata tertib Lembaga Pemasvarakatan dalam kumun wakiu yang
diperhitungkan pada pemberdan remisi;

¢. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB); atan

Dijatuhi pidans korungan scbhagai pengganti pidana denda,

Dalam Pagal 13 Keppres RI Nomor 174 Tahun 1989 disebutkan

fentang tata cara pengajuan remisi, yaita:

1

Usulan remisi disjukan kepads Menterd Hukum dan Perundang-
undangan oieh Kepala Lembaga Perasyarakatan, Kepala Rumah
Tahanan Negarz atan Kepala Cabang Rumah Tahansn Negara
meialui Kepala Kaptor Departemen Hokem dan Perundang-
wvndangan;

Keputusan Menteri Hukum dan Perumdang-undangan tentang
remisi, diberitahukan kepada parapidana dan anak pidans pada
hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI setiap tanggal 17
Agustus bagi mereka yang diberikan remisi umum dan atau pada
hari keagamaan yang disnut olel narapidana dan apak pidana
vang bersangkutan bagi mereka yang diberikan remisi khusus;
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3. Apabila terdapal keraguan tentang hael besar keagamaan yang
dianut oleh narapidana dan anak pidana, Menteri Hukum dan

Perundanp-undangan membicarakan hal tersebut dengan Menteri

Agama.

3.3.1.2 Perubshan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana
Penjara Sementara bMaksimal 20 (Dua Paluh) Tabun

Dalam Pasal 9 Keppres R Nomor 174 Tahun 1999, terhadap warga
binaan dapat diberikan perubahan putusan dari pidana seamur hidup menjadi
pidana penjara semmentars paling lamaz 20 (dua pulub) ahun, Warga binang
yang dapat mengajukan perubshan pidana ind edalah:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seuwmur hidup dan telah
menjaled mzsa hukuinas paling sedikit § {lima) tahun berfurot-
farut;

2. Marapidana berkelakuan baik.

Perubabag putusan pidana dari seumur hidup mesjadi pidana

%wjaﬁé sementars paling lama 20 {dua puhih) tahun, ditetapkan berdasarkan
Keputasan Presiden. Pexmohonan perubshan pidana penfara scurnur hidup
menjadi pidana penjars sementara disjukan oleh warga binaan yang
bersangkutan kepada Presiden melalui Mented Hokum dan Perundang.
unidangan. Apabila permohonan perubzahan pidana fersebut dikabulkan, maka
larna sisa pidana yang masih barus dijalani oleh terpidana adalah paling lams
15 (lima belas) tahun, serts terpidana mendapatkan hak untuk memperoleh
remisi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2008, ada
sebanyak 41 (empat pulub sam) terpidena yang mendapatkan remisi berupa
perubahan pidana dari pidans penjara scumur hidup menjadi pidana penjara
sementara. Di bawah ini penulis paparkan secara lengksp dalam tabel
sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Terpidana Yang Diberi Remisi Perubahan Dari
Pidana Penjara Senmur Hidup Menjadi Pidana Pen|ara Sementara

(Keadaan/17 Agustus 2008)

No. Nama Perkara Ditahan | Dibebaskan Lapas

1. | Bemadus Bria 340 KUHP | 13-01-1987 | 13-01-2007 | Kupang
Nahak als. Ulu
Fukun

2. | Victor Klau Broun | 340 KUHP | 20-06-1987 | 20-06-2007 | Kupang
als. Broun

3. | Paulus Bria als, Sen | 340 KUHP | 24-06-1987 | 24-06-2007 | Kupang
Ama Brias

4. | Silvester Malimus | 340 KUHP | 24-06-1987 | 24-06-2007 | Kupang
als. Luk Ama Mali
Joseph Siuk Pakae | 340 KUHP | 27-10-1987 | 27-10-2007 | Kupang
Ali Muda Hamhap | 365 KUHP | 17-01-1992 | 17-01-2012 | Sibolga
Basarudin bin Abu | 365 KUBP | 22-01-1996 | 22-01-2016 | Semarang
Hasan

8. |-Parnajulis bt H. 340 KUHP | 29-03-1996 | 29-03-2016 | Jambi
Kasim Abdullah

9. | Achmad Asasillah | 340 KUHP | 02-07-1996 | 02-07-2016 | Sidoarjo

10. | Abu Sakur als. 340 KUHP | 01-07-1996 | 03-07-2016 ! Sidoarjo
Ceker

11. | Mujiono bin 340 KUHP | 01-10-1996 [ 01-10-2016 | Cipinang
Samirin

12. | Jamaludin Latief 340 KUHP | 09-04-1998 | 09-04-2018 | Cipinang
B.H.M Jakuba

13. | M. Priyono bin 340 KUHP | 02-06-1998 | 02-06-2018 | Cipinang
Sakiat

14, | Haerun als. Muchsin | 340 KUHP | 08-05-1995 [ 08-05-2015 | Makasar
als. Ical ,

15. | Bambang Subandi | 340 KUHP | 03-07-1997 | 03-07-2017 | Palembang

16. | Awan bin Abu Nawi | 339 KUHP | 14-08-1997 | 14-08-2017 | Bengkulu

17. | Muran Efendi bin 338 KUHP | 16-09-1997 | 16-09-2017 | Bengkulu
Asun

18. | Felix Felemonbin | 365 KUHP | 09-11-1999 | 09-11-2019 | Tangerang
Alfred

19. | Marwan els. Bawi | 365 KUHP | 02-12-1999 | 02-12-2019 | Tangerang
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als. Twan bin Abbas | 339 KUHP

20, | Darmadials, Dart 340 KUHP | 11-02.2000 | 11022020 | Pontianak
als, Sidik

21, | Zaenal Arifin als. 340 KUHP | 12-03.2000 | 12-03.2020 | Permisan NK
Tpin bin Margono
Jaya

22. | R. Maulawarman 340 KUHP | 0807-2001 | 08-07-202]1 | Permisan NK
als. Mola bin
Sunjaya Wiaya -

23. | Nasiman Muhtar 340 KUHP | 25-01-2001 | 254012021 | Malang

24, 1 BrwinSuryone bin | 340 KUHP | 03-04-1996 | 03-04-2016 | Batu NK
Suparian

25. | Mat Tusin 340 KUHP | 16-10-1995 1 16-10.2015 | Batu NK

26, | M. Saleh bin Ladari | 365 KUHP | 29-09-2001 | 29-09-2021 | Batu NK

27, | Juharman als. 340 jo 385 | 13-06-1997 | 13.06-2017 | BatuNK
Hemaan bin Cikran | KUHP

28. | Arigin Norals, Ipin [ 340 KUHP | 29-09-1997 } 29-09-2017 | Burabaya
bin Makmun

29, |-Subagjo sls. Rejo - |-365 KUHP | 24-01-1596 | 24-01-2016 | Surabaya
hin Mat ik

30, i Syamsul bin 365 jo 340 | 30-07-2000 | 30-07-2020 | Surabaya
Aminudin KUHP .

3]1. | La Sawarudin bin 365 KUUHP | 29-99-2001 | 29-02.2021 | Surabaya
La Kopi

32. | Suwaryo als. mam | 340 KUHP | 10-10-2660 | 10-10-2020 | Semarang
Burhanuddim bin
Sanirip

33. | Iriyanto bin Sukirte | 340 KUHP | 02-01-2001 } 062-01-2021 | Semarang

34, | Jarot Subsoto 240 KUHP | 23-08-2001 | 25-08-202]1 | Semarang

35, { Tumini 34036 55 01-05-1897 { 01.05-2017 | Wanita Medan

Ayat (1)
KUHP

36. | Yasoki Warowu als, | 340 KUHP | 11-06-2002 | 11-06-2022 | Pdg.
Sibaya Delima , Sidempuan

37. | Mahmud bin Yahya | 340 KUHP 1 07-01-1997 { 07-01-2017 | Jambi

38. | Said bin M. Yusuf JOKUHP | 11-11-1996 | 11-11-2016 | Jambi

39. | Ali Adhari als, 340 KUHP | 22-01-1997 § 22-01-2017 | Sukamiskin
Abau
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4Q.

Habullah als, Abud | 368 KUHP | 20-01-1996 | 20-01-2016 | Sukamiskin
bin Zulbani

41.

Iohanes Alungals, | 340KUHP | 09-07-1996 | 0%-07-2016 | Manado
Buang

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Negara Rl

Berdasarkan paparan tabel di atas mengenai perubahan pidana penjam
seurnur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tabun harus
diputugkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena iftw, berkaitan dengan
ketentuan Pasal 89 Ayat (2) mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana
seumnur hidup atau pidena penjara paling lama 20 (dua pulub) tabun, penulis
berbendapat bahwa dulam rumusan pasal tersebut sebenarmnya telah melewati dua

-tingkatan hukuman, yaitu dari pidana mati menjedi seumur hidup dan pidasa

seumur hidup menjadi pidana paling lama 20 (dus pelub) tehun Penggunaan
kata ‘atan’ diantara pidapa seumur hidup dan pidana penjera paling lama 20
{dua) tahun, seolah-olah mengindikasikan bahwa Menteri Hukim dan HAM

. scbagal pejabat yang berwenang untuk merubshoya dapat memilih apakah

perubahan yang skan diberikan kepada terpidana adalsh pidana seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 20 (dua) {ahun.

Penulis betpendapat bahwa dalam Pasal &9 Ayat (2} di atas, tidek
dibedakan tingkaten perubahan pidans tersebut. Padahal seharusnya tidak
demikian. Dntuk tingkatan perubahan yang pertama, penulis sependapat bahwa
perubahan pidana tersebut adaleh merupskan kewenangan Menteri Hulom dan
HAM. Akan tetapi, tarhadap perubaban putugan vang kedua yaitu pidana
seumur  hidup monjadi pidana 20 (dea pulub) tehoe adalah menupakan
kewenangan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden. Oleh karena itw, menurut
penulis, dalam Pasal 89 Ayst (2), perubahan putusannya harus dibatasi pada
pidana seumur hidup saja,
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3.3.2 Kewenangan dalam Pasal 90 Rancanpan KUHP Dikaitkan dengan
Gras!

Pagsal 80 Rancangan KUHP menyebutkan bahwa dalam hal putusan
hakim yang menjatuhkan pidsna mati telah memperolel kekuatan hulum
telap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanasn pidana mati
tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana
melarikan diri, maka pidana mati dapat divbah menjadi pidana seumur hidup
dengan Keputusan Presiden. Pidana mati berkaitan erat dengan grasi. Hal ind
disebabkan karena grasi merupskan jalan terakhir untuk dapat merubah
putusan dari pidane mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh)
tahun, setelah semus upaya hukum yang ada selesai ditempuh. Seyogyanya,
grasi disjukan setelah uvpaya hukum luar biasa Peninjausn Kembali (PK}.
Crasi bukanlah merupakan suafu upaya hukum. Grasi diberikan sebagai hak
prerogatif§ Presiden dalam memberikan ampun kepada seseorsng yang
sedang tesangkut suatu perkara hukum,

3.3.2.1 Grasi

Grasi bernsal dari bahasa latin, precie yang bemrti ampun,
pengampunan, yaitu hak Kepala MNegara untuk memberikan pengampunan
kepsda warganya yang dijatubi pidana oieh.pengadilan.‘ss Grast sebenamya
bukan termasuk upaya hukum. Berdasatkan definisinya, yang dimaksud
dengan gregi adalah “Pengampunan, pembebasan atau pengurangan
hukuman yang diberikan kepada seorang terhulaum oleh Kepala Negara.'*

Pasal | Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1950 tentang Grasi, vang
teleh diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan:

¥ Afzs hukuman-bukuman yang dijatulkan oleh keputusan kebakiman,
batk militer maupun sipil yang tidak depat divbab fagi, orang yang
dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan grasi kepada
Presiden”.

Pasal 1 ayat (1} Undang-Undang Grast, menyebutkan

1% A Hamzah dan frdan Dahlan (19843, Parbandingan KUHAR HIR dan Komentzr,
Jakarta: Ghelia Indonesia, hal. 134,

% Axhiar Sabmi, Op.Cir., bal $2.
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“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan
oleh Presiden”.

Pemberian pgrasi bukan merupakan persoslan teknis yuridis
peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim
Pomberian grasi bukanlah merupakan campur tangat Presiden dalam bidang
yudikatif, mefainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan
kepada warganya. Kendati pemberian prasi dapat mengubah, meringankan,
mengwrangi, atau  menghapusken kewajiban menjalani  pidana  yang
dijatuhkan pengadilan, tidek berarti menghilangkan kesalshan dan juge
bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.'®

Dasar hukum dari Kepals Negara untuk memberikan grasi kepada
si tethukum adalah berdaszarkan ketentuwan Pasal 14 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 vang berbunyi, “Presiden mezf;beti grasi, amnesti,
abolisi dan rehabilitasi”, Pemberian grasi merupakan hak istimewa atau
prevogatif Xepala Negom, Dasar pemberian grast falab berupa hak Kepala
izééa;a untuk memberi pengampunan kepada warganya yang dijatuhi pidana.
Hak tersebut didasarkan kepada pendapat masyarakat sendiri babwa hak
tunggal untuk menghukum (us prafends) adalah negara (pemerintah),

“melalui alat kekuasaannya. Menurut Utrecht, di samping negara tiada suatu
subjel hukums laln yang mempunyal fus puniend? itu. “Ditunjuknya negams
sehagal pemegang jus puniendi bukanlah merupakan sustu persoalan. Oleh
knrena ilu, pemerintah berhak menghukum, akan tetapi menghukum it harus
dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah” '*!

Berhubung grasi bukan merupakan suatu upaya hukum, oleh sehab
itu grasi tidak diater dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketentuan grasi
diatar secam tersendiri dalam Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950,
vang dibentuk pada mass Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang
tersebut dianggap tidak sesual lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia

vang berlaku pade sast ini karena substansinys tidak sesuat dengan

1% penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 {entong Grasi.
18 A Hamzah dan Irdan Dahlan, Op. Cit., hal, 138,
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perkembangan dan kebuhshan hukum masyarakat. Oleh karena iy, pada
tahun 2002, Undanp-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 diperbabarni
dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

Ruang lingkup permchonan dan pemberian grosi adalah terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam
Pasal 2 ayst (1) Undang-Undang Grasi disebutkan babwa penpajuan
permohonan grast hanya dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan
berupa:

a. Pidana mati;
b. Penjara seummur hidup;
¢. Penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Asas pengajusn permohonan grasi tidak akan mepunda eksekusi,
kecuali terhadap putusan pidana mati. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh
tenggang waktu tertentu, Pengajuan grasi hanys dapat dilakukan 1 {satu)
kali, kecuali dalam hal:

{1} Terpidany vang perosh ditolak parmobonan grasinya dan telsh
fewat wakiy 2 {dua) tahun sejak  tanggal penolakan
permohonan grasi tersebat; atay

{23 Terpidans yang pémah diberi grasi dari pidana mafi menjadi
pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua)
tahun sejak tangeal keputusan pemberian grasi diterima.

Di dalam undang-undang, tidak ada ketentuan yung mengatur
alasan grasi secara eksplisit. Namua menurat Utrecht, terdapat 4 {empat)
alasan diberikanmnya grasi, yaitu:'*

a}  Kepentingan keluarga dad terpidans;

b}  Terpidana pernah bedasa bagl masyarakat;

¢} Torpidans menderita penyakit vang tidak dapat disembubkan;

d) Terpidans  betkelakuan batk  sgelama  di Lombage

Pormasvarskatan  (Lapas) dan memperlihatkan keinsyafan
atay kesalghannya,

' Adwni Chazava (2002), Pelojaran Hukum Pidana Bagion If, lakarla: Raja
Grafindo Persada, hal. 193,
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Prinsip dasar pemberian prasi jalah diberikan pada orang yang telah
dipidana dengan putusan yang telah mempunyai keknatan hukum tetap. Dari
sudut hukum, dengan mengajukan grasi beratii pemohon telah dinvatakan
bersalah dan dengan mengajukan permohonan ampun {grasi), berartl dis
telah mengokul skan kesalahannya itu. Sebab, bila dia tidak mengakui
kesaiahannya, dia tidak perlu mengajukan grasi, tetapi dis dapat mengajukan
upaya hukum PK.'®

Permononan grasi dapat diajukan pihak lain selain oleh terpidana,
akan fetapi harus mendapatl persetujuan dari terpidana, kecuali terhadap
orang yang dipidana mati. Terhadap terpidana mati, permohonan grasi dapat
diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan tferpidana. Apabila
Pengadilan menjatubkan pidana mati terhadap seseotang dap putusan itu
tidak dapat dirubah lagi, maka melslul pengajuan permachonan grasi masih
ada kemungkinan untuk merubahoya. Perubahan it biss berupa pembebasan
atau pengurangen bukumen. Jadi grasi dapat menghapuskan atau merubah
jenis hukuman terhadap pidana mati, apabila grasi yang disjukan dikabulkan
oleh Presiden.'®

Grasi sebagai sebuah konsep hukum dalam perspektif hukum
pidana, dapat berkenaan bérupa:

(1) Pengampunan yang menghilangkan aldbat hukum dari seatn tindak
pidana yang telah dilakukan olek terpidans;

(2} Perubahan darf jenis pidana vang telah dijatubkan olel hakim, misalnya
perubzhan dag pidana mati menjadi pidana seutnur hidup;

{3) Pengurangen lamanys pidana pemjara, pidans tulupan daa pidana
kurungan;

{(4) Pengurangan besarnya wang denda seperti yang telah diputuskan hakim
bagi seorang terpidans.

163 rbid., hal. 192,
** Akhiar Salmi, Op.Cit., hal. 54,
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Tata cara pengajusn grasi tidak secara langsung disampaikan
kepada Presiden, meskipun wewenang pemberian grasi itu berada di tangan
Presiden. Mekanisme permohonan pengaitan grasi disjukan melalui Paniters
atau Ketua Pengadilan Negeri vang memutos perkara pada tingkat perlama,
unfuk kemudian dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka wakte
paling lambat 20 {dua puluh) har terhitung sejak tanggal penerimaan salinan
permohonan  grasi, pepgadilan tingkst pertama mengivimkan salinan
permchonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamsh Agung. Selain
melalui Panitera Pengadilan yang memutus tingkat pertama, pengajvan gresi
juga dapat dilakukan melalui pembesar daerabinya jika pemohon grasi bemada
di Ipar daerah hukum pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama ataupun jika Panitera Pengadilan tidak berada di tempat.'®

Permohonan grasi dan salinannya, juga dapat disampaikan oleh
terpidana melalui Kepalz Lembagas Pemasyarakaten lempat teipidana
menialani pidana. Dalam hal permohonan grasi dsn salinannya diajukan
melalui Kepala Lembaga Pemasyarskatan, maka Kepala Lembaga
Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden
den salinannys dikinmkan kepads pengadilan yang memutus perkara pada
tingkat pertame, paling lambat 7 {fuiuh) barl terhitung sejak ditedmanya
permohonan grasi dan salinannya.

Permohonan grasi melalut Paniters Pongadilan, dimaksudkan agar
panitera dspat melengkapi berkas-berkas perkarm, ditambah dengan:

a. Perfimbangan-pertimbangan dad halkdm atau Ketva Pengadilan
Negeri tontang sifal perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh
pemohaon;

. Pertimbangan dan saran-saran dari jaksa pepuntut umum yang
teleh melekukan pemuntutan ataupun pertimbangan {saran) dari
Kepala Kejaksaan;

¢. Pengiriman berkas perkara dan surat-surat yang betkenaan dengan
perkara diseris! pertimbangan-pecimbangan dari hakim dan jaksa

% & Hamzah dan frdan Dahlan, Op. Cir, hal. 136,
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penuntut umum dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada
Mahkamah Agung, kecuali dalam perkara ringan.

Setelah Mahkamah Agung menerima berkas permohonan grasi,
maka segera dibvat pertimbangan-pertimbangan dan pendapat secara tertulis.
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung scjak tangeal
diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung
mengitimkan pertimbangan dan pendapat tertulis tersebui kepada Presiden
melalui Menteri Kehakiman, Jaksa Apgung tidak mempunyai peranan
berkaitan dengan mekanisme pengajuan grasi, Akan tetapi, terkecuali dalam
hal putusan pengadilan menangani pidana matl,'%

Jaksa Agung dapat menyampaikan pendapat kepada MA berkaitan
dengan grasi vang diajukan, dalam hal permohonan berupa:

(1} Putusan pengadilan mengenai pidans mati;

{2} MA membulubkan pendapat Jaksa Agung tentang

\ kebijoksanaan penuntolas;

{33 Jaksa Apung mengemukakan keinginannya untuk memberikan

pendapat.

Menteri Kehakiman setelsh menerima permohonan grasi dari MA,
gegers mermnpélajarinya den jika perls, Menteni Kehakiman dapat meminta
pertimbangan kepada memteri lainnya. Setelah itu, Menteri Kehakiman
mengirimkan  permohonan  grasi tersebut kepada DPresiden. Presiden
~memberikan kepufusan atas permohonan  grasi  setelah memperhatikan
pertimbangan  Mahkamah Agung. Kepufusan Presiden dapal berupa
pemberian atau penclakan gragi. Jangka wekiv pemberian atau penolakan
jeasi, paling lambat 3 {figa) bulan ferhitung sejak diterimanya pertimbangan
Mahkamah Agung. Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam
jangka wakiu vpaling lambat 14 (empat belas) hari terhitung  sejak
ditetapkannya Keputusan Presiden,

1% 1pid., hal. 137,
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Salinan keputusan disampaikan kepada:
a) Mahkamsh Agung;
b} Pengadilan yvang memutus perkara pada tingkat pertama;
¢} Kejaksaan negeri yang menusntut perkara terpidana; dun
43 Lembaga Pemasyarakalan tempat terpidana menjaland pidang.

Bagi ferpidana matf, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang
mengajukan permokonan grasi, pidams mati tidak dapat dilaksanskan
sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima
oleh terpidana. Pidana mati tidak dapat dilaksanakan sefama 30 (tiga puluh}
bari sejak keputusan pengadilan menjadi tetsp. Pidena mati tidak dapat
dijalanken sebelum Keputusan Presiden sampai kepads fangan Kepala
Kejaksnan atsu pegawai yang diwajibkan menjalankan putusan (Pasal 2 ayat
{3) jo Pasal 6 ayat {(4) Undang-Undang Nomear 3 Tabun 1950).'% Apabila
dalam hal terpidana mati tidak mengajukan prasi, maka setelsh tenggang
waki 30 {tiga pulub} had sejak adanya vonis pidana mati tersebut, paniters
sepera  memberitabukannya kepada Hokin/Ketua Pongadilan  serta
Jaksa/Kepala Kejaksaan yang bersangkutan.'6®

Dalam hal terpidans acggota Tentara Masional Indonesia, salinan
kcpzztus;m grast disampaikan kepada pengadilan di Hugkungan Persdilan
Militer yang memutus peskars pidana pads tingkat periama dan oditurat
militer yang menpuntut porkara terpidana, Selain ity salinan kepotusan grasi
juga disampaikan kepada Kepals Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat
terpidana menjalani pidana,

% rbid, hal. 138,
8 med hal, 137-138,
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3.322 Ketentuan Grast Terkalt Dengan Pidana Mati Dalam
Rancangan KUHP

Dalam Rancangan KUHP terkait dengan pidana mati dan grasi, ada
terdapat beberapa pasal, yaitu:
I. Pasal 88 Ayat (4):

“Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permobonan grasi
bagi terpidana ditolak Presiden”.

2, Pasal 89 Ayat (2}

“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuii, maka
pidana mati dapat diubah menjadi pidana seunur hidup atau
pidana penjara paling lama 20 (dua pulub) @hun debgan
Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan
hak asasi manusia®

3. Pasal 9

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati
tidak dilaksanakan selama 10 {sepuluh) tzhun bukan karesa
terpidana melarikan difd, maka pidang mati tersebut dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Dalam Pasal 89 Ayat (2), ingin ditunjukkan atau dimaksudkan
adanya pemberian kepastian pelaksanaan pidana mati agar pidana mati depat
dinbah menjadi pidana seumur hidup, Tiga syarat yang diberikan oleh pasal
tersebut yaitu:

1. Adanya penolalan grasi,
2. Dalam jangka waktu 10 {sepuluh) tahun tidak dicksekusi setelah
grasinya ditolak;

3. Bukan karens melarikan diri.

Meskipun telah dicoba diberikan jaminan kepastian hukum oleh
pasal tersebut, mamun kavena dipergunaken kata ‘dapat’, maka jaminan
kepastian hukum tersebut menjadi meotah kembali, Kemudian, mengapa
harus menunggu adanya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang.
Undangan, mengaps Hdak secara dengan sendivinys dan langsung menjadi
kewenangan Kalapas.'®® Menanggapi pendapat Rudy Satriyo, maka menurut

% pudy Sstrlye Mukantardio (2005), Rancangan KUHP Nasional Menghindari
Pidana Mati, dalam Jurnal Legislast Indonesia, Hukuman Mutt Di Indonesia, Op. Cit, hal. 49,
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penulis, apabila perubahan hukuman ity menjadi kewenangan Kalapas, make
dirasa akan cukup riskan. Hal ini disebabkan bahws perubahan itu bukanlah
suaty perubahan pidanz yang ringan, sehingga yang berwenang sdalah
pejabat setingkat menteri, Selain itu, perubahan remisi seperti yang biass
dilakukan adalah melalui persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Kalapas

hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pencatatan
data yang dilakukasn.

Menurut penulis, yang berwenang dalam merubah putusan pidana
mati menjadi seurmur hidup terkait dalam Pasal 89 Ayat (2) adalah Menteri
Hukum dan HAM. Sementara itu, sebagaimana telah penulis kemukakan di
atas { dapat dilibat pada tabel 3.1}, perubehan putusan dari pidana peniara
semrnur hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 {dus pulub) tahun
adalab merupakan kewenangan Presiden dengan dikeluarkannys Keputusan
Presiden.

Apsbila ketentuan Pasal 89 ayat (2) Rancangan KUHP dikaitkan

dengan Pasal 2 Ayat {3} Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi:

Ayar (1)

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan bukum

tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Ayat (1)

Futusan pemidanasn yang dapst dimohonkan grasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pidanz mati, penjarz seumur hidup,

penjara paling rendsh 2 {dua) tabun.

Ayat (3%

Permohonan grasi sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

digjukan 1 {satu} kali, kecuali dalon bal

. Terpidana yang pemah ditolak perniohonan grasinya dar telah lewat
wakty 2 (dua} tabun sejak tanggal penolakan permohonan grasi
tersebut; atau

b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana
penjara seamur hidup dan telah Jewat waktu 2 (dua) tahun sejak
tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
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Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, babwa bagi terpidana yang
pernah dijatohi pidana mafi dan kemudian mengajukan grasi dan ternyata
kemudian diterima, 2 (dua) tahun setelah menerima grasi, maka terpidana
tersebut  dapat mengajukan  grasi  lagi. Ketentuan ini  merupakan
pengecualian, karena pada dasarnya grasi hanya dapat diminta satu kali saja.
Dengan demildan grasi yang pernah diberikan terhadap putusan pidana mali
yang grasinys pernah diterima adalah sebagai pengeonaiian,

3.3.2.3 Grasi Dalam Rancangan Undang-Undang Grasi

Dalam Rancapgan Undang-Undang Grasi beberspz ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4234) diubah sebagai berikut:

1. Ketentusn Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubsh, sehingga seluruhnya
berbunyi sebagai berikut
Pasal 2:

(1) Terhadap putusan pengadilan yang ielab memperoleh kekusian
hulam  fetap, terpidana dapat mengsjukan permohonan grasi
kepada Presiden.

(2} Putusan pemidavaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjam paling rendah 2 (Qus) tahun,

{3) Permohonan grasi schagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan 1(satu) kali.

2. i antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakoni
Pasal 6A, yang berbunyi sehagai berikat:

“Domi kepentingan bukum Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusia
dapat mengafuken permohonan grasi karena jabatan”,
3. Ketentuan Pasal 7 divbah dengan nienambah 3 (liga) ayat yakni ayat (3),
ayat {4), dan ayat {5} schingpa selorubinya berbunyi sebagai berikut:
Pagal 7;
(1) Permohonan grasi dapat diajuken sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2} Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dibatasi oleh teaggang waktu terfentu,
3} Dalom hal terpidana dijstubi pidana matl, permohonan gmsi
disjukan paling lame dalem jangka waktu 1 {sat) tabun sgjak
putusan mempetoleh kekuatan hulum tetap.
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4) Apabila dalam janghka wakiu sebagaimana dinsksud pada ayat (3},
terpidana mati atau kelvarganya fidak mengajukan grasi maka
Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
dapat menpsiukan permobonan grasi karena jzbatan.

5} Pernmohonan grasi karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
{4} diajukan dalam jangka wakiu paling fama 14 (empat belas) hari.

4, Di antara Pasal 15 dan Bab VI disisipkan 1 (satu} pssal yakni Pasal 15A
yang berbunyi sebagal berikut:
Pasal 154

(1) Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimasole dalem Pasal 13
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diperpanjang
4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 22 Okiober 2004,

{2y Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15
Undang-Undang MNomor 22 Tshun 2002 tentang Grasi diselesaikan
paling lambat ltanggal 22 Oktober 2008.

{3) Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasgi, -

sejak berlakunya Undang- Undang ini, diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari pemaparan di stas, meourut penulis ada terdapet perbedaan
antars rumusan grasi dalam undang-undang grast nomor 22 tabun 2002
dengan numusen Rancangan Undang-Undang Grasi:
1. Undang-Undang Grasi nomor 22 tahun 2002
: Terpidana hanya depat mengajukan grasi satu kali. Akan tstapi, apabila
ditolak, grasi dapat diajukan kembsi setelab dua tshun, Dengan adanya
ketentuan dalam pasal ini, maka pengajuan grasi itu dapat diajukan
lebih dan satu kali. Sehingga, menurut penulis, hal ini mempakan salab
saty penyebab mengeps proses hukum fersebut meniadi fama hinggs
terkendala dalam pelaksansan putesan (eksekusi).
2. Rencangan Undang-Undang Grasi:

1. Terhadap terpidans mati, lebih diperiegas mengenai batas wakiu
pengajuan grasi, yaitu diajukan paling lama dalam jangka wkatu |
(satu) tabun sejak pubusan memperoleh kekuatan hukum tetap,

2. Apsbila terpidana matikeluarganya tidak mengsivkan grasi, maka
Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama yang memutus
perkare, dapat mengajukan grasi karena jabatan, datam jangka wakty
paling lama 14 (empat belas) hari;
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3. Demi kepentingan hukum, Menteri Hukum dan HAM  dapat
mengafukan grasi.

Menuorut penulis, adanya perbedsan dan penambahan ketentuan
dalatm Rancangan undapg-undang grasi terkait dengan jangka wakiu dan
pejabat terkait vang dapat mengajukan grasi adaleh sebagai salah satu cam
undang-undang memberikan jangke waktu yang pasti terkait pengajuan
grasi dan juga pemenuhan hak-hak si terpidana secars optimsl dan
maksimal,

Deari pemaparan di atas, pesulis menyimpulkan bahwa sebenamya
ada perbedaan posisi antara Pasal 82 Ayat (2) dengan Pasal 90, yaitu:

1. Pasal 89 Ayat (2), perubahan putusan dari pidana mati menjadi
pidana seumur hidup atau 20 (dua) puloh fabun, kedudukannys
dianggap sama denpan perubahan putusan pemberian remisi, oleh
karena itu, vang berwenang adalah Menteri Hulkum dan HAM;

2. Pasal 50 merupakan grasi, sehingga perubaban putusan pidana mati

x . menjadi pidana senvaur hidup atau 20 {dua pulub) ahon tersebut
adalah merupaken kewenangan dari Presiden melalui Kepotusn
Presiden.

Terkait meogenai tenggang wakfu pengajuan PK dan menyikapi
terpidana yang tdek melakukan uwpaya hukum, pihak Kejaksaan Agung
berkunjung ke LP Nusa Kambangan, untuk berbincang-bincang dengan pam
terpidana mati, agar segera mengambil sikap apakah akan mengajukan PE. atau
tidak. Kejakssan memberikan kesempatan ferakhir kepada mereka untuk
menempuh vpaya hukum, Memunt Dircktur Upaya Hukum, Eksckusi &
Eksaminasi {Uheksi} Pidana Umum Kejaksaan Agung Rl, Sudibyo, apabila
merekz memang ingin mengajukan PK, mereka disarankap untuk segera
mengaiukan atau menentukan sikap. Hingga saat ini, lehih korang ada sekitar 50
orang terpidana mwati vang belum dieksekusi."™

Penyebab lamanya eksekusi bapi terpidana mati adalah karena adanya
banyak tahapan upaya hukum yang tidak ada ketentuan tegas mengenai hal

" Wawancars dengan Bapak Sudibyo: Direktur Upaya Hukum, Bksekusi &
Eksaminasi (Uheksi) Pidana Umum Kejaksaan Agung R, Selasa, 03 Maret 2000,
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fersebut. Seperti contoh, PK diajukan setelah turunnya putusan penclakan grasi
dari Presiden. Pengajuan PK tidek mempunyai bates waktu yang jelas, akan
tetapi pengadilan fidak bisa menghenitkan permochonan PK tersebut. Ini
merupakan konsekuensi dari Pasal 16 avat {1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,
mengadili den memutus suatu perkaca yang digjukan dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wailb untuk memeriksa dan
mengadilinya”. Proses dar awal perkara masuk hingga putus dan sampal pada
tahap PK lebih kurang 300 (tiga rutus) har.'”' -

{sleh karena itu, Kejaksaan Agung membuat draf? tentang grasi. Akan
tetapi, pengajuan PK setelah grssi tersebut merupakan salah satu celah yang
dimanfaatkan oleh /owyer. Seperti contoh, dalam kasuz Gunawan Santosa, ada
celah yang dimanfastkan oleh terpidana. Ssmpai ssat ini, Gunawan masih belum
menentukan sikap apakah akan mengejukan upaya hukum PK atau grasi. Oleh
karenn itu, pibak kejaksaan mendesak lim pengacara untuk segers menenfukarn
sikap. Mengenai fenomena ini, harns ada ketegasan dani MA mengenai
pengajuan PK. Sast inl PK masih tergantung-pantung disebabkan adanya banyak
kasuz yang diajukan bukanlah mengenai perkara materiil.

Menurut Kepala Sub Unit Orang dae Benda (Gharda) Upaya Hukum,
Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidans Umum Kejaksaan Agung RI, A.
Kadiroen, sebelum memperdebatkan mengenai pidana alternatif dalam pidana
mati, lebih balk memperbeiki hal yang pokok terlebih dahulu yaimy KUHAP,
karens kita berpedoman pada acara. KUHAP vang betlaku sekarang ini masih
banyak mempunyai kekorangan, diantsranya fidak ada ketestuan mengenai
tenggang wakiu pengajuah PK begitu juge dengan grasi. Di samping iy, proses
administrasi vang berlaut-larut juga menjadi kendala yang sangat memakan
waktu lama. Setelah semua proses upays hukum selesai, barulah pihak kejaksaan
melakukan eksekusi'™ Berikut di bawah ini, nama-nama ferpidana mati yang
sedang dalam proses hukum:

9 tpid,

'" Wawancara dengan Bapak A. Kadirosn: Kepsla Sub Unit Oranp dan Bends
{Oharda} Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi {Ubeksi) Pidang Uratm Kelaksaan Agung R,
Selasa, §3 Maret 2009
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Tabel 3.2 Nama-Nama Terpidana Mati Dalam Proses Hukoam

1. Proses Hukum: Banding

Neo. Nama Wilayah Hukum
L. Renald Sagala Sumaters Utara
2. Mulyadi Dwi Asmiono Jawa Barat
3, Maulana Reza Jawa Barat
4, Yohanes Martinus Jawsa Barat
5. Abdul Rouf Jawa Timur
8. Chang Fab Kui Kalimantan Barat
7. Abdul Hadi Kalimantantan Bamat
8 Sveh Abdul Rahim Sulawesi Utara

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana
Unum Kejaksaan Agung RI.

2. Proses Hukum: Kasasi

Ne. Nama Wil. Hukum Keterangan
1, Sucipto Sumatera Barat
2.t Dodi Marsal Sumaatera Barat
3. | BengetSiahaan Jawa Barat
4. | Fatijanolo Laia Sumatera Utara
5. Hero Lamia Jawa Bamat
6. | Soni Tamsono Jawa Tengah Kasast sudah turun
7. | Agus Santono Jawa Tengah Kasasi sudak tarun
8. | Rusian Abdul Gand Jewa Tengah HKasasi sudab turun
9. | Tjikk Wang Als. Akwang DK Jakarta
110, | Gauodensivg Resing als. Deni | Ende

Sumber Data: Bagian Upaya Hukom, Eksekusi & Fksaminasi {Uheksi) Pidana
Unum Kejaksaan Agung RI.

3. Proses Hukum: Peninfanan Kembali (PK)

No. Nama Perkara Wil. Hukum | Keterangan
1. | Ronald Ssgsla Pembunuhan | Sumatera Utara
2. | Bddis Albarisons Pembunuban | Sumaters Bart
3. | Sakak Bin Jumak Pembunuhan | Riau *0
4. | Suryadi Swahbuana Pembunuhan | Sumaters Selatan
5. | Mgs, Zainal Abidin Narkotika Sumatera S¢latan
6. | Waluyo Hin | Pembunuhan | Lampung
Rososentono
7. Seek Osmane Narkotika DK Jakarts

% Wawancara dengan Terpidana Mati Sakak Bin Jumak pada tanggal 8 April 2609 di

LP Cipinang.
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8. Humprey Eijike als. | Narkotika DK1 Jakaria
Doctor
9, | Frederick Luther Narkotika DKI Jakaria
10, | Muhsminad Abdul | Narkotika Banten PK ke-2
Haffez
11, | Deni Setia Maharwan | Narkotika Banten PK ke-2
12, | Obina Nwajsuu Narkotika Banten PK ke-2
13. | Hillery K Ekmizie Narkotika Banten P ke-2
14, | Silvestre Obiekwe | Narkotika Banten PK ke2
Nwaolisa
15. | Indra Bahadur Taroang | Narkotika Banten PK ke-2
14. | Daniel Enemuo Muarkotika Banten PK ke-2
17. | Namaona Depnis Narkotika Banten
18. | Nonthenam M. Saihcon | Narkotika Banten
19, | Zulfilcar Ali als. Al Narkotika Banten
20 | Ars Seciyawan { Pernbupuhan | Jawa Timur
21. | Agustinus Sambo Pemubunuban | Sulawes] Selatan
22. | Ruben Pata Sambso Pembunuhan | Sulswesi Selatan
23. | Markus Pata Sambo Pembupuban | Sulswesi Selatan
24, | Camdensius Resing Pembunuhan | NTT
25, | Benny Sudraiat als. | Psikotropika | Banten Putusan PK
Benny Oley als. Tandi Belum
Winardi T T Diteima
26. | Iming Santosa als. Budi | Pstkotropiks Banten Putusan  PK
Cipto Belum
Diterims
Z7. | Nicholas Galniek | Peikotropika | Banten Putusan PK
Josephus Gemrardus als. Belum
Dick Diterima
28. | Sergei Areski Alaqui | Psikotropika | Banten Putpsan  PK
Behun
Diterima
2%, | Zhang Man Quan Psikotropika Ranten Putugan PK
Belum
Diterima
30. | Chen Man Quan Pasikotropika | Banten Putusan PX
Belum
Diterima
31, | Bang YuXin Psikotropika Banten Patusan PK
Belum
Diterima
32. | Chan Chun Yi Psikotropika | Banten Putusan PK
Belum
Diterima
33, | Zhu Xuxiong Psikotropika | Banten Putusan PX
Belum
Diterima

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009
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34,

Fk  Fere Dike
Karals als, Samuel

als.

Narkotika

Jakarta Pusat

4, Proses Bukum: Grast

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminagi (Uheksi) Pidana
Umum Kejaksaan Agung RIL

No, | Nama Perkara Wil. Hakam Keterangan
1. | Bahar Bin Matar Pembunuhan | Rizu
2. ! Azwin Siregar Pembuguhan | Kepulauan Riau
3. IYunHaoals. VassLien | Psikolropika | Kepulausn Risu
4 1 Denials. Kebo Psikotropika | Kesulauan Riau
§. 1 Tan Joni als, Aseng Psikotropike | Kepualuan Risu
6. | AYam Psikotropiks | Kepulausg Risu
7. | Jurit Bin Abdullah Pembunuhan | Sumatera Grasi ke-2
Selatan
8. | Hamoko Dewnstoro Pembunuhan | DK Jakania
b Than Tuek Yun als. A | Narkotika DKI Jakarta
Ticy
10. | Marcho Archer Cardogo | Narkotika Banten Grasi ke-2
Mogiers
11. | Mohamad Sjamsudin Pembunuban | Jawa Tengah
12. | Sardi als. Ridi Binj Pembunuhan | Jawsa tengabh |
Ratiman
13, jimron  Setiadi  Bin | Pembunuhan | Jawa Tengeh
Kugwandi
14. | Sogianto als. Sugik Pembunuhan | Jawa Timur
IS. |H.  Nurhssan  Yogi Pembunvhan | Jawa Timur
Mahendea
16. | Raheem Agbale Salami | Narkotika Jawa Tipur
17| Dimi Syamsudin Pembunuban | Kalimantan
Barat
18. | Ridwansyah Pembunuhan | Kalimantan
Barat

Sumber Data: Bagian Upaya Hukom, Bksekusi & Eksaminasi {Llheksi) Pidana

Umum Kejaksoan Agung R1
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Tabel 3.3 Hukaman Mati Yang Berubah Menjadi Seumur Hidup'™

No. Nama Wilayah Hukum Keteransan
1. Matihew James Norman Keiari Denpasar | Putusan PK
2. Tan Due Than Keiati Denpasar Putusan PK
3, 81YiChen Kejari Denbasar | Putusan PK

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekust & Eksaminasi {Uhekst) Pidana
Umum Kejoksaan Agung RI

Tabel 3.4 Terpidana Matl Yang Belum Menentukan Sikap (PK dan Grasl)

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009

No. Nama Perkara Wilayah Hukum
1. Qkonkwo Nonso Narkotika Medan
2. Harun Bin Aziz Pembunuhan Jambi
3, - | Sopian als. Iyen Bin Aswar Pembunuhan Tambi
4. Sargawi Bin Sanusi Pembunuhan Jambi
5. | Ibrahim Bin Ujang Pembunulian Palembang
6. Gunawan Smtosa Pembumhan Jakarta Utara
7. i Gap Nadi als, Papa Markotika Iakarta Pusat
. Eugene Ape als. Felixe Narkotika Jakartn Pusat
9, Sastra Wijaya Narkotika Jakartn Barat
10. | Yudaals. A Kang Narkotika Jakaria Barat
A1) Yadi Mulyadi .| Pembunuban . | CHaadak
12. | Mgirika Francols als. Ola ais, Narkotika Banten
Tania
13. | Merry Utami Narkotika Banien
14, | Ang Xiem Soei als. Kim Ho als. | Psikotropika Banten
Ance Thabir
15. | Rani Andriani als, Meliss Narkotika Basten
Aprilia
16. | Sabirin als. Oyon Bin Oma Pembunvhan Banten
17, | Ozias Sibanda Narkotika Banicn
18. | Okwudili Ayotanze Narkotika Banten
12. { Edith Yunita Sianturi Narkotika Banten
20. | Michel Titus Igwe Narkotike Banten
21, | Adami Wilson als. Adam Narkotika Banten
22. | Rodrigo Gularte Narkotika Banten
23, | Gurdiph Siggh als, Vighai Narkotika Banten
24, | Hanky Gunawan Psikotropika Taws Timur
25. | Bambang Ponco Kamno Pembunuhan Kalimanian Selatan
26. | Abdul Hasan als, Adul Bin Perampokan Kalimantan Selatan
Syamsi
27. | Syekh Abdul Rehim als. Daeng | Pembunuhas Kendari
Rahim
4 Terpidana mati kasus narkoba, warga negara Australia, yang lebih dikenal dengan
kasus Bafi mine.
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28. | Myuran Sukumaran Narkotika Bali

29. [ Scoot Anthony Rush Narkotika Bali

30. | Andre Chan Narkotika Bali

31. | Emmanule Q’Hejerike Narkotika Bali

32. | twan Dermawan Mutho als. Rais | Teroris Jakarta Selatan
als. Fajar

33. | Achmad Hasan als. Agung Teroris Jakarta Selatan
Cahyono als. Purtiomo

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana
Umum Kejaksaan Agung RI. .

Tabel 3.5 Daftar Nama Terpidana Mati Yang Mengajukan PK dan Grasi

No. | Nama Terpidana Perkara Keterangan
1. | Suryadi Swabuana als. Adi |- Pembunuhan Grasi tolak:
Kumis als. Dodi Bin - Pencurian KP 20/G Thn 2003/
Soekamo Tanggal 3 Februan
2003
2. { Namaona Denis Narkotika Grasi Tolak:
(WN Malawi) KP 10/G Thn 2004/
Tanggal 9 Juli 2004
3. | Indra Bahadur Tamang Narkotika Grasi Tolak:
(WN Nepal) i KP 11/G Thn 2004/
Tanggal 9 Juli 2004
4. | Waluyo als. Yo Bin - Pencurian dengan Grasi Tolak:
Resosentono kekerasan yang KP 14/G Thn 2004/
mengakibatkan Tanggal 9 JUIli 2004
matinya orang
- Pembunuhan
berencana
5. | Muhammad Abdul Hafeez | Narkotika Grasi Tolak:
(WN Pakistan) KP 15/G Thn 2004/
Tanggal 9 Juli 2004
6. | Aris Setyawan Narkotika Grasi Tolak:
KP 11/G Thn 2006/
Tanggal 6
September 2006

Sumber Data: Bagian Upaya Hukum, Eksekusi & Eksaminasi (Uheksi) Pidana
Umum Kejaksaan Agung RI.
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Terpidana Mati / Bulan Maret 2009

Klasifikasl Jumlah
1. | Jenis Tindak Pidana
1. Narkotika dan Psikotropika = 57 orang
2. Teroris =  2ormang
3. Kasus lain (Pembunuhan, Perampokan) = 47 orang
Jumlah | = 106 orang
2. | Lama Pidana Yang Telah Dijalani
1. Dibawah 5 Tahun = 54 orang
2. 5 Tahun s/d < 10 Tahun = 4| orang
3. 10 Tahun s/d < 20 Tahun = 10 orang
4. 20 Tahun ke atas = | orang
(Bahar Bin Matar/LP Batu Nusa Kambangan (39
tahun 8 bulan)) = 106 orang
Jumlah
3. | Menurut Upaya Hukum
1. BANDING = 10 orang
2. KASASE = 24 orang
Kasasi ditolak = 13 orang
Jumlah | = 37 orang
3. PK = 23 orang
PK ditolak = 1 orang
PKII -] = 1. orang
Jumlah | = 25 orang
4. GRASI = 18 orang
Grasi ditolak = 2 orang
Grasi I1 = 3 orang
Grasi 111 = 1 orang
Jumiah | = 24 orang
5. Belum/Tidak Ada Upaya Hukum = 10 orang
Jumiah Total | = 106 orang |
4. |Kewarganegaraan
1. WNA
- 1. Afrika Selatan = 2 orang
2. Australia = f orang
3. Belanda = 2 orang
4. Brasilia = 2 orang
5. Ghana = 1 orang
6. India = 1 orang
7. Malawi = 2 orang
8. Malaysia = 1 orang
9. Negeria = 12 orang
10. Nepal = 1 orang
11. Pakistan = 2 orang
12. Senegal = 1 orang
13. Thailand = 1 orang
14, Zimbabwe = 1 orang
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15, Perancis = orang
16. RRC = f orang
Jumlah | = 42 orang
2. Indonesia . 64 orang
Jumiah Total | = 186 oran
Sumber Data: Direkiorat Jendems! Pemasyarakatan Departemen Hulum dan
HAMRL

Dari tabel-tabel di stas berdasarkan rekapitulasi terpidana mati (fabel

3.6}, penulis menemukan ada figa permasalahan yang berkemibang selama ini:

1. Proses hukum terpidana yang berlarut-larut
Proses hukum yang berlarut-larut dapat kita likat pada tabel 3. 5.

Dalam tabel tersebut, terlthat proses-proses wpaya hukum yang sedang

diternpuh oleh terpidana. Khusus mengenal PK dan grasi, terlibat babwa

penggjuan PK ads zampai dengan dua kali, babkan grasi eda yang sampai
tiga kali. Melihat hal tersebut di atag, tentu saja sebenarnys ini adalah suatu
proses yang salah dan pesang surut. Artinya, permesalahan ini tetap akan
bergerak pada koridor itu-ita saja tanpa ada kejelasan kapan proses ini akan
sclesai. g ‘

Menurut penulis, berlamt-larutnya proses hukum yang sedang
dijalani oleh terpidana dapat disebabkan oleh tiga fakior:

1. Tidek adanya ketentuan vang jelas mengenai batas wakiu pengajuan
Peninjavan Kembali (PK). Dalam KUHAP Pasal 264 Avyat {3} disebutkan
bahwa permintaan peninjanan kemball tidak dibatasi dengan suatua jangka
waktu tertentu. Selain ity jugs, tidak ada ketentuan batasan pangajuan PK
fersebut dapat diajuken hingpe berapa kali. Pada dasarmnya, PK hanya
dapat dilakukan apabila adanya novum atau temuan/bukti/keadaan baru
yang sebelumnys tidak permah divngkapkan dalam persidangan. Menurat
penulis, PK seharusnya hanya dapat diajukan 1 {gatu) kali saja dan
diberikan batas waktu yang tegas dalam undang-undang;

2. Pengajuan grasi yang dizjukas hingga beberspas kali Hal mi jugs
merupakan salah satu fakior penyebab atan kendale, mengapa ekselausi
terpidana matl tersebut menjadi Jama. Dalem Undang-Undang Grasi
Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat (3), grasi hanya dapat diajukan 1
(satu) kali. Akan tetapi, apablla grasi ditolak, maka dapat diajukan

{inlversiias indonesia

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



104

setelah jangka waktn 2 (dua) tabun sejak grasi ditolak olek Presiden.
Mernurut penulis, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) terscbut merpakan
celab/kelemahan yang dimanfaatkan cleh terpidana, sehingga terpidana
dapat mengajukan grasi lebih dard 1 (satu) kali;
. Pengzjuan PK setelah grasi. Menurut penulis, seyogyanya, PK harus
diajukan sebelwn grasi. Dalam undang-undeng garsi Pasal 14, apabila
PK diajuken bersamaan dengan grasi, maka yang harus diputus terlebih
dahulu adalah PK. Ketentuan ini dapat dianikan bahwa seharusnya PK
disjukan sebelum grasi. Delam prkatekaya, pengajuan PK setelah prasi
tidak melangger aturan hukum yang adae. Akan tetapi, apabila dilibst dari
pengertiannya secars sederhana, PK merupakan benmuk upays hulum
fure binsa yanug dilakukan sebagai bentuk penyangkalan bahwa seseomng
itu bersalah. Sedangkan grasi adalah berups pengampunan,

Dalam pandangan pesulis, menurut Jogiks hulmm, pengajuan
PK setelah grasi adalah suatu proses vang tidak konsisten. Anch apabila
seseorang yang telah meminta ampun, kemudian menyangkal kembali,
Oleh karenaz i, menurut penulis, ketentnan mengenal PK dan grasi
harus bepar-benar diatur ecar tegas dan tidak bermakna ganda. Hal ind

agar untuk ke depannys, tidak ada lagi celzh hukum wang dapat -

dimanfaatkan oleh terpidanafkuasa hukum terpidanz untok membuat
proses hukumnya menjadi lame,

Apabila dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang
Grasi, ketentuan dalam rancangan teleh mengatur secara lebih tegas
terkait dengan batas waktu pengajuan grasi., Adenya penentuan batas
wakiu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan mempercich kekuatan
hukum tetap, merupakan suata pembatasan agar tidak ada lagi pengajuan
grasi lebih dard 1 {satu) ksli. Oleb karena ity, menuwrut penulis
Rancangan Undang-uedang grasi dibarapkan dapat menjedi solusi
terhadap permasalehan grasi yang sda selama ini terjadi dalam praktek di
iapangan.
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2. Terpidana mati menjalani hukuman lebih dari 20 (dua pulub) tabun

Dari keterangan tabel di atas (tabel 3.5), dapat difihat bahwa ada
seorang terpidana vang telah menjalani hukuman, yaitu Bahar Bin Matar/ 1P
Batu Nusa Kambangan, pelakn pembunuhan berencans dengan nomor
perkara 46/Pi/B/ PN Thh, tangpal S Maret 1970, Terpidana tolgh menjalani
hukuman selams lobib kuraog 39 tahun 8 bulan. Proses bukum yang telah
dijalani olsh terpidana, telah sampai pada tazhap grasi, akan telapi grasi telah
ditolak dengan No. 23/G/1972 tangeal 13 Juli 1872, Tidak ada alasan yang
menjelaskan kenapa sampai sekarang terpidana belum dieksekusi.

Menurut pennlis, hal di atas terjadi akibat proses hukum yang
berlarut-larut seperti pengajuan PK dan prasi. Selain itu juga, menunjukkan
bahwa adanya ketidakberesan atau kegegalan dalam sistem peradilan pidana
{SPF). Apabila kelalaian ini berasal dard faktor penepak hukum, maka
keadaan ini felah melenggar HAM dari si terpidana. Dalam arti kata, penulis
beranggapan-beahwa ferpidans sebenamya iolah menjalani dua hukuman,
Pertama yaity pidana penjare sementara yang telah dijalani selama lebih
kurang 39 (tiga puluh sembilan) tehun 8 {delapan) bulan, Kedus, hukuman
mat yang belum jelss kspan akan dilaksanakan. Padahal apabila éil‘ihat,
terpidana itu menjalani pidans penjara sementara hanya untuk menunggu
kapan pidana sebenarnya (pidana maii) dijatuhkan/dilaksanakan.

Ketidakpastian akan wakto pelaksanaan hinpga melebihi dua kali
lipat pidana pegjara sementara, menurut pepulis sudah merupakan sustu hal
pelangearan HAM vyang membuat hidup terpidena ilu berada dalem
penantian yang tidak pasti Lain cerita apabila hulosman yang dijstubken
adalah hukuman seumur hidup atau paling lama 20 {dua pulsl} tahun, maka
terpidana tidak perlu lagi hidup dalam ketidakpastian penantian, melainkan
menunggu hinggs masa hukuman berakhir ataupun mendapatkan keringanan
hukoman.
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Persoalan famanya seorang terpidana mali menjalani pidaua

semmentars sebagaimana yang dialami oleh Bahar Bin Matar di atas, bukanlah
kasus sabu-satunya yang terjadi di lapasgan, Ada beberapa terpidana mati
yang jugs telab menghabiskan mass pidana penjara sementsra melebihi
setengah batas maksimal (sepululy tahen). Berikut di bawsh ini, penulis
paparkan secara lebih lengkap dan rinci dalam tabel:

Tabel 3,7 Daftar Nama-nama Terpidana Mati Yang Telah Menjalani
Hukuman Melebihf 10 (Sepuluh) Tahun

Ne.

Wilayah No.Putusan Perkara/Psi Lams Ket.
fTanggal Pidana Upaya
Hukum
1. i DKI 9/Pid. B/1SGS/PN, Pembunuhan | 14 thn 7bln | Grasi
Jakarta | Tumbedshan, { Posal 340
17 Mei 1995 KUHP
2. 1468/K/Pid/o7/ Pembunuban | {1 thn 9 bln | Grasi
TMARIL fPasal 340
26 Junt 2000 KUHP
3. |lateng 46/Pid B/PN.Thh. Pembunphan | 39 6m 8 bln | Grasi ]
§ Maret 1970 ! Pasal 340 ] .. 4 ditolak
23/G/1972. KLUHP
13 Jull 1972
4, S95/Pis Pid. B/1991/ | Pembunuban | 18 thn 8 bin | PK ke-2
PN Ple. / Pasal 340 ditolek
16 Januasi 1992 KUHP
12/Pid./1992/PT Plg.
11 April 1992
5. 319/ Pid . B/1997/ | Pembunuhan | 10 thn 6 bin | Grasi ke-2
PN.Sky. / Pasal 340
19 Februari 1998 KUHP
30/Pid/1998/P T Plg.
21 April 1998
6. 305/Ps. Pid . B/19%7/ | Pemnbunuhan | 10 thn 3 bln | Grasi
PN.Sky. { Pasal 340
19 Februari 1998 KUHp
32/Pid/1998/PT Plg.
17 Aol 1998
7, 920/K/Pid/1905/ U 91976/ | (3t 9bla | Geast'”
MARIL Warkolika
28 September 1995
8. 1210/K/Pid/2000, Pembunuban | 10 ths 3 bin § Grasi
7 Desember 2000 { Pasal 340
KUHP
'™ Warga Negara Malaysia,
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Jatim TORTE/ P/ (997 UU5/1997/ | 10thn 9 bin | PK™™
MARIL Psikotropika
28 September 1997
TOKPIdASON Pembunuhan | {3thndbln | PK
MARIL / Pasal 340
28 Juli 1997 KUHP
49/K/Pid/1998MART | Pembumthan | 12 thn 3 bln | Grasi
18 Maret 1998 { Pasal 340 ditolak

KUHP

Sumber Data: Direkigral Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hulum dan

HAMRIL

3. Perbedaan data administrasi terkait proses hukuw terpidana mati

Dalam hal ketidaksesuaian informast miengenai perkembangan
perkam terpidana, ads satu conioh kasus berkaitan dengan ketidaksesuaian
keterangan proses upaya hukum terpidana mati (lihat tabel 3.1, poin (3)
terpidana yang sedang mengajukan Peninjauan Kembeli (PK), terpidana
nomor 3). Sakak Bin Jumak, usia 53 tabun, pekerjaan peatani (huta huruf),
terp;da@wmati dengan nomor perkara EBQJPII}fo!}S%%fE’N Tumbedahan,
pada ianggal 17 Mei 1995, ’I’mpzdma dxdakwa dengan §§882i$ pembunuhan
berencana {Pasal 340) dengan korban 1 {sefu) keluarga {membunuh 3 {Higa)
orang), disdili pada Pongadilan Neged Tumbedahan, Tembilahan Riau sejak
tahun 1994, perkera putus pada labun 1595 dengan putusﬁn pidana mati.
Sejak tahvn 1998, terpidana Sakak Bin Jumak dipindabkan ke Lapas
Cipinang.

Menurut sumber dala yang dipercleh dari Lapas Cipinang,
terpidana mati Sakak Bin Jumak sedang mengajukan prasi sejak tanggal 4
Mei 2002 dengan nomor surat pengajuan grasi: W7Ea P8.01.10.0671 dan
hingge saat {ni grasi belum turen. Akan tetapi, menurut sumber data yang
diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Negara R, grost terpidana mati Sakak
Bin Jumak telah putus, dengan basil ditolak berdasarken Keputusan
Presiden: KP {38/G Tabun 2000, fangeal 2 Agustus 2000, Menurut sumber

data yang dipercleh dari Bagian Upaya Hukum, EBksekusi & Eksaminasi

17 Warpa Negara Nigeria,
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{Uheksi} Pidana Umum Kejaksaan Agung Rl, saat ini terpidana mati Sakak
Bin Jumak sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Dari pemaparan di atas, dapat kita temui adanya perbedaan data
antara masing-masing instansi ferkait dengan proses hukum yang dijalani
oleh terpidana mati. Melihat pada kasus di afas, terdapat ketidakcocokkan
informasi mengenal perkembangan kasus alus proses upays hukum vang
scdang dijaleni oleh terpidapa mati Sekak Bin Jumsk. Perbedaan data
administrasi yang ferjadi fentunya akan sange! beipengaruh sekali pada
proses-proses hukum selanjutnya. Hal ini tentunya juga sangat merugikan
hak-hak individu dari terpidana terkait dengan hak mengajukan upaya hulaim
PK alau prasi.

Berkenaan dengan data administrasi, menurut Kepala Biro Analisis
Bagian Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Basatia Panjaitan, selain harus
adanya kesamaan data antara masing-masing intansi demi jelasnya informasi
terkait proses hukem ferpidana mati, seharusnya dalam tindak pidana yang
diancamkan pidang mati tersebuf, petiken putusan/vonis vang dijafubkan
apakah pidans matifidak jugs harus disempaikan kepads instanst hukem
fainnys dalam sistem persdilan pidana {SPP) seperti contoh Mabes Polri
Menurut beliau, kel ind berfujuan sgar dapst membntag perkembangan
mengenai tindak pidana tersebut sebagal sarana kootrol, sehingga tercipia
suatu koordinasi ateu proses yang tidak terputus dalam SPP terhadap
terpidana mati, dimulai deri vonis, upaya hukum hingga pelaksanaan putusan
feksekusi.'”

Menurut penulis, perbedaan data di atas terjadi akibat tidek adanya
koordinasi antar masing-masing instansi dalam SPP. Koordinasi dalam SPP
adalah untuk menentuken keberhasilan berjalannya sebuah proses hulum.
Qleh karepa ity dalem SPP, seharusnya ada hammonisasi dan koordinasi
terkait data administrasi perkembangan proses hukum yang sedang terjadi
terhadap seorang fterpidana, agar tidak tedadi lagi perbedaan data

7 Wawancara dengan Basaria Panjailan: Kepala Biro Analigis Baglan Reserse dan
Krimiinul Mabes Polri, Kamis, 05 Maret 20009,
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sebagaimana yang terjadi dalam prakick di lapangan selama ini. Dengan
adanya data administrasi yang sama anters masing-masing instansi dalam
SPP, dimulai dari pibak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga Lapas,
bahkan instansi di luar SPP yaitu sekretarist nepara sebagai tempat
pengajuan grasi kepads Presiden, maka proses hukum tethadap terpidana
mati dapat dilihat perkembangannya secara jelas hinggas tahap akhir,
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Komnsep ¢am Tujuan Pesgaturan Pidana Mati Dalam Rancangan
KUKF _
#, Konsep Pidang Mati

Konsep pidans mati dalam Rsncangan KUHP adalah pidena
pokok yanp bersifat khusus dan selalu diancamkan secara aliernafif,
schagaimana diatur dsfam Pasal 66 Rancangan KUHP. Maksud dari
kekhususan pidang mati adalah karena pidana mati tidak lagi dimasukkan
dalam pidana pokok, akan tetapi diatur dalam pasal khusus, ?iéazza mati
yang dicantumkan dalem pasal tersendisi menunjukkan bahwa pidana
mati merupakan jenis pidana yang bersifat istimewa dan hanys
disncamkan pada jenis tindsk pidana terfentu saja yang diangpap
merupakan jenis pidana beral, Maksud diancamken ahterpatif adalah
bahwa apabila suatu tindak pidena diancam dengan pidana mati, olch
Jaksa Penuntut Umum (JFU} tidak pernah diancamkan secara berdii
sendiri. Artinya, apabile JPUI mengancamkan dengan pidana mati, maka
harus difkufi dengan ancasman ‘aieu pidana sewmur hdup atan pidana
penjara paling lama 20 (dua pulul} ahe!. Dalaw menjatohkan putusan,
hakim mempunyai kebcbasan berdasarkan alat-alal bukt dan fakia di
persidangan serta keyakinan dan hati nurani untuk menenfukan apakah
akan menjatulikan pidana mati aten pidana alternatif.

Sifat kekhususan dan sclalu disncambkan secars altematif dasi
pencrapan pidana mati dalam Rawmcangan KUHP, dapat dirinei sebagai
berikut:

1. Sifat kekhususan
a. Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana terfentu

yang dipandang sebagal suatu tindak pidana serius;
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b. Betkaitan dengan adanya pembetlakuan syarat-syaral pidana
percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur
dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP;

c. Adanya penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana
ibu hamil dan terpidana sakit jiwa sebagaimana diatur dalam
Pasal 88 Ayat (3) Rancangan KUHP.

2. Sifat diancamkan secara alternaiif

a. Pidana alternatif dalam persidangan

: Dalam tuntulan Jaksa Penuntut Umum (JPU)} terhadap suatu
perkara yang diancamkan pidana mati, maka tuntutan pidana
tersebut tidak pernah berdid sendiri/dakwaan tunggal.
Tuntutan JPU harus selalui diikuti dengan pidana alternatif
berupa pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama
20 (dva puluh) tahun; I

b. Terpenuhinya syarat-syarat kekhusuan, berupa:

1. Adanya perubahan pidana mati menjadi seumur hidup atau
pidana penjara 20 (dva puluh) tahun disebabkan adanya
masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur
dalam Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP;

2. Adanya perubahan pidana mati menjadi seurnur hidup atau
pidana penjara 20 (dua) tahun disebabkan karena eksekusi
mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah
grasi ditolak Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 90
Rancangan KUHP.

Dengan demikian ancaman secara alternatif, merupakan
konsekuensi lanjutan dar sifat kekhususan pidana mati. Apabila sifat
kekhususan pidana mati tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya
pidana yang diterapkan adalah pidana alternatif berupa pidana seumur
hidup atau 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian pengaturan pidana
mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif dalam

Rancangan KUHP merupakan suatu kesatuan persyaratan yang saling
berkaitan.
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b.Tujuan Pengaturan Pidana mati

Dilihat dari tujuan pemidansan, pidana mati pada hakikatnya
mervpakan sarang terakhir/perkecualian. Hal ini terlibat dari ketentnan
dalam Konsep (Pasal 80/2000; Pasal 84/2004; Pasal 87/2005-2006, terbaru
2008) bahwa “pidana mati secara aliematif dijatubkan sebagai upays
terakhir untuk mengayomi masyamkot”. Pidana mati dalam Rancangan
KUHP mempunyai tujuan sebagai periindusgan masyaraket dan
perfindungan  individu.  Perlindongae  masyarakat  vaitu  dengan
dijatubkannya pidana mati terhadap pelaku kejahatan dap perlindungan
invidu dengan adanya perlindungan terhadap pelaku keojahataniterpidana
matl untuk mendapatkan masa penundasn bagi tespidana ibu hamil dan
terpidana orang sekit jiwa serta adanya masa percobwan selama 10
{sepuluh) tahun sebapaimana diramuskan dalam Pasal 89 Ayat {13

[kaitkan dengen kerangka teori mengenai sanksi pidana maka
. pidana mati sebagai sanksi pidana ysng dapat dipertanggungajawabkan
memenuhi dua aspek, yaihy

1. Aspek penilaian masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan
adaiah  bwrek  dan  membabayakan  cksistensi  masysrakat,
sehingga dirasa pantas untek difatuhi pidana mati;

2. Huluman mati dimaksudkas wuntuk memaagksl mencegsh
(deterrence) orang lain sgar jangan melakuken perbuatan
sebagaimana yang telah terpidana lakukan veng menyebabkan ia
dibukum mati.

Dari pemaparan di atag dapat ditdentifikasikan kebijakan Konsep

Mengenal pidana mati sebagai berikul

1. Pidana mati tetap dipectahankan sebagai pidana khusus/eksepsional dan
tidak dapat dijatuhkan terhadap anak;

2. Pidana mati merupakan pidana alternatif vang digunakan sangat efeletif
dan sebagai upaya terakhir;

3. Upaya terakhir dijatuhkan/ dileksanakaponya pidana mat itu melalad
tahapan sebagai berikut:
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2. Sejauh mungkin dihindari dengan memilih pidana alternatif berupa
pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu, paling
lama 20 {dua pulub) tahun untuk orang dewasa atau 10 {(sepatuh)
tahun untuk anak;

b. Dimungkinkannya penundaan pidana mati dengan masa percobaan
10 (sepulub) takmr;

o. Dalam pemindaan pidana mati itu, dimungkinkan perubahian pidana
faati menjadi pidana seumur hidup atau pidans penjarm paling lama
20 {dua pulub) tahun; '

d.  Terpidana berhak mengajukan gresi;

e. Pidana mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak
oleh Presiden;

f  Apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanaken selama

10 (sepulub) tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana
seumur hidup.

2. Konsekuensi rumusdn unsur-unpsur Pasal 89 ayat (1) Rancangan
Xugp
Melihat pads ramusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1}, meskipon
ada pengakuan mengenal keberadaan pidana matl dalam Rancangan
KUHP Magiopal, numun dalam pelaksanaannya menjadi sangat seleliif
dan lmitetif ditambeh lagt mengalami waktu wramsisi yaitu adanya masa
percobaan. Unsur-unsur yang fterkandung dalam Pasal 89 Ayat (1)
Rancangan KUHFP sebapai syarat terpenvhinys musa percobaan adalah
dengan  allermatif, bokan kwmulatif Masa percobaan dibitung sejak
putusan pengadilan itu sudak pasti atau in krachi var gewijsde. Perobahan
pidana mati menjadi pidana sewwmur hidup atau 20 {dun puluh) tahun tdak
berlaku secarn otomatls, tetapi harus diputuskan oleh pengadilan. Akan
tetapi, apabila dikembalikan kepada pengadilan, maka hal itu dirase salit
akibat lamanys proses pengadilan. Oleh karena itu, sebaiknya dibicarskan
antara Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Apung sebapai eksekutor.
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Rumusan ussur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Rancangan KUHP:

a. Reaksi masyarakat techadap terpidana tidak terlahi besas;
Penggolongan masyarakat dapat dibagi 3 {tiga) masyarakat kotban,
masyarakat pelaku dan masyarakat umum. Untok mengukur apakah
reaksi masyarakat itu besar atau tidak, penilaiannya dilakukan olch
hakim.

b. Terpidana menunjukken rasa menyesal dan ade hamapan untuk
diperbaiki
Untwk mengukur sikep dan prilaku narapidans selama dibina dalam
letnbaga pemasyarakatan, dinilai oleh Balai Pemasyarakatan {Bapas).
Bapas merupakan lembaga yang dibentuk dengen melakukan
penelitian masyarakat kepada warga binzan secarm ratin per 3 {tiga)
bulan. Di samping ity, dalam Lapss juga ada psikelog yang bertugas
untuk mendampingi narapidana dalam berkonsultasi. Litmas Bapas
merupakan salah satu bentuk balai pembinaan dalem yang ada dalam
Lapas. Penilaian dari Bapas ini panfinya akan menjadi rekomendasi
atau pertimbangan kepada tinvpanitia kbusus yang dibentuk untuk
melakukan perubahan putusen pidana mati menjadi pidana seumur
hidup atau 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kewenangan Menteri
Hulcam dan HAM.

¢. Kedudukan terpidang dalam: penyertasn tindak pidana tidak terlaln
_penting
Dari jenis penyerfans scbagaimana distur dalam Pasal 5§ dan 56
KUHF, maka yang dimungkinkan untuk diksitkan dalam persealan
percobaan sebagaimana dalam Rumusan Pasal 89 Ayat (1) adalah :

1. penyertaan dalam bentuk ‘turut serta melakukan tindak pidana’
(medeplegen) dan

2. ‘membantu melakuken tindak pidana (medeplichting) tidak untuk
*menggerakkan mefakukan tindak pidana’ (nitlokker).
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d. Ada alasan yang meringankan

Dalam konsep Rancangan KUHF, dirumuskan halhal yong

metingankan:

{1} Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu ity
berurmyr 12 tahun atau lebih, tetepi masih i bawah umeur 18 tahun;

{2) Sescorang mencoba melakukan atan membantu ferjadinya tindak
pidana;

(3) Seseorang setelah melakukan findsk pidana dengan sukarels
menyerablan dird kepada vang berwajib;

{4) Seorang waniia hamil muda melakukan tindak pidana;

{5) Seseoranp sclelah melakukan tindak pidana dengan sukarela
memberi ganti kerugian yang laysk atau memperbaiki kerusakan
akibat perbuatannya;

(6) Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang

sangat hebat sebagai «kibat yang sengat berat dari keadaan pribadi
atau keluarganya,

3. Dasar Pertimbangan Adanya Perbedaan Pejabat Yang Berwenang
Daiam Mengubah Pidana Mati Menjadi Pidana Sevmur Hidup Dalam
Pasal 89 ayat (2) Dengan Pasal 90 Rancangan KUHP

Dasar partimbangan perbedasan wewenang dalam Pasal (39) Ayat

(2} dengan Pasal 90, dart dua ketentuan pasal di atas, dapat disimpulken
bahwa:

18

Pasal 85 Ayat (2) Rancangan KUHP, perubaban pidana mati
disebabkan karena adanya masa percobaan dan pejabat yang
berwenang dalam merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup
atau pidana paling lama 20 (dva puluh) tahun adalab Menteri Hukum
dan HAM, karena perubahan pidana tersebui dipandang sama seperti
perubshan pemberian remisi pada umumnya;

Dalam kstentuan Pasal 89 Ayst {2) mengenai perubahan pidana mati
menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun, romusan pasal tersebut sebenamya telah melewati dua
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tingkatan hukuman, yaitu dari pidana mati menjadi seumur hidup dan
pidana seamur hidep menjadi pidana paling lama 20 (dua puluh)
tghun. Pengpunasn kata ‘atav’ diantara pidana seumur hidup dan
pidana penjara  poling lama 20 {dua) tahun, seolah-clah
mengindikasikan bahwa Menteri Hukom dan HAM sebagai pejabat
yang berwenang untuk menubahnya dapat memilih apakah perubahan
vang akan diberikan kepada terpidans adalah pidana seumur hidup
atau pidana penjarz paling lama 20 {dua} fshun. Padahal menurut
ketentuan yang ada, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana

penjare paling lama 20 (dua puluh) adalsh melalui Keputusan
Presiden.

. Pasal 90 Rancangan KUHP, perubahan pidana mati disebabkan karena
bidana mati dak dilaksanakan selama 10 (sepulub) tahun setelsh grasi
ditolak dan pejgbat yang berwenang - dalam merubah pidana mati
menjadl pidana seumur hidup adalsh Presiden melalui Keputusan
Presiden.

Ketentuan grasi berkaitan dengan pidana matl. Dalam undang
undang grasi dikeitkan dengan mancangan endang-undang prasi, ada

terdapat ptrbedasn yaitu:

1. Adanya batas waktu secara tegas paling lama | (safu} tabun untuk
mengajukan grasi setelak putusan berkekuatan hukum tetap;

2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara dapat
mengajukan grasi karenz jsbatan paling fama 14 (empat belas)
hari; apabila terpidana matifkeluarga tidak mengajukan grasi;

3, Demi kepentingan hukum, Menteri Huloun dan HAM dapat
mengajukan grasi.

Ketentuan dalam rancangan undang-undang grasi di atas, menurut

penulis untuk memberikan jangka wakiu yang pasti terhadap pengajuan
grasi dan jups ustuk melindungi hak-hak terpidana secara lebih optimal
dan maksimal.

Universitas Indonesia

Pengaturan Pidana..., Edita Elda, FH Ul, 2009



117

Persoalan terkait dengan terpidana mati yang terjadi selama ini,
dapat dikategorikan atas 3 (tiga), yaitu:

1. Peroses hukm terpidana yvang bedarut-land  disebabkan tidak
adanva pengaturan lebih tegas mengenai pengajuan PK dan grasi;

2. Terpidana mati menjalani hukuman lebih dari 20 (dua puluh) tahun
disebabkap oleh pengajuan PK  dan grasi serta adanva
ketidakberesan atan kegagalan dalam sisten peradilen pidana
{SPP) vang menyebabkan terpidana mati menjalani dua hukuman,
yaitu hukumen sementara dan hukuman mati;

3. Perbeduan data administrssi terkait proses hukum terpidana mati,
vang discbabkan akibat tidak adanya koordinasi sntara masing-
maasing instansi dalam SPP,

4.2 Saran
1. Karecna pidana mati me:mpakan pidana yang sifatnya khusus dan alternatif,
. maka hakira dalam memberikan putusan, harus mempertimbangkan slasan
penjatuban pidana mati tersebut secara hati-hali  didasarkan pada
perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Apabila
dalam persidangan, salah satu dari hakim tidak sepakat dengan penjatuhan
pidana mati, maka sebaiknya jenis pidana yang diputus adalah pidana

alternatif berupa pidana seumur hidup atau pidana paling Jama 20 (dos
pubub) tahun.

2. Rumusan unsur-unsuy Pasal 89 ayat (1) Rancangan KUHP sebagai syorat
alternatif bukan kurnulatif untuk terpenchinyz masa percobaan sslama (10)
tahan bagi perubahan pidans mati, harus dicantumkan secars lebih tegas
dan jelas dalam pasal atau dalam penjelasan Passl 89 Ayat (1) Rancangan
KUHP tersebut. Rancangan KUHP yang schamng tidak menyebutkannya
baik ity dalam pasal maupun dalam penjelasan pasal, sehingps rumusan
pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sclain itu, juga
harus dimuat ukuran dan pihak yang berwenang untuk menilai setiap unsor
tersebut secara lebih jelas. Berkaitan dengan pihak yang berwenang, maka
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harus ada suatu panitia khusus untuk memberikan penilaian dan di
dalamnys juga harug terdapat unsur suara masgyarakat,

. Perbedaan kewenangan antars Pazal 89 Ayat (2) dengan Pasal 50 ferkait

perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling lama 20 (dua) puluh tshun, maka terdapat beberapa hal
vene harus Jiperhatikan, yaitu:

a. Harus ads pengaturan pefaksana agar tidak terjadi tompang tindih
kewenangan antara Pasal 89 Ayat (2} deagen Pasal 90 Rancangan
KLIHP;

%, Rumusan dalars Pagal 89 Ayat {2), yang menjadi kewenanpan Menterd
Hukum dan HAM seharusnys hanys terbatas pada perubahan pidana
mati menjadi seumur hidup, Sementara pervbahan pidana seumur
hidup menjadi pidana penjara paling lama 20 (dus pulub) tahun,
memupakan kewenangan Presiden melalui Keputusan Presiden.

¢. Dalam memutuskan grasi, kata-kata ‘Presiden dapat mendengsarksn
pertimbangan dari Mahkamsh Agung' seharusnys ditambahkan jugs
dengan mendengarkan pertimbangan dari Monteri Hukum dan HAM
sebagai eksekulif yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan;

d, Dalam Sistern Peradilan Pidana, harus ada harmonisasi dan koordinasi
terkait ketertiban data administrasi berkaitan dengan perkembangan
terbaru proses hukwm terhadap seorang terpidasa. Hal ini bertujvan
agar tidak ada lagi perbedasn data sebagaimana yang tejadi di
lapangan selama ini. Keakuratan data dan tertib administrast sangat
mempengarchi perkembangan kasus, yang tentunya aken membawa
konsekuensi Iebil lanjut terhadap upaya hukutn ke depan bagi seorang
terpidana, terutama terhadap terpidana mati.
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